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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas
dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks
individual maupun kelompok. Dalam konteks individual konflik
terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap
manusia. Sedangkan konflik kelompok maupun sosial adalah
pertentangan antara individu dengan individu, atau kelompok
dengan kelompok lain secara berhadapan dalam mempertahankan
kepentingan masing-masing. Konflik dapat dipahami sebab secara
biologis manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda sekalipun
dalam suatu keluarga yang sama. Selain itu konflik dapat muncul
diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam masyarakat.
Dengan demikian konflik secara alamiah dipandang wajar sejauh
dapat dikelola dan diarahkan pada tujuan tercapainya integrasi

sosial.

Dalam aspek agama perbedaan dipandang sebagai rahmat
sehingga secara sunnatullah tidak dapat dihilangkan kecuali
dikelola dengan cara mengikat unsur-unsur yang memiliki
kesamaan universal. Kenyataan atas eksistensi yang berbeda
termasuk posisi sosial seringkali bertemu dengan kesadaran
terhadap perbedaan. Setiap konflik pada dasarnya tidak berdiri
sendiri, tetapi melibatkan aktor dan kepentingan lain. Rentetan
peristiwa tersebut dimulai dari konflik sosial yang merambah pada
struktur kehidupan sosial yang paling kecil hingga besar.
Gambaran tersebut tampaklekat dalam konteks Indonesia
disebabkan oleh kemajemukan masyarakat (multikultural).
Kemajemukan masyarakat terlihat baik secara horizontal maupun

struktural/vertikal. Secara horizontal kemajemukan dapat dilihat




pada perbedaan 1.128 suku bangsadan ada 737 macam Bahasa, 5
agama dengan berbagai aliran kepercayaan.' Dari aspek vertikal
kemajemukan dapat diidentifikasi. dalam hubungan pasang surut
antara pusat dan daerah. Konflik Aceh dan Papua adalah fakta
kemajemukan vertikal yang relatif dapat diatasi melalui sistem
integrasi sosial. Semua kenyataan tersebut dapat dimaklumi dalam
perjalanan sejarah dimana ditemukan goresan demi goresan konflik

dalam fluktuasi dan intensitas yang berbeda.

Jika diidentifikasi konflik di Indonesia secara umum terbagi
dalam dua kategori yaitu konflik horisontal dan konflik vertikal.
Konflik horisontal adalah pertikaian antar individu dan kelompok
masyarakat yang dipicu karena perbedaan agama dan etnik. Dua
alasan konflik tersebut seringkali terakumulasi dengan alasan
kesenjangan ekonomi. Konflik akibat perbedaan agama dapat
dilihat dalam kasus Ambon dan Poso sepanjang tahun 1998-2001.
Konflik dengan alasan etnik dapat ditemui pada kasus antara Suku
Madura dengan Suku Dayak. Pada umumnya penyebab terjadinya
konflik antar etnik disebabkan disparitas ekonomi, sosial, dan
politik. Dalam konfik tersebut etnis Madura pada waktu tertentu
menguasai berbagai sumber daya ekonomi. Sementara di sisi lain
sikap mereka cenderung eksklusif sehingga menyulut konflik yang

massif dan berkepanjangan.

Sekalipun kedua peristiwa tersebut bernuansa agama dan
etnik, namun dibalik dua alasan tersebut terdapat faktor esensial
yaitu ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang bertikai
disamping akses terhadap sumber kekuasaan yang semakin
kompetitif. Contoh lain, dalam kasus di Purwakarta sekelompok
masa merobohkan dan membakar empat patung wayang dengan
dalih menjauhkan masyarakat dari kesesatan atau penyembahan

berhala. Peristiwa semacam itu bukan merupakan yang pertama

'Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010.




o

kali, sebelumnya di Bekasi, kelompok massa yang mengatas
namakan agama menuntut agar patung tiga mojang diturunkan.
Selain itu terdapat konflik.bernuansa suku, agama, ras dan antar-
golongan yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu, penyerangan
terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik serta tragedi kemanusiaan
di Mesuji antara perusahaan kelapa sawit dengan warga sekitar

yang menimbulkan korban.?

Konflik vertikal berkaitan dengan pertikaian antara pihak
pemerintah disatu sisi dengan masyarakat dan atau pemerintah
lokal disisi lain. Alasan konflik vertikal pada umumnya disebabkan
oleh lahirnya kebijakan diskriminatif pemerintah yang secara luas
menciptakan ketidakpuasan bagi masyarakat lokal. Dalam kasus
semacam ini alasan-alasan agama, etnik, ketimpangan ekonomi
serta pelanggaran hak asasi manusia secara akumulatif menjadi
pemicu kearah disintegrasi bangsa. Dalam kasus di Indonesia
konflik vertikal pada dasarnya mengalami pelemahan sejak Aceh
dan Papua menemukan jalan keluar lewat kebijakan desentralisasi
asimetrik (otonomi khusus). Aceh mengalami peluruhan pasca
peristwa Tsunami dan mencapai konsensus Helzinski yang
kemudian diikuti oleh pemberian keistimewaan terhadap
pembentukan partai lokal, syariat Islam dan pengelolaan sumber
ekonomi yang lebih besar. Sejalan dengan itu Papua memperoleh
otonomi khusus sejak tahun 2011 yang membuka kran tumbuhnya
sistem sosial budaya lewat kelembagaan MRP maupun alokasi
keuangan yang lebih diskretif bagi rakyat Papua dalam pengelolaan
otonomi khusus. Sekalipun kedua kategori konflik diatas relatif
dapat diredam lewat pendekatan struktural, namun bukan mustahil
kegagalan pemulihan konflik secara fungsional dalam jangka

panjang dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu. Kasus Poso

misalnya tampak tetap menjadi ancaman horizontal yang mudah

menggeliat setiap saat, demikian pula letupan-letupan kecil di Aceh

? Lihat Wacana Governingboard, pada Majalah Desain Hukum, Vol. 12, No. 5, Tahun 2012 hal.24




dan Papua dalam istlah Gangguan Kelompok Tak Dikenal
merupakan indikasi adanya potensi laten konflik vertikal dimasa
akan datang. Perlu untuk diketahui bahwa konflik vertikal bisa
menjalar menjadi konflik horisontal antara kelompok etnis bersaing
seperti dalam kasus Aceh, dimana pendatang Jawa dimusuhi dan

diusir oleh penduduk Aceh.

Diluar dua identifikasi konflik yang relatif mereda hingga saat
ini, konflik pemerintahan di daerah jamak dipicu oleh ekses
pemilihan kepala desa, kepala daerah, anggota legislatif, serta
kemungkinan potensi akibat ekses pemilihan presiden antara
pendukung figur dan partai politik.Pada level pemerintahan desa
ancaman konflik cukup terbuka sejak ditetapkannya UU Desa
Nomor 6 Tahun 2014. Peluang besarnya insentif pusat ke desa
dengan tujuan mendorong tumbuhnya otonomi desa bukan
mustahil menciptakan kompetisi terhadap sumber daya di desa. Di
tingkat pemerintahan daerah, ekses pemilukada tetap menjadi
fenomena sehari-hari dimana konflik antar masa pendukung
menunjukkan intensitas ekstrem dengan membakar dan merusak
fasilitas umum pemerintahan.® Ekses lain adalah pecahnya
konsentrasi birckrasi yang merembes pada pelayanan masyarakat,
demikian pula konflik antara kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang menciptakan disharmoni di setiap periode.* Dalam
kasus pemilu legislatif April 2014 terdapat ratusan pelanggaran
pemilu yang sekalipun relatif tak menimbulkan konflik terbuka

namun bukan mustahil dapat menjadi bom waktu sekiranya upaya

*Lihat kasus ekses Pemilukada Palopo Sulsel tahun 2012 atau Pemilukada Sumba Barat Daya NTT
akhir tahun 2013.Disadarisejak tahun 2005 sampai Desember 2013, dari 1.013 penyelenggaraan
pemilukada, terdapat sedikitnya 75 warga tewas akibat konflik selama proses pemilukada (Fauzi,
Republika, Des 2013).

* Catatan Bagian Otda Kemendagri menunjukkan sepanjang tahun 2010-2013, hanya terdapat 50
pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yg bertahan mencalonkan diri kembali dalam
pemilukada. Jumlah tersebut sangat kecil dibanding yg berpisah (94%).Romatisme hanya berjalan
pada tahun pertama, bahkan 100 hari pertama, sisanya dijalani dengan konflik antar pendukung
dalam dan diluar birokrasi.




penyelesaian ketidakpuasan bagi peserta pemilu dalam pesta
demokrasi lokal semacam itu tak memiliki jalan keluar yang efektif

dan adil.

Konflik horizontal dan vertikal diatas secara konstitusional
menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut
tidak saja berada di pundak pemerintah demikian pula pemerintah
daerah dan masyarakat luas. Dalam kenyataannya upaya
penanganan konflik sosial sulit dilaksanakan secara terpadu dan
sistematis disebabkan ketiadaan sistem yang mengatur langkah-
langkah penanganan konflik sosial di Indonesia. Dalam perspektif
pemerintah pusat, sebagian besar urusan pemerintahan telah
menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam wujud
desentralisasi sehingga penanganan konflik sosial dinilai menjadi
tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah (otonomi).
Sebaliknya dalam pandangan pemerintah daerah penanganan
konflik sosial merupakan urusan pemerintahan umum yang menjadi
tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui asas
dekonsentrasi. Urusan pemerintahan umum selama ini dianggap
masih menjadi otoritas pusat melalui fungsi pembinaan, koordinasi
dan pengawasan. Dalam implementasinya urusan pemerintahan
umum sulit dilaksanakan pada level pemerintah daerah
kabupaten/kota disebabkan ketiadaan organisasi pelaksana yang
hanya sampai pada tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah
pusat. Selain itu kekosongan pengaturan kewenangan yang jelas
dalam penanganan konflik sosial menjadi faktor lain yang
menimbulkan kegamangan pemerintah dalam menangani konflik

sosial di daerah.

Disisi lain organisasi masyarakat (ormas) sebagai
representasi fungsional masyarakat terkadang mengambil peran
dilematis dalam penanganan konflik sosial di daerah. Peran

berlebihan dalam penanganan konflik sosial melalui pembentukan




kekuatan atau unit-unit fungsional masyarakat sebagai sayap
ormas semacam Pamswakarsa atau Banser NU, dinilai sebagai
tindakan pengambilalihan fungsi-fungsi pemerintahan yang
mendasar. Dilemanya, ketika terjadi kekosongan peran pemerintah
semacam itu, maka suka atau tidak peran organisasi masyarakat
menjadi penting untuk tidak dibatasi dalam upaya ikut menciptakan
ketertiban umum. Pembiaran konflik sosial oleh pemerintah dapat
dianggap sebagai gejala malfunction pemerintah. Sedangkan
pembiaran konflik oleh masyarakat juga menunjukkan terjadinya
gejala ideological breakdown, dimana terlepasnya nilai-nilai dasar
sebagai pengikat persatuan dalam dinamika masyarakat suatu
Negara. Kondisi dimana hilangnya peran pemerintah dan
masyarakat dalam penanganan konflik sosial mendorong
pemerintah untuk melahirkan sistem penanganan konflik sosial
yang mampu memberi pijakan yuridis dalam upaya pencegahan,
penghentian dan pemulihan konflik. Sejak tahun 2012 pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang Penanganan Konflik
Sosial adalah alat bagi pemerintah untuk melakukan sejumlah
tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial
sejak dini. Dengan demikian konflik sosial dapat diminimalisasi
apabila semua pihak terkait dapat bersinergi melalui mekanisme

early warning system terhadap penyebaran bibit pemicu konflik.®

Dalam Bab | Pasal 1 huruf (a) disebutkan bahwa konflik
adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan
antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu
stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Terjadinya konflik sosial atau bentrokan tentu saja ada pemantik

yang melatarbelakanginya. Namun hal yang paling mendasari

*Lihat Laporan Utama pada Majalah Desain Hukum. Op Cit.,hal. 6




terjadinya konflik sosial adalah keberagaman itu sendiri.
Keberagaman kultur di Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku,
bahasa daerah, ras serta luasnya wilayah Indonesia dari Sabang
sampai Merauke. Suku dominan antara lain Jawa, Sunda, Banten,
Bugis, Minang, Dayak, Banjar dan Batak. Sedangkan bahasa yang
paling sering digunakan antara lain bahasa Jawa, Sunda Bugis,
Minang, Batak dan Melayu pada umumnya. Realitas keberagaman
tersebut ada dan melebur menjadi satu sejak Sumpah Pemuda
tahun 1928.Tak dapat dipungkiri bahwa dalam keberagaman itulah
selain menjadi modal pembangunan bangsa juga berpotensi bagi
terjadinya konflik sosial di Indonesia.Perbedaan karakteristik,
perilaku, strata sosial serta kebudayaan dan agama merupakan
faktor yang berpengaruh besar terhadap terjadinya konflik sosial itu

sendiri.?

Pasal 5 UU PKS menyatakan bahwa konflk dapat
bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik,
ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antarumat beragama
dan/atau interumat beragama, antarsuku dan antaretnis, sengketa
batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa
sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat
dengan pelaku usaha, serta distribusi sumber daya alam yang tidak

seimbang dalam masyarakat.

Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik
yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan
pemulihan  pascakonflik. Penanganan  konflik  bertujuan
menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai,

dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam

hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa

6 Lihat Wacana Governingboard, Majalah Desain Hukum, Op Cit.,hal. 24




dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi
jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan
pelindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi

fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan
kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan
Konflik dilakukan melalui upaya, memelihara kondisi damai dalam
masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan
secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem
peringatan dini. Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat. Resolusi konflik secara umum
merupakan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat,
mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai,
meredam potensi konflik sertamembangun sistem peringatan dini.
Untuk meredam potensi konflik, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan

cara:

a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
yang memperhatikan aspirasi masyarakat;

b) Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

c) Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;

d) Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;

e) Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;

f) Membangun karakter bangsa;

g) Melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan

h) Menyelenggarakan musyawarah  dengan kelompok
masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku

usaha di daerah setempat.




rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah dan

Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak
dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi,
dan/atau pemaafan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata
Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan
rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak
konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: (a) pemulihan
psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan; (b)
pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan
ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau
daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk
kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang
mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian
berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak
keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g)
pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak,
lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h)
pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi
kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak-
anak; dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan
pemulihan aset korban konflik. Implementasi Undang-Undang
Penanganan Konflik Sosial diharapkan mampu meletakkan
harapan secara utuh guna mencegah prakonflik dan pascakonflik
agar tak terulang kembali dan yang paling penting adalah mampu
menangani konflik pada saat konflik tersebut terjadi. Sekalipun
demikian, UU ini dianggap masih terlalu dini, longgar dan tidak
memiliki kekuatan, malah memancing hal-hal yang berkaitan

dengan segala bentuk kepentingan.

Jika UU PKS ini diterjemahkan dalam kebijakan politik,

konflik antara kelompok masyarakat sipil dan pihak swasta yang
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pada banyak kasus melibatkan pemerintah dapat saja
diteriemahkan sebagai ancaman terhadap keamanan dan
ketertiban. Apalagi jika gubernur dan bupati/wali kota dapat .
meminta bantuan sumber daya TNI untuk menangani keadaan
konflik. Pasal ini rentan dimanfaatkan untuk melindungi
kepentingan sempit ekonomi politik tertentu. Misal pada kasus-
kasus konflik para petani adat dengan swasta atau perusahaan
milik negara (badan usaha milik negara) dapat dengan mudah
dipandang sebagai “keadaan konflik yang mengancam keamanan
dan ketertiban. Dalam banyak kasus dengan melihat perilaku
negara selama ini, masyarakat petani kecil atau adat dapat
tersubordinasi oleh kekerasan negara. Pada kenyataannya
fenomena konflik tidak selalu sarat dengan praktek kekerasan fisik
dan selalu membutuhkan pendekatan kontekstual untuk
memecahkan masalah di dalamnya. Adapun jika mengacu pada
UU PKS, setiap konflik dianggap sebagai bentuk benturan dan

kekerasan fisik.”

Pada masyarakat yang telah terbangun sistem sosial dan
budaya cenderung terdapat kelembagaan yang mendorong konflik-
konflik para anggotanya mencapai kondisi konsensual. Pada dunia
modernitas kelembagaan itu disebut /local wisdom (kearifan lokal)
dalam pranata adat yang masih memelihara struktur sosial dan
budaya secara kuat yang secara sosiologis menjadi sangat
fundamental dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik sosial.
Sekalipun UU PKS dalam pasal 37 memasukkan posisi pranata
adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik, namun
tidak ada penekanan substantif bahwa konflik sosial yang
disebabkan oleh kebijakan negara dapat diselesaikan oleh
mekanisme adat. UU PKS tidak mengatur dengan tegas

mekanisme dan batasan penggunaan hukum adat untuk

"Lihat Novri Susan, Sosiolog konflik Universitas Airlangga, Surabaya; penulis buku Negara Gagal
Mengelola Konflik (2012) dalam Majalah Desain Hukum.Op Cit.,hal. 29
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menyelesaikan konflik. Pertanyaannya bagaimanakah jika konflik
mengandung kejahatan, atau bagaimana jika konflik terjadi antar
dua komunitas adat yang berbeda. UU praktis tidak menjabarkan
dengan detail kapan hukum adat dapat digunakan untuk
menyelesaikan konflik. Selama ini hukum adat tidak memiliki aturan
tertulis dan hanya berdasarkan kesepahaman bersama antara dua
pihak yang berkonflik. Idealnya pasal penggunaan hukum adat
dapat diatur dengan tegas.® Kekhawatiran lain terkait forum Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/Kota yang diusulkan. Tidak
adanya pengaturan detail mengenai peran dan fungsi forum
penyelesaian konflik justru bertabrakan dengan institusi resmi
pemerintah yang sudah ada di setiap daerah. Selain soal fungsi,
keberadaan forum khusus penanganan konflik dinilai dapat
melahirkan pos anggaran baru di APBD.® Pada sisi lain kehadiran
undang-undang ini dinilai dapat melemahkan reformasi kepolisian
dan TNI sebab memberi ruang bagi militer untuk terlibat dalam
mengamankan situasi konflik. Padahal dalam paradigma negara
dan konstitusi, TNl berperan dalam menjaga kedaulatan dan
keamanan nasional. Penanganan konflik sosial seharusnya hanya
menjadi wilayah kepolisian, sebab polisi bertugas menjaga
ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Polisi juga memiliki
prosedur dalam mengatasi konflik horizontal. Undang-undang ini
dinilai bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa penetapan keadaan bahaya ditetapkan oleh
Presiden.’® Pasal 16 UU PKS menyebutkan bahwa: “Status
Keadaan Konflik skala kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/ walikota setelah
berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.” Demikian

pula pada level provinsi dimana Pasal 18 UU PKS menyebutkan

*bid

*Lihat Haris Azhar, Koordinator Kontras dalam tulisannya UU Penanganan Konflik Sosial Segera
Digugat, Majalah Desain Hukum Op Cit.,hal. 11

“Lihat Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial UU PKS Melemahkan Polri dan TNI, Majalah
Desain Hukum Op Cit.,hal. 13
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bahwa status keadaan konflik skala provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur
setelah  berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi.”
Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan keamanan merupakan
urusan pemerintah pusat dan presiden yang paling berhak

menetapkan “status keadaan konflik”.

Dalam kaitan dengan konflik pemilukada, Menteri Dalam
Negeri RI Gamawan Fauzi dalam rapat kooordinasi nasional
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Senin, 9 September tahun
2013 di Jakarta menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi
peningkatan eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat. Tahun
2010 terjadi 93 peristiwa konflik, sementara pada tahun 2011 terjadi
77 peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwa"". Di tahun 2013 hingga
awal September, Kemendagri mencatat telah 53 peristiwa konflik.
Jadi dari rentang tahun 2010 hingga September 2013, tercatat 351
peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa SARA, bentrokan
warga dengan organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan
unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antar
massa pendukung calon kepala daerah dan aksi massa terkait
sengketa pertanahan. Dari kasus-kasus tersebut pemerintah
memberi perhatian serius terhadap aksi massa terkait sengketa
pertanahan. Perhatian serius diberikan mengingat sebaran
peristiwanya terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia atau
meliputi 22 provinsi. Selain konflik sosial, ancaman terorisme juga
kerap terjadi di tengah masyarakat. Di tahun 2012 Kemendagri
mencatat terjadi 65 kali ancaman teror, di mana 30 kali diantaranya
terjadi ledakan bom serta terjadi penangkapan 55 orang tersangka

teroris.?

u Pernyataan tersebut didukung data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kemendagri
“pata Konflik ~ Sosial. http://www.widyaiswarakemendagri.org/2013/09/ini-dia-data-konflik-
sosial-di.html. Diakses pada tanggal 27 Mei 2014
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Jika dibandingkan dengan catatan Kemenkopolhukam
bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai telah
membuahkan hasil. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah konflik
sosial pada tahun 2013. Jumlah konflik sosial di seluruh Indonesia
hingga akhir 2012 tercatat sebanyak 128 kasus. Sementara pada
tahun 2013 ini jumlahnya menjadi 83 kasus. Menurut Sesmenko
Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiono bahwa sebelum ada
inpres jumiah konflik 128, setelah ada inpres jadi 83. Berkurangnya
jumlah konflik sosial tak terlepas dari upaya tim terpadu yang
menjalankan implementasi Inpres 2 Tahun 2013 yang dipimpin
langsung oleh Menko Polhukam. Sementara di daerah dipimpin
oleh gubernur. Perbedaan data dan informasi yang berbeda ini
memang sangat membingungkan. Namun jika diperhatikan
beberapa tahun terakhir konfiik yang terjadi dalam skala besar dan
krusial tidak sebanyak pada saat zaman Orde Baru. Akan tetapi
seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa konflik tidak hanya
teridentifikasi dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik saja,
demikian pula konflik anak-anak yang putus sekolah dikarenakan
membantu orang tua. Berdasarkan data survei , anak usia 10-17
tahun tercatat sebanyak 2,8 juta anak telah menjadi pekerja. Dari
hasil studi tentang pekerja anak ditemukan bahwa anak-anak usia
9-15 tahun terlibat dengan berbagai jenis pekerjaan yang berakibat

buruk terhadap kesehatan fisik, mental-emosionaldan seksual. °

Dalam konflik politik Pilkada selalu menimbulkan polemik
serta cukup rumit penyelesaiannya diakibatkan oleh ketidaksiapan
masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat
watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan
feodalistis. ~Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pilkada turut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja

“*Berdasarkan data dan informasi pada Laporan Badan Pusat Statistik pada 2006
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konflik Pilkada Sulsel dan Maluku. Dua contoh diatas cukup
mewakili suatu pernyataan bahwa konflik tidak selalu identik
dengan kekerasan dan tumpah darah sehingga konflik yang terjadi
di Indonesia masih belum mengalami penurunan yang signifikan
disebabkan jumiah konflik sosial tidak hanya bersifat fisik, termasuk

konflik sosial non fisik yang tak teridentifikasi dan terus bergulir.

1.2. Perumusan Masalah

Konflik Sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir ini
sungguh memilukan bagi bangsa Indonesia. Konflik Sosial baik
dalam skala besar maupun kecil telah mengakibatkan korban jiwa
manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya sehingga
menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan nilai-nilai kultural
bangsa. Nampaknya kerusuhan sosial tersebut telah menjadi
gejala umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia.Konflik
bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua, konflik bernuansa
etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon, konflik bernuansa ideologis
isu faham komunis, faham radikal, konflik benuansa politis akibat
isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa
wilayah berakibat penyerangan dan pengrusakan, konflik
bernuansa ekonomi perkebunan di Mesuji, konflik bernuansa
solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola,
konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan
SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi
Banten, dan konflik isu kebijakan pemerintah dalam konteks BBM,
BOS, LPG, dan lain-lain. Peran Pemerintah baik pusat maupun
daerah sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan

dan peredaman konflik disamping peran masyarakat luas.
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Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat di rumuskan
2 masalah utama yaitu;
1) Bagaimanakah peran pemerintah baik pusat maupun daerah
dalam penanganan konflik sosial?

2) Bagaimanakah peluang dan hambatan dalam penanganan
konflik sosial?
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BAB Il
KERANGKA TEORI

2.1 Konflik Sosial

Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere yang
berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai
suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga
kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak
lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.
Pada dasarnya tidak ada satupun masyarakat yang tak pernah
mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok
masyarakat lain. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan
hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik juga berarti percekcokan,
perselisihan, pertentangan (pertentangan antara dua kekuatan,
pertentangan dalam diri satu tokoh dan pertentangan antara dua
tokoh. Secara terminologi konflik didefinisikan  sebagai
pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-
individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang
sama. Dalam batasan ini kekalahan pihak lawan dianggap sangat
penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke pihak
lawan lebih penting daripada obyek yang hendak dicapai. Dalam
kenyataan dimana berkembangnya rasa kebencian yang makin
mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder,

sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Pemahaman mengenai konflk diarahkan Kartono &
Guloyang menyatakan konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu
pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain."* Keadaan
mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-

keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan namun bekerja

' Kartini Kartono dan Dali Gulo. Kamus Psikologi. ( Bandung: Pionir Jaya, 1987)
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dalam saat yang bersamaan.Cassel Concise dalam Lacey (2003)
yang menerangkan bahwa konflik sebagai “a fight a collision; a
struggle, a contest; opposition of interest, opinion or purposes;
mental strife, agony”."® Pengertian tersebut memberikan penjelasan
bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan,
pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-

tujuan, pergulatan mental dan penderitaan batin.

Dari sisi positif Mc.Namara berpendapat bahwa konflik
seringkali  diperlukan untuk membantu memunculkan dan
mengarahkan masalah, memacu kerja menjadi isu yang sangat
diminati, menjadi “lebih nyata”’, dan mendorongnya untuk
berpartisipasi serta membantu orang belajar bagaimana mengakui
dan memperoleh manfaat dari adanya perbedaan.'® Konflik akan
menjadi masalah apabila menghambat produktivitas, menurunkan
moralitas, menyebabkan konflik lain dan berkelanjutan serta

menyebabkan perilaku yang tidak menyenangkan.

Robbin mengatakan konflik dalam organisasi disebut
sebagai The Conlflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi
konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi
lain  kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk
meminimalisasikan konflik."” Pandangan ini dibagi menjadi tiga

bagian yaitu:

1) Pandangan Tradisional (The Traditional View).
Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang
buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus
dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence,

destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu

“Russel Waynelacey. Customer Loyalty Programs: Strategic Value to Relationship Marketing
Dlssertat/on( Alabama: The Graduate School of University of Alabama, 2003)

Clayton McNamara. Organizational Culture.(Oxford:Oxford University Press, 1999)

Stephen PRobbins danTimothy A. Judge. Perilaku Organisasi. (Jakarta: Salemba Empat. 2008)
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hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang
kepercayaan, keterbukaan di antara orang — orang, dan
kegagalaan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan
dan aspirasi karyawan.

2) Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relation
View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik sebagai
sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam
kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan

pandangan atau pendapat antar anggota. Dengan kata

lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk
melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh
kelompok atau organisasi.

3) Pandangan Interaksionis (The Interactionist View).
Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok
atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan
suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan
serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif,
dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan
ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum
secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam

kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif.

Dengan demikian konflik dapat diberi pengertian sebagai
satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham
dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini
dapat berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik yang pada
umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi
benturan fisik dengan kadar tinggi dalam bentuk kekerasan
(violent), dapat juga berkadar rendah yang tidak menggunakan

kekerasan (non-violent).

Istilah sosial berasal dari akar kata bahasa Latin Socius,

yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum
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yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit mendahulukan
kepentingan bersama atau masyarakat. Lewis mengemukakan
bahwasosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan
ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan
pemerintahannya.’”® Lena Dominelli memaknai sosial sebagai
bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga
membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di

dalamnya'®.

Menurut Fisher, dalam konflik social tidak satu masyarakat
pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau
dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang
bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.?° Konflik bisa
terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau
kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang
tidak sejalan.Sementara itu Wexley & Yukl memandang konflik
sosial merupakan perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak
yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka
dan atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak

yang menjadi lawannya.?'

2.2 Konflik dan Prosedur Demokrasi

Konflik adalah gejala umum dalam kehidupan masyarakat.
Konflik merupakan suatu akibat dari proses integrasi dalam
masyarakat yang belum tuntas. Sumber konflik bermula dari
perbedaan alamiah setiap individu dan perbedaan kepentingan
dalam kesatuan masyarakat. Kategori konflik dapat bersifat

horisontal  maupun vertikal. Konflik horisontal  seringkali

" Lewis R Aiken dan G Groth-Marnat. Psychological testing and assessment.(United States of
Amerlca Pearson Education Group, Inc,2006)

L Dominelli.Women and Community Action.(Birmingham: Venture Press, 1990)

%® Simon Fisher dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. (Jakarta: The
BrItISh Council,2000)

2k Wexly dan Gary Yukl A. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia (terjemahan
Shobarruddin. M).(Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
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menimbulkan ketegangan antar sesama kelompok masyarakat.
Sedangkan perbedaan akibat kebijakan struktural terkadang
melahirkan konflik vertikal antara pemerintah nasional dan lokal
(Surbakti, 1992). Pada sisi lain konflik dapat dimaknai setidaknya
dalam dua hal yaitu suatu projek rekonstruksi sosial dan patologi
sosial (Dahrendorf, 1976). Sebagai projek rekonstruksi sosial
konflik menjadi semacam upaya meletakkan konsensus baru
sebagai pondasi dalam masyarakat akibat longgarnya konsensus
antar kelompok masyarakat atau melemahnya komitmen antara
pemerintah nasional dan sub nasional. Sebagai patologi sosial
konflik seringkali dianggap penyakit yang mesti dilenyapkan dalam
masyarakat kendatipun secara alamiah konflik tak dapat
dimusnahkan, kecuali dikelola untuk diredam atau diminimalisir
hingga ke titik yang relatif stabil. Terkait dengan itu konflik dapat
dipandang positif jikka mampu dikelola secara kreatif menuju

integrasi.

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang
saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan
kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan
kepentingannya. Dalam situasi tertentu pertentangan kepentingan
dapat melahirkan pertempuran yang mematikan dimana masing-
masing pihak saling menggunakan kekerasan (Gurr:1993). Pada
masyarakat traditional penyelesaian lewat kekerasan merupakan
gejala yang dapat kita saksikan dan bahkan dianggap sebagai
bagian dari budaya masyarakat setempat. Perperangan antar suku
di Papua dari aspek budaya dipandang merupakan salah satu
bentuk penyelesaian konflik secara fungsional. Sebaliknya pada
masyarakat modern penyelesaian konflik terkesan lebih lunak
dengan mengedepankan aspek rasionalitas melalui resolusi konflik
seperti perundingan bilateral, multilateral, negosiasi, rekonsiliasi,
rehabilitasi, gencatan senjata, mediasi dan arbitrase. Konflik

dengan menggunakan kekerasan hanyalah pilihan terakhir yang
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mungkin akan diambil jika tak ada altenatif lain sebagai kelanjutan

dari perundingan yang tak menemukan titik akhir.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, mekanisme
penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur-prosedur yang di
desain sedemikian teknis dari level pusat hingga daerah untuk
mengalirkan berbagai kepentingan yang mengalami ketersendatan
dilapangan. Semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses
yang sama dalam menyalurkan aspirasi, bahkan setiap minoritas
penting dihargai dalam partisipasi demokrasi (J.S. Mill). Terlepas
dari itu Aurel Croissant dan Wolfgang Merkel dalam
Democratization (2004) mengingatkan tentang cacat bawaan
demokrasi (defective of democracy), dimana ia mungkin berhasil
membangun mekanisme yang rumit hingga ke level teknis, namun
terkadang gagal mengatasi masalah pokok masyarakat seperti
diskriminasi, kesenjangan antar kelompok, pendewasaan perilaku
publik, penyejahteraan dan pemakmuran. Peringatan diatas
menyiratkan bahwa demokrasi rentan menghasilkan kegaduhan
akibat kegagalan dalam pendewasaan perilaku publik. Inilah alasan
mengapa pelembagaan demokrasi membutuhkan tidak saja
prosedur teknis, demikian pula upaya pendidikan politik guna
membangun budaya politik partisipan dalam kerangka demokrasi
substansial. Tanpa melupakan pertimbangan esensial itu,
pembangunan berbagai institusi demokrasi di tingkat pusat dan
daerah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif beserta seluruh
perangkat mezostruktur seperti komisi, badan dan lembaga yang
terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah merupakan upaya
untuk melunakkan konflik yang terkesan ‘liar di level bawah ke
derajat yang lebih ‘jinak’. Dalam hubungan itu pasca reformasi
1998, Indonesia menjadi contoh konkrit dimana demokrasi
prosedural dapat dipenuhi mulai dari penanganan konflik hak
konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi) hingga

penyelesaian konflik akibat ketidakadilan korupsi (KPK), malpraktek
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administrasi (Ombusman), ketidakdilan hakim (KY), ketidakadilan
Hak Asasi (Komnas HAM), perlindungan anak (Komnas
Perlindungan Anak), ketidakadilan dalam birokrasi (Komisi ASN)
dan sebagainya. Semua sarana demokrasi yang sengaja didesain
itu dimaksudkan untuk menaikkan tuntutan yang penuh amarah
dan emosional ke derajat yang penuh dengan argumentasi dan
rasional. Dengan demikian semua titikk keadilan yang ingin
diperjuangkan oleh setiap individu dan kelompok masyarakat dapat
diselesaikan secara rasional dan beradab pada institusi demokrasi
yang tersedia, bukan emosional dan biadab. Disamping itu negara
demokrasi lebih menekankan peran pranata sosial seperti
organisasi masyarakat yang bersifat netral serta secara fungsional
turut mengambil bagian dalam penanganan konflik.Inilah kontribusi
penting civii society dalam kerangka demokrasi yang
sesungguhnya, dimana peran dan jarak pemerintah dalam
penanganan konflik sejauh mungkin dapat diminimalisir, sekaligus
menyandarkan peran individu dan kelompok elit masyarakat dalam
penciptaan stabilitas politik dan ketertiban umum (social order).

Dalam kaitan penyelesaian konflik politik pemerintahan,
mekanisme demokrasi perwakilan lazim digunakan guna
memusatkan konflik pada sedikit orang sebagai representasi terpilih
daripada membiarkan pencapain konsensus pada banyak orang
yang relatif sukar dilakukan. Pemilihan sistem perwakilan bermakna
pula bahwa konflik cukup diwakili oleh sekelompok orang terbaik
dalam masyarakat yang dipilih secara fair dan kredibel untuk
mewakili dan mengartikulasikan kepentingan setiap warga negara
dalam mencapai tujuan bersama (common good). Demikianlah
mengapa mekanisme perwakilan menjadi pilihan ideal Socrates
dan Habermas guna menghasilkan perwakilan masyarakat yang
paling bermutu, bukan yang paling bermodal dan paling disukai
sebagaimana kecenderungan demokrasi di negara-negara

berkembang dewasa ini. Pada sisi lain penyelesaian konflik vertikal
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antara pemerintah nasional dan sub nasional seringkali
diselesaikan melalui pilihan-pilihan khusus dan istimewa yang
memungkinkan  masyarakat . lokal dapat secara penuh
mengekspresikan tuntutan-tuntutan politik, ekonomi dan sosial

budaya.

Pemerintah nasional seringkali menyediakan tawaran politik
seperti wilayah asimetrik otonom yang menitikberatkan pada faktor-
faktor historis, sosial budaya maupun keseimbangan pembagian
kue ekonomi yang menjanjikan. Kegagalan melakukan negosiasi
dan kompromi dalam banyak kasus diberbagai negara termasuk
Indonesia telah menyisakan konflik berkepanjangan antara
pemerintah nasional dan sub nasional melalui gerakan separatis
lokal. Pada akhirnya pilihan penyelesaian konflik dalam politik
pemerintahan baik pusat maupun daerah bergantung pada
mekanisme apa yang akan digunakan. Dalam kaitan konflik
horisontal di daerah yang berhubungan dengan akses terhadap
sumber daya kekuasaan misalnya, tampaknya secara teoritis dan
empirik pemerintah membutuhkan suatu pilihan mekanisme
representatif demokrasi dengan mempertimbangkan faktor
kedewasaan publik atas variabel pendidikan dan pendapatan.
Sedangkan option bagi penyelesaian konflik vertikal membutuhkan
negosiasi dan kompromi yang berimbang untuk menghasilkan

kebijakan lose-win, atau win-win solution.

2.3. Fenomena Konflik Sosial di Indonesia

Realitas kebhinekaan di Indonesia bukanlah satu-satunya
penyebab gesekan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan
bernegara, akan tetapi perbedaan masyarakat dalam memahami
idiologiseringkali menciptakan perilaku eksklusif. Jika ditelaah Iebih
mendalam Indonesia dibangun diatas fondasi kesamaan tujuan dan

keinginan untuk membangun negara yang bebas, merdeka, adil
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dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pancasila pada Sila
ke-3 (tiga).

Michael Mann dengan sangat apik menjelaskan sesuai
dalam bukunya The Dark Sites Democracy: Explainingthe Ethnic
Cleansing (2004) jika persoalan fenomena konflik secara teoritis
difahami dalam cara pandang fungsional maka sekurangnya ada
beberapa kelemahan mendasar. Pertama, tentu saja cara pandang
ini seringkali menghindar untuk melihat dimensi sejarah (historis).

Masyarakat cenderung dibaca menjadi suatu struktur yang statis

dengan logika kemungkinan integrasi dan konsensusnya.
Pandangan fungsional ini dianggap gagal membaca problem konflik
dalam masyarakat secara efektif, karena yang dilihat hanya konflik
sebagai suatu dimensi yang merusak dan mengganggu. Kedua,
pandangan fungsional juga memberi bias konservatisme.
Cenderung menjaga kemapanan dari status quo yang ada. Nalar ini
sama halnya lebih berhati-hati untuk melakukan perubahan-
perubahan mendasar dalam masyarakat karena setiap perubahan
akan dianggap merusak dan mengganggu harmonisasi sistem yang
sudah ada sebelumnya. Ketiga, pandangan sistem semacam ini
tentu saja menyembunyikan apa yang disebut sebagai
‘kepentingan’ atau ‘kekuasaan’. Dalam banyak pengalaman, sistem
ini bekerja dimana kekuasaan dianggap sebagai barang final yang
tak lagi bisa diotak-atik. Pada kecenderungan yang lebih abstrak,
pandangan fungsional cenderung naif, ambigu dan lebih berwatak

‘tautologis’ dan tak memberikan makna apapun.??

Gerry Van Klinken dalam bukunya ‘Perang Kota Kecil
melihat berbagai fenomena konflik komunal Indonesia. Dalam salah
satu kesimpulan ia secara tersirat menegaskan ironi persoalan ini.
Era transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang sedang berjalan
hari ini ternyata juga harus tetap kita baca terus-menerus secara

kritis. Demokrasi dapat menjadi pisau bermata dua. Demokrasi

2 George Ritzer dan Douglas J.Goodman.Teori Sosiologi, Edisi terbaru.2011.hal. 147.
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tidak semerta-merta menjawab apa yang dimaknai sebagai
penyelesaian problem kebangsaan.? Ruang liberalisasi secara
prinsip membuka kebebasan ekspresi yang menjadi satu prinsip
demokrasi, sementara liberalisasi demokrasi juga memungkinkan
berbagai kepentingan yang mengatasnamakan apapun baik suku,
agama, kepentingan dan lain-lain untuk berkontestasi. Pada titik
ini, problemnya tak lagi memusat pada persoalan negara semata
tetapi terfragmenstasi dan menyebar pada berbagai hal. Konflik
kepentingan, kekerasan agama, konflik etnis dan berbagai letupan

kekerasan kian hari justru bertambah. Zaki Mubarok dalam catatan

‘Geneologi Islam  Radikal di Indonesia’ secara kritis
menggambarkan proses relasi ini. Baginya demokratisasi telah
memberikan ruang yang semakin luas bagi kita, sebuah arena
terbuka, di mana berbagai spektrum aspirasi, ekspresi, dan
gerakan  dari  berbagai macam-macam entitas dapat
mengaktualisasikan diri secara bebas dan maksimal di dalamnya,
termasuk semakin terbuka lebarnya public sphere bagi berbagai

pemikiran dan aktivisme keagamaan.?*

Nalar pembacaan terhadap berkembangnya konflik yang
hidup dalam masa transisi Indonesia ini juga hampir sama dibaca
secara kritis oleh Jacques Bertrand dalam bukunya Nasionalisme
dan Konflik Etnis di Indonesia. la ingin memperlihatkan sebuah
relasi antara struktur kelembagaan demokrasi, terutama dalam
bingkai pembentukan wajah kebangsaan dengan berbagai masalah
konflik yang muncul. Ada relasi yang amat penting dari transisi
demokratisasi yang berjalan terutama era 90an. Terbukanya

berbagai saluran politik yang juga memungkinkan lahirnya berbagai

2 Jack Snyder.Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah : Demokratisasi dan Konflik
Nasional.(Jakarta : Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2003)

“Lihat, M Zaki Mubarok.Geneologi Islam Radikal di Indonesia : Gerakan, Pemikiran dan Prospek
Demokrasi.(Jakarta:Penerbit LP3ES,2007). Catatan yang lain yang hampir serupa adalahbuku
Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde
Baru, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 20009.
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respon ekspresi kepentingan yang muncul baik dalam taraf
nasional maupun lokal.Bertrand juga menyoroti transisi era
otoritarianisme Orde Baru ke era demokrasi dan berbagai
konsekuensi yang berkembang. Kekerasan etnis cenderung terjadi
selama masa-masa selama berlangsungnya perundingan ulang
mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga negara. Ada
kecenderungan gelombang naik atau intensifikasi kekerasan
berlangsung secara kebetulan bersamaan dengan titik-titik simpang
kritis reformasi kelembagaan. Titik-titik simpang ini bisa terjadi
sebagai tanggapan terhadap ketegangan yang terbentuk dalam
lembaga-lembaga dan model kebangsaan model warisan masa

lalu.?®
2.4 Manajemen Konflik

Istilah manajemen menurut Haney dalam Mardiyanto berasal
dari bahasa Italia yaitu Maneggiare, yang berarti melatih kuda-
kuda. Secara harfiah manajemen dapat dikatakan to handle yang
berarti mengendalikan.?® Mengacu pada kamus Inggris Indonesia
Echols dan Shadily, management berarti pengelolaan dan istilah
manager berarti tindakan membimbing atau memimpin.?’ Dalam
bahasa Cina, manajemen adalah kuan lee yang berasal dari dua
kata yaitu kuan khung (mengawasi orang kerja) dan lee chai
(memanajemen  konfliksi uang).Sehingga manajemen dapat
didefinisikan sebagai mengawasi/mengatur orang bekerja dan
memanajemen konfliksi administrasi dengan baik. Menurut kamus
besar bahasa Indonesiamanajemen adalah proses penggunaan

sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.?®

25

Lihat Jacques Bertrand.Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia.(Yogyakarta: Penerbit

Ombak,, 2012) hal.7. Analasis Bertrand tak terbatas pada konflik etnis tetapi juga melihat potensi
kecenderungan pola relasi yang sama pada konflik-konflik yang menyertakan masalah agama.
26Mardianto, A. dkk.Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau Dari Status Keikutsertaan Dalam
Mengikuti Kegiatan Pencinta Alam Di Universitas Gajah Mada. Jurnal Psikologi. No. 2. 2000.
 John M Echols, and Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.2000).hal. 147.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta 1997)
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Manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan
organisasi karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada
usaha yang berhasil cukup lama. Berdasarkan beberapa pendapat
di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sebuah tindakan
yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber

daya secara efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, konflik berati
percekcokan, pertentangan, atau perselisihan.?® Konflik juga berarti
adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang
atau  kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi
mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau
perbedaan kepentingan. Johnson dalam Supratiknya
mengungkapkan bahwa konflik adalah situasi dimana tindakan
salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau
mengganggu tindakan pihak lain.*® Kendati unsur konflik selalu
terdapat setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya
masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang harus
dihindarkan karena konflik dianggap sebagai faktor yang merusak
hubungan. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalahpahaman
pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu
dan terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Gottman dan Korkoff menyebutkan bahwa secara garis
besar ada dua manajemen konflik, yaitu manajemen konflik
destruktif yang meliputi conflict engagement(menyerang dan lepas
control), withdrawal (menarik diri) dari situasi tertentu yang kadang-
kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri  ketika
menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme

pertahan diri, dan compliance (menyerah dan tidak membela diri).

0 Supratiknya, A. Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis. Yogyakarta : Penerbit
Kanisius.1995.
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Beralih pada manajemen konflik konstruktif yaitu positive
problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi.
Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak
yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu
penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk
melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia
untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan
sebaliknya sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk
menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh
dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan

dilakukan di masa mendatang.®'

Manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya
menyelesaikan konflik tersebut kelangsungan hubungan antara
pihak-pihak yang berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi
secara harmonis. Johnson dan Johnson dalam Faridamengatakan
bahwa ketika individu terlibat konflik maka untuk menghadapinya
seringkali digunakan relegiusitas dasar manajemen konflik yaitu
withdrawing  (menghindari), forcing (memaksa), smoothing
(melunak), compromising  (kompromi), dan  confronting
(konfrontasi).*? Individu yang menggunakan cara withdrawing
cenderung berusaha menarik diri untuk menghindari konflik dan
orang yang terlibat dengannya. Forcing digunakan oleh individu
yang terlibat konflik yang berusaha untuk mengalahkan lawannya
dan memaksa untuk mau menerima solusi konflik, sedangkan bila
individu menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari
demi keharmonisan hubungan dengan orang lain disebut
smoothing. Bila ada upaya mengorbankan sebagian tujuannya dan
membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagian

tujuannya juga maka cara penyelesaian konflik tersebut disebut

*1bid

32Farida, I.A. Manajemen Konflik Pada Remaja yang Tinggal Bersama Orang Tua dan Remaja
Panti di Malang.(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada,1996).
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comprimising, dan confrontation adalah bila individu memandang
konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan berupaya agar
solusi yang digunakan mampu memecahkan masalah dan

memuaskan kedua belah pihak.

Jika dibandingkan dengan pendapat dengan Robin yang
juga tercantum dalam Faridayang menyatakan bahwa manajemen
konflik yang biasa digunakan seseorang adalah domination
(dominasi), capitulation (menyerah), inaction (tidak bertindak),
withdraw/ (menarik diri), negotiation (negosiasi), dan third party
intervention (intervensi pihak ketiga).*® Ketika individu yang terlibat
konflik berusaha memaksa secara fisik pihak lain untuk menerima
kemauannya disebut cara dominasi. Capitulation terjadi bila salah
satu pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain yang terlibat
konflik, sedangkan bila salah satu pihak yang berkonflik tidak
melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik disebut inaction.
Withdraw! adalah cara vyang digunakan individu dengan
menghindar agar tidak terlibat dalam konflik yang terjadi.
Negotiation ditandai dengan adanya pertukaran pendapat antara
kedua belah pihak untuk mencapai tindakan yang disetujui
bersama dan intervensi pihak ketiga terjadi bila individu atau
kelompok di luar pihak yang bertikai berupaya menggerakkan
pihak-pihak yang berselisin untuk menyelesaikan konflik.Pada saat

ini pihak ketiga hanya berperan sebagai moderator.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Johnson
mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu :
a) Gaya Kura-kura
Pihak yang menggunakan gaya ini beranggapan bahwa
setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih
mudah menarik diri dari konflik, secara fisik maupun

psikologis, daripada menghadapinya.

*1bid
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b) Gaya lkan Hiu
Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi
adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain.
tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara
satu pihak menang dan pihak lain kalah. Mencapai
kemenangan dengan cara menyerang, mengungguli, dan
mengancam.

¢) Gaya Kancil
Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan
kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian
konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari
masalah demi kerukunan.

d) Gaya Rubah
Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencapai
tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang
sama-sama penting.

e) Gaya Burung Hantu
Bagi pihak yang menggunakan gaya ini menganggap bahwa
konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya
yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun
tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik
bermanfaat meningkatkan  hubungan dengan cara
mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang
bertikai.

Prijosaksono dan Sembel (2003) mengemukakan bahwa
terdapat alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut
menang-kalah masing-masing pihak yang dibagi menjadi empat

kuadran manajemen konflik yaitu :>*

34Sembel, R. & Sembel, S. Mengubah Konflik Menjadi Kerja  Sama.2003.
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2003/0902/man01.html, diakses pada tanggal
21 Mei 2014
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a)

b)

d)

Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi)

Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen
konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuannya. adalah
mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui
konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat
semua pihak yang bertikai. Proses ini memerlukan
komitmen vyang besar dari kedua pihak  untuk
menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan
jangka panjang yang kokoh.

Kuadran Menang-Kalah (Persaingan)

Kuadran ini memastikan bahwa ada pihak yang
memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya
menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai
kemenangan. Pihak yang kalah biasanyaakan lebih
mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga
terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara
kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini hanya
digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan
penyelesaian yang cepat dan tegas. |
Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi)

Menunjukkan ada pihak berada dalam posisi mengalah atau
mengakomodasi kepentingan pihak lain. Mengalah dalam
hal ini bukan berarti kalah, tetapi kita menciptakan suasana
untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang
timbul antara kedua pihak.

Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik)

Merupakan cara dengan menghindari konflik dan
mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa
kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik
atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik
tersebut. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk

potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting.
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Manajemen konflik dari Gottman dan Korkoff pada Mardianto
dengan pertimbangan bahwa klasifikasi dari kedua ahli tersebut
mewakili berbagai macam manajemen konflik yang ada dan sesuai
dengan permasalahan yang diteliti yaitu Positive problem solving,
terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu
bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi
tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap
perselisihan yang ada. Kedua, Conflict engagement (menyerang
dan lepas control), manajemen konflik ini lebih bersifat mengontrol
dan tidak menyerang lawan dalam proses penyelesaian konflik
tetapi lebih-lebih dengan cara yang bersifat perdamaian tanpa
menyerang lawan yang berkonflik.’® Selanjutnya Withdrawal
(menarik diri), pada manajemen konflik ini penyelesaian konflik,
pihak yang berkonflik tidak menarik diri dari konflik yang dialami
dan tidak menggunakan mekanisme pertahan diri, tetapi lebih
berusaha menampilkan diri untuk terus mempertahankan diri guna
meyelesaikan konflik yang terjadi dan yang terakhir Compliance
(menyerah), manajemen konflik ini penyelesaian konflik lebih
bersifat tidak menyerah dan berusaha terus dalam penyelesaian

konflik yang terjadi.

Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih

umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan:3®

(a) Pencegahan Konflik, bertujuan  untuk mencegah
timbulnya konflik yang keras.
(b) Penyelesaian  Konflik, bertujuan  untuk mengakhiri

perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

35Mardianto, A. Op Cit., hal.e0
*® Simon Fisher. Op Cit., hal 35
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(c) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan
menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan
perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

(d) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan
berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa
tahan lama diantara  kelompok-kelompok yang
bermusuhan.

(e) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik
sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha
mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi

kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang
harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing
tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan
konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik dan

seterusnya.
2.5 Teori Konflik

Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis
berhubungan atau sering dikatakan sebagai sekumpulan konsep,
definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan
suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan
menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel
dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Teori harus
mengandung konsep, pernyataan (statement), definisi, baik itu
definisi teoritis maupun operasional dan hubungan logis yang
bersifat teoritis dan logis antara konsep tersebut. Suatu teori dapat
diterima dengan dua kriteria pertama, yaitu kriteria ideal, yang
menyatakan bahwa suatu teori akan dapat diakui jika memenuhi
persyaratan. Kedua, yaitu kriteria pragmatis yang menyatakan

bahwa ide-ide itu dapat dikatakan sebagai teori apabila mempunyai
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paradigma, kerangka pikir, konsep-konsep, variabel, proposisi, dan

hubungan antara konsep dan proposisi.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa
perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai
yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik
yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan
kondisi semula®’. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini.
Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional,
dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan
keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan
konflik dalam sistem sosial. Teori konflik juga melihat bahwa di
dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan.
Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami

konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.

Teori konflik yang muncul pada abad ke sembilan belas dan
dua puluh sebagai respon dari lahirnya dual revolution, yaitu
demokratisasi dan industrialisasi. Tokoh-tokoh teori konflik terbagi
ke dalam dua fase yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi
modern. Adapun tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah
sebagai berikut seperti Polybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiavelli,
Jean Bodin, dan Hobbes. Sedangkan tokoh sosiologi modern yang
mengemukakan tentang teori konflik adalah sebagai berikut:

a. Karl Marx

Karl Marx berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai
titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan
proletar adalah sentral di masyarakat. Konflik akan sering
muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan

bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga.

*Teori Konflik. Wikipedia.Teori Konflik.http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik.2013. Diakses
pada tanggal 21 Mei 2014
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Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat
memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan
semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur
pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara

revolusioner.

Jika dibandingkan antara teori Marx Weber dengan Karl
Marx dalam hal memecahkan konflik dasar masyarakat masa
depan maka dapat disimpulkan bahwa Marx memandang konflik
pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses
terhadap kekuatan-kekuatan produksi, sekali kekuatan-kekuatan
ini dikembalikan kepada kontrol seluruh masyarakat, maka
konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan. Jadi sekali
kapitalis digantikan dengan sosialisme, maka kelas-kelas akan
terhapuskan dan pertentangan kelas akan berhenti. Sedangkan
Weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. la percaya
bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan
sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. Weber
menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri
permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks,
walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk dan juga

tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervarisi.
b. Lewis A. Coser

Berkaitan dengan konflik sosial, Coser melihat katup
penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan
permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara
pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup
Penyelamat (savety-value) ialah salah satu mekanisme khusus
yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari
kemungkinan konflik sosial juga merupakan sebuah institusi

pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau
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struktur. Misalnya Badan Perwakilan Mahasiswa atau panitia
kesejahteraan Dosen. Lembaga tersebut membuat kegerahan
yang berasal dari situasi konflik tersalur tanpa menghancurkan

sistem tersebut.

Konflik oleh Coser dibagi menjadi dua, pertama adalah
Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-
tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari
perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang
ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan
mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.*® Menurut
Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam
konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Misalnya
saja dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa
berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara
dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk
saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif
dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah
meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan
pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Kedua Konflik
Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan
saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan
ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser
menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan
dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan

lain-lain.
c. Ralf Dahrendorf

Teori konflk Ralf Dahrendorf merupakan separuh

penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi

*Lewis A Coser .The Function of Social Conflict. (New York: Free Press,1956). Hal.151-210
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Karl Marx yang berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol
sarana- sarana berada dalam satu individu-individu yang sama.
Seperti halnya Coser, Ralf Dahrendorf mula-mula melihat teori
konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut
merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis

I.39

fenomena sosial.” Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat

bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.

Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Marx
adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk
konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kemudian
dimodifikasi oleh berdasarkan perkembangan yang terjadi akhir-
akhir ini. Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi
pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan
sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut
Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut
bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas.
Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka
yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Tetapi pada
dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang
berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya Dahrendorf
menganggap bahwa secara empiris, pertentangan kelompok
mungkin  paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai
pertentangan  mengenai  legitimasi  hubungan-hubungan
kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok
penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi
keabsahan kekuasannya, sementara kepentingan-kepentingan
kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta
hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.
Misalnya kasus kelompok minoritas yang pada tahun 1960-an
kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok-

*Ralf Dahrendorf.Class and Class Conflict in Industrial Society, (Calif.: Stanford University
Press.1959) hal. 142-189
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kelompok kulit hitam, wanita, suku Indian dan Chicanos.
Kelompok wanita sebelum tahun 1960-an merupakan kelompok
semu yang ditolak oleh kekuasan di sebagian besar struktur
sosial di mana mereka berpartisipasi. Pada pertengahan tahun
1960-an muncul kesadaran kaum wanita untuk menyamakan

derajatnya dengan kaum laki- laki.

Margaret M. Poloma menyebutkan bahwa Dahrendorf
secara tegas menyatakan teori konfliknya merupakan model
pluralistis yang berbeda dengan model dua kelas yang
sederhana dari Karl Marx.** Marx menggunakan seluruh
masyarakat sebagai unit analisis, dengan orang-orang yang
mengendalikan sarana produksi lewat pemilikan sarana tersebut
atau orang yang tidak ikut dalam pemilikan yang
demikian.Manusia dibagi ke dalam kelompok yang punya, dan
yang tidak. Dalam menggantikan hubungan-hubungan
kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori
kelas, Dahrendorf menyatakan bahwa model dua kelas ini tidak
dapat diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan terapi
hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam suatu
masyarakat. Kekayaan, status ekonomi dan satus sosial,
walaupun bukan merupakan determinan pencerminan kelas
tetapi dapat memengaruhi intensitas pertentangan. Dalam hal
ini Dahrendorf mengetengahkan proposinya yaitu, "semakin
rendah korelasi ekonomi lainnya, maka semakin rendah

intensitas pertentangan kelas dan sebaliknya.

2.6 Analisis Konflik

Analisis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses praktis
untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai
sudut pandang. Analisis konflik akan sangat berguna dalam

memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-

40Margaret M Poloma.Sosiologi Kontemporer. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003)
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kejadian konflik yang terjadi, mengidentifikasi semua aktor atau
kelompok yang terlibat dalam konflik, dan bukan hanya kelompok
yang menonjol saja, memahami pandangan semua aktor atau
kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama
lain,  mengidentifikasi  faktor-faktor ~dan  kecenderungan-
kecenderungan yang mendasari konflik serta menentukan langkah-

langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghadapi konflik.*’

Metode-metode dan alat-alat yang berbeda dapat digunakan
dalam kaitannya dengan dinamika konflik khusus. Namun, metode-
metode ini dapat berubah bergantung pada konteks, waktu, dan
berbagai aspek lainnya, yang harus dipertimbangkan oleh para
praktisi yang melakukan analisis konflik. Dalam pendekatan
‘Resolusi Konflik’ banyak alat analisis yang digunakan secara luas.
Misalnya Model Pemetaan Konflik, Model Penuturan Cerita (Story
Telling), model Ketakutan dan Kebutuhan, model Segitiga ABC
(A=attitude; B=behaviour, C=context), model Matahari (Sun) yang
dapat membantu kita untuk menganalisis hubungan, sebab dan
akibat dari sebuah konflik. Model Grid dapat membantu
menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan situasi yang ingin
diciptakan melalui analisis sumber-sumber yang dimiliki baik itu
aktor maupun faktor yang dapat mendukung terciptanya

perdamaian atau rekonsiliasi.*?

Pemetaan Konflik ialah suatu teknik yang digunakan untuk
menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak
yang berkonflik dengan masalah dan dengan pihak lainnya.
Pemetaan konflik berguna untuk mengetahui berbagai sudut
pandang masyarakat yang berbeda ketika memetakan situasi
mereka bersama.Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah

menentukan apa yang ingin dipetakan, kapan dan dari sudut

ST Tri Guntur Narwaya, dkk. Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan.{Yogyakarta: PUSHAM
Ull, 2013} hal. 58
“ST.Tri Guntur Narwaya, dkk.Op Cit.,hal 59
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pandang apa. Teknik ini lebih bermanfaat bila setiap kelompok
melakukan pemetaan berdasarkan sudut pandangnya masing-
masing, dan inti dari analisis ini adalah mencoba merenkonsiliasi
sudut pandang yang berbeda dalam rangka mengelola konflik.
Langkah selanjutnya menempatkan diri atau organisasi di peta
yang berarti menunjukkan bahwa ada dalam situasi konflik tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik langsung maupun tidak
langsung memiliki persepsi tertentu tentang organisasi yang ingin
menengahi konflik. Sebagai pihak penengah sedapat mungkin
memiliki hubungan atau kontak dengan pihak-pihak yang

menghendaki diselesaikannya konflik tersebuit.

Terakhir, dalam melakukan pemetaan penting mengajukan
beberapa pertanyaan sebagai berikut: Siapa pihak-pihak utama
yang terlibat? Siapa pihak-pihak lain yang berkaitan dengan
konflik? Termasuk kelompok kecil atau pihak luar? Apa hubungan
antara semua pihak itu? Bagaimana caranya pihak-pihak itu
terwakili dalam peta? Siapa saja yang melakukan persekutuan
(aliansi)? Siapa saja yang memiliki hubungan dekat? Siapa saja
yang mengalami hubungan yang retak? Siapa saja yang
mengalami konfrontasi? Apa saja isu-isu pokok di antara pihak-
pihak yang ada dalam peta, setidaknya pihak-pihak yang
berkonfrontasi? Bagaimana hubungan kita sebagai kelompok
penengah dengan pihak-pihak yang ada dalam peta. Apakah ada

hubungan khusus? dan sebagainya.®®

Penuturan cerita (Story Telling) merupakanmodel yang
bertujuan memahami berbagai versi penilaian yang diberikan oleh
masing-masing pihak atau kelompok yang berkonflik mengenai
cerita yang ‘sama’. Langkah-langkahnya antara lain mendatangi
masing-masing kelompok yang bertikai dan mendengarkan cerita

mereka tentang konflik tersebut, membuat daftar poin-poin utama

1bid
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yang sesuai dengan konflik tersebut, khususnya yang dianggap
penting atau bernilai bagi masing-masing kelompok, membuat
sekali lagi daftar yang saling berlawanan. Dalam hal ini, letakkanlah
informasi yang sesuai secara bersamaan (dalam satu baris yang
sama), dan buatlah dalam pola yang seragam, jika perlu, membuat
‘garis waktu' (timeline). Misalnya, apa yang dikatakan oleh satu
kelompok tentang kejadian pada tahun tertentu, bagaimana
kelompok lain menggambarkan kejadian yang berlangsung pada
tahun yang sama, serta peristiwa penting apa yang terjadi menurut
masing-masing kelompok. Mencari perbedaan-perbedaan atau
informasi yang kurang dan usahakan untuk mengumpulkan
informasi yang dimaksud. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan
secara terpisah. Namun, kalau kelompok-kelompok menghendaki
adakanlah sebuah pertemuan yang lebih besar lagi dimana setiap
kelompok dapat membagi cerita menurut versinya masing-

masing.*

Catatan penting adalah bila kedua kelompok merasa dapat
duduk bersama secara tenang dan saling percaya, maka yang
terbaik adalah mengajak mereka duduk bersama untuk membahas
masalah tersebut.Ini adalah penuturan cerita, bukan fact finding’.
Karena itu penting menunjukkan minat untuk mendengarkan cerita
tersebut.Dalam menjalankan proses ini, tidak boleh hanya terpaku
pada data dan mengabaikan emosi orang-orang yang menuturkan
ceritanya. Karena itu, penting sekali untuk ikut memahami emosi
masing-masing kelompok dalam kaitannya dengan konflik. Namun,
dalam usaha memahami emosi ini, pendengar jangan terkecoh
dengan usaha melebih-lebihkan cerita sehingga menganggapnya
sebagai fakta. Alat analisis ini harus disesuaikan dengan konteks
komunitas yang dihadapi. Kalau tidak cocok dengan metode

menuliskan cerita, sebaiknya digunakan penuturan lisan saja.

*ST.Tri Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal 60

43




Setelah analisis diselesaikan, maka tindakan selanjutnya
adalah mem-follow up analisis dengan membagi informasi ke
berbagai pihak terkait yaitu penduduk, pihak militer, aparat
pemerintah terkait, NGO, pemuka agama, pemimpin politik,
organisasi berbasis komunitas, perkumpulan dagang, dan media.
Hasil analisis dapat digunakan untuk bahan kelompok mediator dan
fasilitor konflik untuk memperkuat komunikasi, koordinasi,
kolaborasi dan jaringan serta untuk menciptakan kesadaran untuk

dipublikasikan.

Model Segitiga ABC merupakanalat analisis yang berguna
untuk membantu fasilitator untuk memahami pola prilaku
(Behaviour atau B) masyarakat pada saat terjadinya konflik serta
faktor-faktor yang menyebabkan prilaku tersebut.Faktor-faktor
tersebut disebut Attitude (A) dan Context (C).Alat ini disebut
Segitiga ABC karena membahas Attitude (sikap dan cara pandang),
Behaviour (prilaku), dan Context (konteks atau kejadian-kejadian
yang melingkupi konflik). Model ini didasari oleh asumsi bahwa
prilaku orang dapat berubah cepat, namun tidak dengan sikap dan
konteks yang mereka hadapi. Demikian pula sikap dan konteks

mempengaruhi prilaku mereka.*

2.7 Penanganan Konflik di Pemerintahan Daerah

Adapun peran penting masing-masing pihak terkait Konflik
Sosial, khususnya di Pemerintahan Daerah dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Pemerintah Pusat.

Kebijakan Penanganan Konflik oleh Pemerintah Pusat diharapkan

melalui antara lain :

**ST.Tri Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal. 61
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1) Dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam
menangani konflik hendaknya melalui pendekatan Sosio-
Psykology Antropologi dan berusaha berlaku senetral dan seadil
mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2) Kebijakan penyelesaian konflik yang menyangkut seluruh
kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas,
menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan
seluruh instansi/institusi serta masyarakat.

3) Implementasi pananggulangan konflik hendaknya dapat dilihat
secara jelas peran instansi/institusi terkait, tokoh agama, tokoh
masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat, agar tidak terjadi
kesalahan persepsi dalam penyelesaian konflik ditengah-tengah

kehidupan masyarakat.

. Pemerintah Daerah

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah hendaknya
berpegang dan mengacu kepada kebijakan yang telah dikeluarkan
oleh Pemerintah Pusat, sehingga implementasi kebijakan
Pemerintah Daerah dalam menanggulangi konflik sudah

mempunyai legal-aspect secara institusi, yang antara lain:

1) Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi, tokoh agama,
tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penanggulangan
konflik yang terjadi serta berusaha memberikan kewenangan-
kewenangan kepada instansi tokoh tersebut sesuai dengan
kompetensi masing-masing  untuk menanggulangi  atau
mengatasi konflik yang terjadi.

2) Pemerintah Daerah mengadakan berbagai pertemuan-
pertemuan dalam upaya menjalin komunikasi, persaudaraan
dan ftali silaturahmi di antara komunitas masyarakat baik itu
komunitas yang berdasarkan agama (Islam atau Kristen)

maupun berdasarkan pulau (tempat tinggal).

45




3) Mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat ikut
berperan serta dalam merumuskan kebijakan untuk

menanggulangi atau menangani konflik yang terjadi.

. Aparat Penegak Hukum

Pihak ini tidak boleh terpancing emosi, terprovokasi ataupun larut
dalam pertikaian atau konflik, tidak memihak, berlaku yang adil dan
memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perannya dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung proses
hukum yang adil dan netral.

2) Membentuk aparat penegak hukum yang berwibawa dalam
kualitas dan kuantitas yang cukup.

3) Membentuk dan membangun masyarakat yang memiliki tingkat
kesadaran hukum yang tinggi.

4) Kasus yang terindikasi sebagai penyebab konflik hendaknya
ditangani secara tuntas sampai dengan pemberian sangsi

hukum yang sesuai.
. Badan Mediasi Nasional (BMN)

BMN merupakan sebuah lembaga fungsional dan lembaga kerja di
bawah presiden. Untuk melancarkan fungsi dan pekerjaan, BMN
bisa membuka cabang yang bersifat adhoc di beberapa daerah
konflik yang memerlukan. Dalam keadaan damai, BMN secara
terus-menerus dan aktif melakukan studi, pendokumentasian,
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang konflik sosial
terutama di wilayah-wilayah dengan potensi konflik yang tinggi.
BMN juga berperan sebagai rujukan bagi lembaga-lembaga
penanganan konflik sesuai UU PKS, yang juga menekankan
mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian konflik. Rujukan
yang dimaksud bisa berupa hasil studi atau dokumentasi tentang

masalah yang menjadi pangkal konflik, proses penyelesaian konflik,
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proses mediasi dan negosiasi, program dan tindakan-tindakan
penguatan konflik, dalam hal penetapan status daerah konflik, dan
sejauh mana pelibatan aparat kemanan TNI-POLRI harus dilibatkan
dalam penanganan konflik. Selain sebagai rujukan dan pelaksana
dalam penanganan konflik, BMN juga akan berperan aktif dalam
harmonisasi peraturan perundangan dan koordinasi antar lembaga

dalam penanganan konflik.

e. Aparat Keamanan

Dalam penanganan konflik sosial, maka peran aparat keamanan
adalah sebagai berikut:

1) Aparat keamanan baik dari Kepolisian dan dari TNI dalam
melaksanakan tugas menangani konflik hendaknya bersifat
netral tanpa berpihak pada kelompok-kelompok yang bertikai,
dan menerapkan aturan atau prosedur penanganan yang
berlaku meliputi penanganan sesuai skala konflik yang terjadi.

2) Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung keamanan
dan ketertiban masyarakat.

3) Membentuk aparat keamanan yang berwibawa, berkualitas dan

profesional.

f. Masyarakat

Konflik sosial adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan
kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga
mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan

nasional. Unsur masyarakat dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tokoh Agama.
a) Dalam menyampaikan ajaran agama hendaknya tidak

membanding-bandingkan antara agama yang dianut dengan
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agama yang lain, serta tidak berusaha mendiskriditkan
agama lain.

b) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap
agama yang dipeluknya.

c) Berusaha untuk mengajak umatnya memahami keberadaan
agama lain serta umat yang memeluknya.

d) Membangun toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat

beragama

Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat.

a) Mengajak masyarakat mengembangkan budaya lokal
sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika
pembangunan.

b) Mengembangkan budaya lokal agar berperan efektif dalam
kehidupan masyarakat secara nasional.

¢) Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat baik
masyarakat pendatang Peran Serta Masyarakat Dalam

Penanganan Konflik Sosial

Pasal 52 — Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Pengananan Konflik Sosial, menetapkan peran serta
masyarakat dan pendanaan. Undang-undang ini menentukan
bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan
Konflik  berupapembiayaan, bantuan teknis, penyediaan
kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan bantuan

tenaga dan pikiran.

Wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial Skala Kabupaten/ Kota.
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28 Kealpaan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan
Konflik

Meskipun telah jelas bagaimana péran pemerintah baik.
pusat maupun daerah yang tercantum dalam undang-undang dan
telah nyata pula bagaimana langkah-langkah implementasi
penanganan konflik, namun masih juga terdapat berbagai kealpaan
dari pemerintah sendiri, contohnya yang dapat disimpulkan pada
kasus Konflik Mesuji. Konflik agraria di Mesuji pada dasarnya
merupakan konflik antara perusahaan dengan petani sekitar
mengenai hak klaim tanah karena pemerintahan Orde Baru yang
cenderung setralistik dan otoriter. Hal tersebut juga terkait pada
kepemilikan hak tanah yang dikuasai oleh pemerintah, yang
sebelumnya merupakan tanah-tanah adat milik warga sekitar.
Tanah tersebut kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan
dengan mengeluarkan surat izin dan HGU kepada perusahaan
tersebut. Pemberian izin dan pengeluaran HGU kepada
perusahaan inilah yang memicu timbulnya konflik agraria di Mesuiji,
apalagi masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengambilan
keputusan dan negosiasi ganti rugi hak tanah sehingga hal ini
menimbulkan kemarahan masyarakat daerah tersebut, namun
tindakan aparat keamanan yang cukup represif saat itu
menyebabkan gejolak-gejolak konflik agraria dapat diredam dan
petani pada akhirnya tidak mempunyai keberanian untuk
melawannya. Dengan kata lain, pemerintah di masa Orde Baru
berlaku tidak adil dalam masalah agraria ini dengan mengeluarkan
peraturan-peraturan yang mendukung pihak pengusaha daripada
masyarakat kecil di daerah tersebut. Kondisi ini telah berlangsung

cukup lama hingga masa reformasi.

Pasca reformasi, konflik agraria justru semakin memanas.
Sebelumnya, jatuhnya rezim dan menguatnya kembali demokrasi,

mulai terjadi reclaiming atas hak tanah yang sebelumnya telah
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diambil oleh pengusaha.Konflik ini kadangkala menjadi sebuah
konflik yang bersifat kekerasan, salah satu contohnya seperti
peristiwa yang terjadi di Mesuji. Munculnya konflik-konflik ini tidak
lain adalah masih belum adanya tindakan-tindakan tegas dan
kealpaan dari pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.
Ketidakadilan masih dirasakan khususnya oleh kelompok petani
karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur

mengenai masalah agraria secara tegas.

Ketidakadilan ini terlihat jelas saat terjadi peristiwa
penembakan yang dilakukan oleh aparat kemanan terhadap warga
di daerah Mesuji Lampung. Tidak tanggung-tanggung hal tersebut
membuat beberapa warga kehilangan nyawa mereka karena
diberondong peluru aparat kemanan.Tindakan ini merupakan
tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat
keamanan.Banyak pihak mengecam tindakan tersebut, termasuk
dari LSM dan organisasi-organisasi seperti WALHI, LBH,
WACANALA dan lain-lain. Mereka menganggap aparat pemerintah
berpihak pada kelompok pengusaha dengan berlaku semena-mena
terhadap rakyat kecil. Fakta-fakta tersebut nampaknya telah
menunjukkan absennya negara dalam mengatasi konflik. Sejatinya
Pemerintah yang mempunyai otoritas dalam negara berperan
sebagai penengah pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Bisa saja
kasus Mesuiji lainnya dapat meluas sehingga nantinya akan dapat

merusak tatanan sosial di dalam masyarakat.

29 Pendanaan dalam Penanganan Konflik

Mengenai pendanaan Penanganan Konflik yang digunakan
untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan
Pascakonflik menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-
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masing. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk
Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang
bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah
Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik
melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung

jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi
pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau
dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dana siap pakai ini
bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.
Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran
kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan
fungsinya. Lalu Pemerintah Daerah mengalokasikan dana
pascakonflik melalui APBD. Dana pascakonflik digunakan untuk
mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap

pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan
memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan
permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana
alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana
anggaran biaya. Pengajuan dana pascakonflik oleh Pemerintah
- Daerah dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan
dalam negeri. Pasal 61 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memberikan
batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan
pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan. Undang-undang ini mendelegasikan kepada
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pemerintah untuk membuat 4 (empat) Peraturan Pemerintah
sebagai pelaksanaan mengenai tindakan darurat penyelamatan
dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNI,
peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik, dan
perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan

Penanganan Konflik.

2.10 Etika Media dalam Situasi Konflik

Semua orang tahu, peran media adalahmempunyai opini
dan membentuk opini.Membentuk opini dalam situasi konflik perlu
diterjemahkan dalam peran meredakan ketegangan. Media juga
telah terlibat menciptakan figur kekuatan politik yang jauh dari ideal
etika politik. Konsesi yang diberikan media menjadikan media
sendiri sandera. Media itu selalu di bawah bayang-bayang
ancaman kekerasan bila tidak memberi ruang kepada
mereka.Korban makin terpuruk, karena media yang dianggap
menjadi benteng terakhir bagi korban, justru memihak kepada
algojo. Protes terhadap media bukan lagi hanya bahwa media telah
memperlakukan dalam posisi sama pelaku kejahatan dan korban.
Namun, lebih dari itu, media tertentu telah memihak pelaku

kekerasan.*®

Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media
berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis sekaligus bisa tetap
hidup sebagai pemberi informasi.Masyarakat kita kini adalah
masyarakat komunikasi. Tidak ada kekuasaan baik politik, ekonomi,
agama atau pendidikan yang bisa lepas dari strategi komunikasi.

Komunikasi dalam arti ini adalah informasiyang diorganisir,

**Lihat opini DR. Haryatmoko, pengajar pada program Pascasarjana Filsafat Universitas
Indonesia dan Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta, dalam tulisannyaEtika Media Dalam
Situasi Konflik
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informasi  yang dikontrol, informasi yang diarahkan.Memberi
informasi lebih dari sekadar berkomunikasi, tetap mengurai,

mengeksplisitkan, menyingkap.
2.11  Konflik Ketimpangan Ekonomi

Harus diakui bahwa dampak pendekatan pembangunan
dimasa orde baru secara umum memberikan kesejahteraan relatif
dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7% selama periode
tertentu. Namun demikian pola penyeragaman (uniformitas) dalam
kerangka sistem sentralistik telah membuahkan ketidakadilan bagi
daerah-daerah yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar
ke pusat lewat sumber daya ekonomi yang tersedia. Aceh, Riau,
Papua dan Kalimantan Timur adalah contoh dimana pendekatan
pembangunan selama itu tak mampu memberikan distribusi
seimbang dalam pembangunan lokal. Akibatnya letupan reformasi
tahun 1998 membuka peluang sekaligus mendorong lahirya
kesadaran daerah-daerah dimaksud untuk melakukan renegosiasi
dalam hal distribusi sumber-sumber ekonomi bagi penciptaan
kesejahteraan rakyat di daerah. Konflik Aceh dan Papua yang
relatif panjang setidaknya dapat diredam lewat kebijakan
desentralisasi  asimetrik. = Sementara  daerah-daerah lain
memperoleh kompensasi yang cukup menjanjikan setelah lahirnya
kebijakan otonomi daerah ditambah perimbangan keuangan
melalui UU 32 dan 33 Tahun 2004. Mesti diakui bahwa undang-
undang pemerintahan daerah yang meletakkan dasar-dasar
otonomi daerah melalui penyerahan sebagian besar kewenangan
pusat ke daerah merupakan respon yang cukup efektif terhadap

potensi konflik yang menjurus kearah disintegrasi bangsa.

Jika dilihat dalam kerangka penanganan konflik, kebijakan
otonomi daerah setidaknya telah mencegah konflik lebih luas

sekaligus menghentikan bibit separatis diberbagai daerah.
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Persoalannya apakah upaya pemulihan konflik terus dilakukan
pemerintah  di  daerah? Tampaknya pemerintah  kurang
memperhatikan aspek terakhir dalam siklus penanganan konflik di
daerah. Sebagai contoh potensi tuntutan Papua dan Aceh kini terus
membengkak lewat berbagai strategi revisi atas desentralisasi
asimetrik kearah otonomi khusus plus atau bahkan otonomi plus-
plus. Ini merupakan potensi konflik yang mesti didalami serius
sebelum  berubah menjadi konflik terbuka sebagaimana
pengalaman masa lalu. Diluar itu tumbuhnya fanatisme lokal untuk
memperoleh kekhususan atau keistimewaan sebagaimana terapi
pusat pada Aceh, Papua, Jogja dan Jakarta lewat kebijakan
desentralisasi asimetrik dapat menjadi ancaman dimasa
mendatang. Bali, Riau dan Kalimantan Timur mungkin menjadi
ancaman konflik vertikal jika desain kebijakan pemerintahan daerah
tak mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi yang
mereka aspirasikan. Pemulihan konflik lewat pembangunan
kesadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang
tanggungjawab berbangsa dan bernegara sejauh ini tak memiliki
konsep, program dan kegiatan yang jelas dalam jangka panjang
dan terus-menerus. Kealpaan ini disadari atau tidak telah semakin
menguatkan ikatan primordial sempit dan meningkatkan ego
kedaerahan. Harus disadari bahwa otonomi daerah pada awalnya
tidak saja menjadi jawaban atas upaya pencegahan dan
penghentian konflik di daerah, namun dalam jangka panjang tanpa
skema revisi atas kualitas otonomi yang mampu mengakomodir
kepentingan sejumlah daerah dimaksud, otonomi dapat saja
menjadi residu konflik selanjutnya. Penyiapan draft undang-undang
daerah kepulauan maupun revisi undang-undang otonomi khusus
Papua adalah petunjuk awal dimana bahaya konflik vertikal tetap

menganga di depan mata.
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a. Konflik Politik Lokal

Konflik akibat pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur serta
pemilihan legislatif di daerah pada dasarnya telah memiliki saluran
penyelesaian konflik yang jelas. Upaya mencari keadilan bagi
setiap pasangan yang kalah serta anggota legislatif yang tak tepilih
menjadi anggota DPRD, DPR dan DPD dapat dilakukan melalui
mekanisme yang disediakan oleh undang-undang. Sekalipun
demikian, kasus pemilihan kepala daerah sejauh ini telah menyeret
basis konstituen kedalam konflik face to face. Kekalahan pasangan
kepala daerah seringkali tak dapat diterima oleh massa pendukung
lainnya. Upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi tetap
diragukan apalagi seiring dengan muncuinya distrust masyarakat
terhadap anggota hakim pemutus sengketa pemilukada (lihat kasus
Akil Muchtar). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-
lembaga peradilan pemerintah sebenarnya adalah gambaran
dimana kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara umum
berkurang dengan sendirinya, sekalipun mereka sendiri tak memiliki
pilihan lain dalam memperjuangkan kepentingan diri dan
kelompoknya. Sebagai contoh sejumlah putusan PTUN yang
memenangkan pasangan atau caleg tertentu pada tahapan
keputusan administratif penyelenggara pemilu tak menjadi rujukan
wajib. Kondisi ini membuat pasangan dan basis konstituennya
mengalami frustasi sehingga menyulut konflik di daerah.

Dalam hal pemilihan anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014
setidaknya konflik terjadi antara peserta dengan peserta, peserta
dengan penyelenggara pemilu, serta peserta dengan masyarakat.
Konflik antar sesama peserta pileg diindikasikan lewat pengalihan
suara internal parpol, peserta bekerjasama dengan penyelenggara
pemilu untuk mencurangi suara peserta lain, termasuk melibatkan
masyarakat untuk memperoleh suara orang lain. Dalam catatan
Mabes Polri (Republika Mei 2014), terdapat paling tidak 244

pelanggaran pemilu dimana sebagian besar adalah konflik antar
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sesama partai. Realitas ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus
salah satu caleg PKS di Denpasar, atau kasus kanibalisasi suara di
salah satu kelurahan di Kota Manado melalui penghilangan berita
acara dan sertifikat pileg. Konflik antara peserta dan penyelenggara
pileg dapat diidentifikasi dari munculnya kecemburuan peserta lain
akibat aksi money politics sehingga penyelenggara dengan leluasa
melakukan  kecurangan seperti mengurangi, menambah,
menghilangkan dan merusak suara tertentu. Sampai dengan 29
April 2014 terdapat 75 kasus money politics dari 244 pelanggaran
pemilu. Sementara konflik antara peserta dengan masyarakat dapat
dilihat dari upaya penarikan kembali beberapa pemberian barang
dan jasa seperti kasus pemblokiran jalan umum dan pembongkaran
rumah yang dilakukan sebelum dan sesudah pileg (lihat kasus di
salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo dan Sidrap). Sekalipun
konflik semacam ini tidak meluas, namun secara umum terdapat
potensi konflik yang sama di hampir semua daerah yang akhirnya
dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada caleg
terpilih. Jika caleg terpilih dicurigai hasil money politics, maka
pemerintahan yang terbentuk dapat dinilai sebagai pemerintahan
produk pemilu sarat money politics. Jika kepercayaan masyarakat
luntur maka ketegangan antara pemerintah dan masyarakat
kedepan akan semakin meningkat, sebab bisnis pemerintahan
pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. Semakin dissosiatif
hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin rentan
konflik antara pemerintah dan masyarakat, sebaliknya semakin
asosiatif relasi antara pemerintah dan masyarakat semakin rendah

peluang terjadinya konflik.

Dalam hubungan inilah pentingnya membangun kepercayaan
pada pemerintahan melalui sistem dan mekanisme demokrasi yang
fair. Sama hainya dengan konflik akibat ketimpangan ekonomi,
penanganan konflik akibat pemilihan pemimpin di daerah relatif

terakomodir melalui mekanisme dan prosedur yang tersedia seperti
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Pemilihan Suara Ulang (PSU), penghitungan ulang, adanya Dewan
Etik Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Ketersediaan sarana tersebut
menunjukkan bahwa upaya penanganan konflik dalam lingkup
pencegahan dan penghentian konflik yang lebih luas di daerah
cukup terpenuhi sekalipun lagi-lagi tahapan pemulihan konflik
melalui perubahan sistem, perbaikan mekanisme, peningkatan
sosialisasi, peningkatan manajemen informasi, pembiayaan saksi
serta penegakan hukum perlu terus dilakukan guna menghasilkan
kualitas caleg dan Pemilu yang lebih baik sekaligus meminimalisasi
letupan konflik yang terakumulasi dimasa mendatang.Keseluruhan
contoh diatas merupakan bagian dari program dan kegiatan yang
dapat didesain dalam lingkup rekonsiliasi, rehabilitasi dan
rekonstruksi. Rekonstruksi dapat dimulai dengan perundingan
damai, restitusi dan pemaafan. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui
program penguatan kebijakan yang akomodatif, pemulihan
psikologi, sosial, ekonomi, budaya, relasi sosial yang adil, serta
pelayanan kesehatan. Sementara upaya rekonstruksi dapat
dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
dibidang kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan sarana

ibadah yang layak.

Akhirnya, pada tingkat selanjutnya pemerintah periu
mengkonkritkan kembali upaya pemulihan konflik berbentuk
konsep, program dan kegiatan yang jelas sebagai bagian dari
penanganan konflik selain pencegahan dan penghentian konflik
jangka panjang. Khusus pemilihan kepala desa yang kemungkinan
berpotensi dimasa depan diperlukan instrument pelaksanaan yang
jelas mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan daerah
dengan tetap mengakui dan menghormati realitas perbedaan
sebagaimana maksud dalam pasal 18B ayat (2) konstitusi UUD 45.
Pengakuan Hak Ulayat dalam UU Desa secara implisit setidaknya

mengurangi konflik pertanahan khusus di desa-desa adat.
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Sementara potensi konflik dalam pemilihan presiden dapat
diantisipasi melalui upaya meningkatkan kejujuran penyelenggara
pemilu, penegakan hukum, tanggungjawab para pemimpin partai,
peran pengawasan civil society, serta perluasan koalisi dan

pembagian kekuasaan secara proporsional.

212 Community Policing dan Restrotative Justice Sebagai
Alternatif Penanganan Konflik
Dua istilah tersebut berangkat dari penyelesaian konflik
sosial melalui jalur hukum vyang tidak dapat menyelesaikan
masalah. Sehingga muncul cara non hukum yang ditempuh untuk
menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.
Dalam penyelesaian secara non hukum di masyarakat, yakni

community policing yang dijiwai restorative justice.

Istilah Community Policing pertama kali digunakan oleh
Kepolisian Jepang pada tahun 2003.Istilah tersebut diilhami dari
tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai
sistem Koban dan Chuzaisho di Jepang.*’ Berdasarkan Peraturan
Kapolri No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Tugas Polri, Community Policing atau Polmas (Pemolisian/
Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian
yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan
kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak
sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus
dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara
memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga
masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi
gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat,

mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi

¥ purwadi Arianto, Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (suatu tinjauan
dalam upaya pencegahan kejahatan), (makalah: tanpa tahun), hal. 3.
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permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta

ketertiban di lingkungannya.*®

US Department of Justice,Community Oriented Policing
Service (COPS) memberikan definisi Community Policing sebagai
filosofi organisasi yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya,
personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota
ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi
dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah
kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan

t.4° Menurut

tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempa
Purwadi Arianto, Community Policing adalah gaya perpolisian yang
mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun
dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model
pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat
setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial
dalam masyarakat.50 Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam Community Policing terdapat 2 (dua)
unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu Polisi dan
masyarakat yang menjalin kemitraan demi terciptanya kamtibmas.
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan
model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat” yang merupakan
perpaduan serasi antara konsep Community Policing yang
diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada
tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Kapolri dengan Nomor Skep/737/X/2005. Dengan terbitnya Surat
Keputusan Kapolri tersebut secara resmi Kepolisian Negara
Republik Indonesia menerapkan model Community Policing khas

Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. Surat Keputusan

“8Lihat Peraturan Kapolri No.7 Tahun Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi
Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, pasal 1 ayat (7).2008

“perpolisian Masyarakat. http://sikatbekasi.wordpress.com/2008/07/25/perpolisian-
masyarakat-polmas/.Diakses tanggal 21 Mei 2014

* purwadi Arianto,Op.cit.,hal. 3.
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Kapolri dengan No. Pol: Skep/737/X/2005, juga didukung oleh
beberapa SK Kapolri.

Friedmann merumuskan konsep community policing sebagai
sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk
memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam
mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman
kejahatan (fear of crime), memperbaiki kualitas kesejahteraan
hidup,meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi
melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya
komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-
kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.®' Community
policing mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas
dari polisi, peran serta yang lebih besar dari publik dalam
pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap
hak-hak sipil dan kebebasan. US Departement of Justice,
Community Oriented Policing Service (COPS) memberikan definisi
communitypolicing sebagai filosofi organisasi, yang bercirikan pada
pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, dan
desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada
setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif
dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan
yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas

hidup warga setempat.>?

Restorative Justice (Keadilan restoratif) tampil sebagai
alternatif yang menawarkan beberapa cara menyambut
menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak
terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau

terpengaruh olehnya. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi

*!34 Friedman R.Community Policing. Comparative and Prospect.{ diterjemahkan dan disadur
oleh Kunarto). (Jakarta:Cipta Manunggal,1998)

*2 Office of Community Oriented Policing Services. 100.000 Officer and Community Policing
Across the Nation. Washington D.C: U.S. Departement of Justice, Office of Community Oriented
Policing Services, September, 13. 1997. Community policing..., R. Budi Wicaksono, FISIP Ul, 2008
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di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing

memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses
dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana
| restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam
masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang
digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai
konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat

kerja.>®

Munculnya ide restorative justice sebagai kritk atas
penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang
dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.Korban tetap
saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan
persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya54. Gerakan
restorative justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan
kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana
restorative justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak
terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat
dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku
peserta yang sah atau “stakeholder’ dalam keadilan itu terlalu
membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku
kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam
peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan

Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.”®

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal
dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan

keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para

>John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, (England: Oxford University
Press, 2002), him. 3.

54Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,
Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Vol. V No. 01, him. 86.

> Howard Zehr & Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice, (Pennyslvania: Good Books,
2003), him. 17.
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korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum
atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga
dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga
didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu
dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka
perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri,

atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F.
Marshall, dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview"
mengatakan®® “Restorative Justice is a process whereby all the
parties with a stake in a particular offence come together to resolve
collectively how to deal with the aftermath of the offence and its
implication for the future” (Terjemahan Bebas : resforative justice
adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan
dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan
persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada
kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu,
pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu
para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada
masa yang akan dating. Hal ini didasarkan pada sebuah
teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada
prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat
dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas

**keadilan Restorasi.http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html. Diakes pada
tanggal 21 Mei 2014
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pelaku. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan

setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau
hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan
dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan
pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan

masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative
Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu
tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap
tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula.’’ Bagir Manan menguraikan
tentang substansi “restorative justice” berisi prinsip-prinsip yaitu
membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan
kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak
pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai
“stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha
menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak
(win-win solutions)”.%®

Jadi dapat disimpulkan, sistem Pemasyarakatan sebagai
pengganti Sistem Kepenjaraan terbukti sama sekali tidak efektif
dalam menekan tingginya angka kejahatan. Restorative Justice
lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu
berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh
korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis
religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga

kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Munculnya konsep

57Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak.
http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-

anak.Diakses pada tanggal 21 Mei 2014.
*® Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir),
(Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008}, him. 4.
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restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam

perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara
massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka
pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative
justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai
akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,
sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan

keadilan masyarakat.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai
mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice
tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara
partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar.
Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,
penerapan restorative justice, hanya pada sebahagian prosesnya
saja, yaitu adanya kewajiban proses merehabilitasi bagi pecandu

narkotika saja.
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2.13

Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Penanganan Konflik Sosial
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METODOLOGI KAJIAN

3.1 Desain Kajian

Desain penelitian berdasarkan pendapat Mc Millan dalam
Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan
untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan
penelitian.®® Pengertian lain oleh Surachman dalam Nazir
menyatakan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang
diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.®
Sehingga dapat dipahami bahwa desain kajian dapat dikatakan
sebagai rencana dan struktur penyelidikan dalam rangka
mendapatkan bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan
terkait maupun sebagai proses dalam perencanaan dan
pelaksanaan kajian.

Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik Sosial
ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif melalui pendekatan induktif. Denzin dalam Moleong
mengemukakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada.®’

Kajian ini menggunakan meode deskriptif, mengutip
pendapat Nazir bahwa metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang.®? Selanjutnya pendekatan induktif merupakan cara

berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-

** lbnu Hadjar. Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Grafindo Persada,1996), hal.
102.

* Mochamad Nadzir. Metode Penelitian. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal.84.

61 Lexy.). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Rosda,2012), hal.5.

®2 Mochamad Nazir. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia,2011), hal.54.
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pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang

bersifat umum.

3.2 Ruang Lingkup Kajian

Pada dasarnya ruang lingkup kajian berkenaan dengan
fokus kajian. Moleong mengemukakan bahwa dengan adanya
bimbingan dan fokus, maka dapat diketahui secara persis data
mana dan data tentang apa yang perlu di kumpulkan dan data
mana pula yang walau pun mungkin menarik, akan tetapi karena
tidak relevan, tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang
sedang dikumpulkan.®® Jadi penetapan fokus yang jelas dan
mantap, dituangkan dalam lingkup sehingga dapat membuat
keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Agar kajian ini lebih terarah dan sesuai dengan judul yang
diajukan maka analisis dari pembahasan hanya pada hal-hal yang
berhubungan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik

sosial.

3.3 Sumber Data Kajian

Lofland dan Lofland dalam Moleong mendefinisikan sumber
data utama ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.®* Arikunto
menguraikan bahwa untuk mempermudah dalam
mengindentifikasikan sumber data, dapat digolongkan menjadi tiga
tingkatan, huruf p dalam Bahasa Inggris yaitu:®

p = person, sumber data berapa orang

p = place, sumber data berupa tempat

p = paper, sumber data berupa simbol

& Lexy. J. Moleong. Op Cit., hal.94.
& Lexy. J. Moleong. Op Cit., hal 157
® Suharsimi Arikunto. Op Cit., hal. 96.
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Tiga p diatas dapat dijabarkan dengan jelas sebagai berikut:

1. Person(Orang)

‘ Yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa
jawaban lisan melalui proses wawancara.

2. Place (Tempat)
Sumberdata yang menyajikan tampilan berupa keadaan
diam dan bergerak.

3. Paper (Kertas)
Yaitu sumberdata yang menyajikan tanda-tanda berupa

huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

3.4 Informan

Informan yang telah ditetapkan dalam kajian ini adalah Unit
Kerja yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata
Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum,

serta stakeholders lainnya yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Kajian
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Kajian

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dlakukan dalam
berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bisa dilihat
dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah
(natural setting).?® Bila dilihat dari sumber datanya, maka
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data dan sekunder
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

o Sugiyono. Op Cit., hal. 137.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini
‘ adalah wawancara terstruktur, observasi moderat, survey dan studi
kepustakaan. Penulis juga membagikan kuesioner kepada informan
terkait demi mendapatkan fakta berupa data-data akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3.5.2 Instrumen Kajian
Instrumen kajian merupakan hal yang perlu diperhatikan
karena akan mempengaruhi kualitas kajian.  Sugiyono
mengarahkan pemahaman bahwa instrumen adalah “Suatu hal
yang dapat digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial
yang diamati”.%” Adapun dalam instrumen kajian jika kualitatif
adalah penulis itu sendiri yangberfungsi menetapkan fokus kajian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan
data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya. Kemudian dapat ditetapkan
bahwa instrumen dalam kajian ini sebagai berikut:
a. Pedoman Wawancara
Merupakan panduan yang digunakan saat
mewawancarai informan untuk mendapatkan data-data
yang dibutuhkan dalam bentuk daftar wawancara
berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
masalah. Dapat didukung oleh alat bantu berupa
perekam suara. Wawancara dilakukan pada informan
yang dipandang memiliki pemahaman dan mampu
memberikan informasi tentang Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri seperti Unit Kerja yang
membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata
Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah

dan Hukum serta stakeholders terkait.

¢ Sugiyono. Op Cit., hal. 102.
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b. Kuisioner
Adalah set pertanyaan yang secara logis berhubungan
dengan masalah kajian, dan tiap pertanyaan merupakan
jawaban-jawaban yang mempunyai makna tertentu. Daftar
pertanyaan tersebut dibuat terperinci dan lengkap.
Kuesioner ini disebarkan pada responden dengan metode
Proporsional Random Sampling sesuai dengan topik
kegiatan yang dilakukan (seperti Organisasi Non
Pemerintah, Media Massa, Unit Kerja Pemerintah Daerah
yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata
Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah,
Otonomi Daerah dan Hukum serta stakeholders lainnya.

c. Observasi
Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk
mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga
diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau
pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh
sebelumnya.

d. Dokumentasi
Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda dan sebagainya.®® Selain itu tambahan
dokumentasi yang diperlukan adalah arsip serta foto.
Dokumen yang dimaksud seperti dokumen laporan daerah
RATD-PGKDN, Laporan Akuntabikitas Kinerja Pemerintah
Daerah, Laporan Perkembangan  Situasi Harian dan

sebagainya yang dipandang perlu.

® Suharsimi Arikunto. Op Cit., hal.234.
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3.6 Analisis Data Kajian

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data
secara sistematis untuk mempermudah dalam memperoleh
kesimpulan. Pernyataan Bogdan yang dikutip dalam Sugiyono
menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga
dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain.®®

Menurut Miles dan Huberman dalam Khassan Effendy
analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.”® Adapun siklus dari
keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman

digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2

Komponen dan Siklus Proses Analisis Data

Data Data
collection

v

display

l |

Data reduction

Verifiying

T

Sumber Data: Miles Dan Huberman dalam Khasan Effendy, 2010

A
v

& Sugiyono. Op Cit., hal.243
7 Khassan Effendy. Op Cit., hal. 16.
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Penjelasan dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan  kecerdasan dan keleluasaan dan
kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di
lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu
dicatat secara teliti dan rinci dan segera melakukan
analisis data melalui reduksi data yang berupa
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

melakukan pengumpulan data berikutnya.

. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam kajian ini, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya,

biasanya adalah dengan teks yang bersifat naratif.

. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang dapat diambil dalam menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena masalah dalam rumusan
masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah berada dalam lapangan.

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil

dalam kajian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi.
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Sugiyono mengarahkan bahwa uji keabsahan dalam penelitian
kualitatif ditekankan pada uji validitas internal (credibility) yang
dapat disebut juga uji kredibilitas, validitas eksternal (transferability)
atau dapat dikatakan pengujian transferability, realibitas
(depenability) atau yang disebut pengujian depenability dan
obyektivitas (confirmability) atau dikenal dengan penguijian
konfirmability, dapat dijabarkan sebagai berikut:"’
1. Uji Kredibilitas
Pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran
dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil kajian
harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan
dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi
melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan
penemuannya dapat dicapai.
Menurut Sugiyono untuk hasil yang kredibel, terdapat tujuh
teknik yang diajukan, yaitu:"
a.Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan
sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan
dengan narasumber akan semakin terbuka saling
mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang
disembunyikan.
Untuk memastikan apakah data yang ditemukan benar atau
tidak, dapat dengan cara berikut ini:
1. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan

lebih cermat dan berkesinambungan.

"1bid., hal.267
"1bid., hal.270
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. Triangulasi
Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Triangulasi dapat dibagi 3 (tiga) macam vyaitu:
a. Triangulasi Sumber Data
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui berbagai sumber.
b. Triangulasi Teknik
Dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
c. Triangulasi Waktu
Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data
yang dikumpulkan pada pagi hari akan lebih valid
karena narasumbernya yang masih segar dan belum
banyak masalah.
. Analisis Kasus Negatif
Dengan melakukan analisis ini berarti mencari data yang
berbeda atau bertentangan dengan data yang telah
ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda dalam
kajian, berarti data yang ditemukan telah dapat
dipercaya.
. Menggunakan Bahan Referensi
Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah
ditemukan. Wawancara akan dilangsungkan dengan alat
dukungan berupa rekaman wawancara seperti kamera.
. Mengadakan Membercheck
Data yang ditemukan akan diklarifikasikan kepada
pemberi data agar data benar-benar valid.

. Pengujian Transferability

Transferabilityuntuk menunjukkan derajat ketepatan




7. Pengujian Depenability
Uji depenability dilakukan dengan melakukan audit
terhadap keseluruhan proses kajian. Apabila kajian tidak
dilakukan tetapi datanya ada, maka kajian tersebut tidak
reliabel atau dependable.

8. Pengujian Konfirmability
Dalam kajian ini, uji konfirmability mirip dengan uiji
depenability, sehingga pengujiannya dilakukan secara
bersamaan. Menguiji konfirmability berarti menguiji hasil

kajian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

3.7.1 Lokasi

Kajian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, Lampung, Jawa
Barat, Banten, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan dan Maluku.
3.7.2 Jadwal

Kegiatan dilaksanakan sejak bulan......sd bulan....tahun 2014
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BAB IV

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BERBAGAI DAERAH

4.1. Konflik Pertanahan Antara Masyarakat dengan
Perusahaan Arara Abadi di Kabupaten Kampar Provinsi
Riau

4.1.1 Konflik Pertanahan Masyarakat dengan Perusahaan

Keberadaan tanah ulayat oleh Pemerintah Provinsi Riau
disadari oleh pejabat setempat meskipun belum ada pengakuan
resmi atas tanah ulayat. Oleh karena itu masyarakat menyerukan
kepada pemerintah provinsi untuk membuat Peraturan Daerah
pada tingkat provinsi untuk mengatur tanah ulayat.”” Berbeda
dengan pemerintah kabupaten yang lain dan pemerintah provinsi,
pemerintah Kabupaten Kampar mengakui keberadaan tanah ulayat
dalam wilayah administratifnya. Pemerintah Kabupaten Kampar
mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12
Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Menurut Peraturan daerah
tersebut tanah ulayat adalah milik bersama komunitas adat yang
didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki tanah secara turun
temurun dan tinggal di nagari. Tanah ulayat juga meliputi hutan.
Menurut Perda, tanah ulayat boleh dipergunakan untuk
kepentingan pihak ketiga. Pembuatan keputusannya harus melalui
musyawarah. Tidak hanya musyawarah dikalangan pimpinan adat,
tetapi juga dengan anggota kekerabatan dan warga komunitas
adat. Kesepakatan tersebut dibuat didepan pejabat yang

berwenang.

Dalam banyak kasus cara perusahaan menguasai lahan di

Provinsi Riau tidak melibatkan komunitas lokal. Tidak ada

*sengketa SDA di Riau Picu Konflik Sosial didapatkan melalui situs www.kompas.com. Diakses
pada hari Minggu tanggal 14 September 2014




partisipasi dari komunitas lokal dalam kasus pembuatan

kesepakatan untuk penyerahan lahan kepada perusahaan di
Provinsi Riau terlihat dari tidak adanya bukti-bukti objektif
menyangkut kesepakatan persetujuan komunitas lokal pada
komunitas lokal itu sendiri. Sulit menemukan bukti adanya
dokumen-dokumen tertulis pada komunitas lokal sendiri, baik pada

warga umum, pemimpin informal maupun pemimpin formal desa.

Artinya perusahaan tidak berusaha untuk memperoleh izin
dari penduduk desa untuk mengolah lahan yang termasuk ke
dalam wilayah desa mereka. Hal ini terlihat dari banyak konflik
pertanahan antara komunitas lokal dengan perusahaan pihak
komunitas lokal sering memandang bahwa perusahaan telah
melakukan penyerobotan tanah masyarakat. Komunitas lokal tidak
mengetahui secara pasti bagaimana perusahaan akhirnya telah
memegang hak guna pengusahaan lahan secara resmi dari
pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan adanya
surat-surat penyerahan tanah dari penduduk tempatan kepada
perusahaan sehingga upaya untuk menelusuri riwayat penyerahan
lahan oleh masyarakat kepada perusahaan justru sering mengalami
jalan buntu di dalam masyarakat itu sendiri. Dokumen yang
mereka miliki pun sering kali amat terbatas atau bahkan tidak
tersedia. Hal ini bukanlah disebabkan karena komunitas lokal
merahasiakan atau menyembunyikannya. Ketiadaan dokumen
kesepakatan penyerahan lahan kepada perusahaan juga tidak
berarti bahwa dokumen yang semestinya juga ada pada
masyarakat telah hilang atau tidak diketahui siapa yang
memegangnya. Faktanya ialah komunitas adat baik warga biasa,
pemimpin formal maupun pemimpin desa memang tidak pernah

ditinggali dokumen-dokumen itu.”

T4 s
Feynd
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Komunitas lokal tidak merasa pernah menyetujui atau

menyepakati penyerahan tanah masyarakat kepada perusahaan.
Ada komunitas adat yang merasa pernah dihubungi pihak
perusahaan dan petugas pemerintah bahkan mungkin ada
pemimpin formal dan informal di desa yang menanda tangani
berkas-berkas tertulis tertentu, mereka tidak diberi pertinggalnya.
Tidak jarang kalaupun mereka ikut menandatangani tetapi
sesungguhnya mereka tidak terlalu tahu ujung pangkalnya dan
tidak berdaya menolak apa yang diinginkan pihak-pihak yang
mendatanginya. Komunitas lokal kemudian juga tidak tahu jika
dokumen yang pernah mereka tandatangani lalu mungkin saja
diubah isinya oleh pihak lain, sampai kemudian mereka mengetahui
bahwa ada eskavator dan alat-alat berat milik perusahaan yang

masuk untuk membuka hutan dan perkebunan di wilayah mereka.”®

4.1.2 Upaya Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik
1. Mekanisme Kerja
Penerimaan permohonan upaya penyelesaian sengketa
pertanahan dalam rangka penyelesaian masalah konflik
pertanahan permohonan yang ditujukan oleh para pihak
disampaikan kepada Bupati Kampar yang kemudian
meneruskan permohonan tersebut kepada tim Fasilitasi
Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa di Kampar.
2. Koordinasi
Setelah menerima permohonan fasilitasi penyelesaian
konflik pertanahan dan sengketa lainnya dari para pihak, tim
melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kampar yang terkait termasuk pihak-

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka proses

penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya.




3.

Inventarisasi dan Identifikasi Bahan, Data dan Informasi

Tim bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan,

data dan informasi terkait dengan upaya penyelesaian

sengketa dan konflik pertanahan. Inventarisasi ini dilakukan

dengan :

a. Mengumpulkan/menghimpun data, bahan dan informasi
terkait dengan masalah konflik pertanahan;

b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan
lain yang terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan;

c. Melakukan analisa dan telaah baik yang Dbersifat
kebijakan maupun teknis dikaitkan dengan masalah
sengketa yang dihadapi serta telaahan yuridis
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Peninjauan/Pengecekan Lapangan

Bahan, data dan informasi yang dihimpun oleh tim,

kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dengan cara

melakukan peninjauan, pengecekan dan pengukuran di

lapangan. Dalam rangka peninjauan, pengecekan dan

pengukuran tersebut, tim melibatkan unsur:

SKPD teknis yang terkait

Unsur MUSPIDA

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Desa/Kelurahan

™ @ o0 o p

Tokoh masyarakat
g. Pihak-pihak lain yang dianggap tim berkepentingan

. Proses Mediasi

Setelah seluruh bahan, data dan informasi terkumpul dan
hasil kegiatan lapangan telah divalidasi dan diverifikasi, tim
memanggil masing-masing pihak (penggugat dan tergugat)

dalam kesempatan yang berbeda, apabila masing-masing
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pihak dapat memahami, mematuhi tata cara penyelesaian
konflik pertanahan yang ditawarkan oleh tim. Selanjutnya
kedua belah pihak akan dipertemukan dalam kesempatan
yang sama yang difasilitasi oleh tim untuk menyelesaikan
konflik dan sengketa pertanahan yang sedang dihadapi,
namun apabila tidak ada kesepakatan maka tim
merekomendasikan kepada para pihak untuk menyelesaikan
melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

. Penyusunan Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Setelah dilakukan proses mediasi dilakukan baik disepakati

ataupun tidak disepakati oleh para pihak, tim membuat

laporan seluruh hasil kegiatan fasilitasi penyelesaian
masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang
dihadapi serta membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati

Kampar. Laporan tersebut paling tidak harus menjelaskan

hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar proses fasilitasi, yakni permohonan tertulis dari
para pihak dan atau salah satu pihak kepada Bupati
Kampar untuk memfasilitasi penyelesaian konflik
pertanahan;

b. Kronologis langkah dan upaya yang dilakukan Tim
dengan mengacu pada SOP penyelesaian konflik
pertanahan;

c. Hasil yang diperoleh dari proses fasilitasi penyelesaian
konflik pertanahan;

d. Telaahan dan analisa tim baik dari aspek kebijakan,
yuridis dan aspek teknis

e. Saran dan rekomendasi kebijakan bagi Bupati Kampar
terhadap penyelesaian masalah konflik pertanahan dan

sengketa lainnya yang bersifat komprehensif dan final.
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7. Pelaporan
Setelah disusun laporan dan rekomendasi kebijakan
terhadap upaya penyelesaian konflik pertanahan, laporan
tersebut disampaikan kepada para pihak dan SKPD terkait
serta instansi lain yang berkepentingan dalam penyelesaian
konflik pertanahan.

8. Evaluasi
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penyelesaian
konflik pertanahan, perlu dilakukan evaluasi terhadap
seluruh rangkaian dan kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan
fasilitasi/mediasi atar para pihak yang bersengketa sesuai
tahapan upaya penyelesaian yang diatur dalam SOP.

4.1.3 Mekanisme Penanganan Penyelesaian Sengketa
Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa dapat
dikelompokkan kedalam tiga kelompok mekanisme penyelesaian
sengketa yang terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber agraria
di Provinsi Riau. Ketiga kelompok mekanisme dimaksud
mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten Kampar. Meski pada masing-masing terkadang tidak
berkaitan dan tidak berada dalam satu garis komando. Tiap
kelompok memiliki landasan yuridis baik secara langsung maupun
tidak langsung mengikat instansi-instansi yang berada dalam
kelompok-kelompok dimaksud. Pada akhirnya, akan mudah

menyusun rekomendasi bagi perbaikan ataupun penguatannya.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Riau tidak dapat
dilepaskan dari kebijakan yang bersumber dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Antara lain, dalam
penjelasan, umum, misalnya dinyatakan bahwa untuk menjamin
kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan

perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat
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melibatkan bantuan masyarakat di sekitamya. Melalui Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanganan konflik
nasional, pemerintah berkewajiban mengiventarisir, mencegah dan
menanggulangi konflik melalui tim terpadu kemudian diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang
mengungkapkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di
bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Ditegaskan bahwa salah satu kewenangan sebagaimana dimaksud
adalah penyelesaian sengketa tanah garapan. Selanjutnya dalam
ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam satu
provinsi,  dilaksanakan oleh  pemerintah  Provinsi  yang
bersangkutan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik seharusnya
dilakukan oleh pemerintah provinsi yang diserahkan kepada

pemerintah kabupaten.

Oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan 743/kpts-
11/1996 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan
dan terletak di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Riau
meliputi  Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten
Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohil, dan Kota
Pekanbaru yang merupakan lintas kabupaten/kota sehingga

penyelesaian konflik diselesaikan Pemerintah Propinsi Riau.

Kelompok kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa
dari lembaga sektoral. Pada tahun 2007 dibentuk tim gabungan
yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk
perwakilan dari pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar,
LSM, para pemimpin masyarakat lokal dan perwakilan perusahaan
Arara Abadi untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI
yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti

hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei
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tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim
oleh masyarakat®.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah daerah
dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah/lahan di
Provinsi Riau masih dalam proses menemukan bentuknya.
Dengan alasan rumitnya sistem birokrasi di dalam pemerintahan
yang ada. Selama ini yang dilakukan berupa koordinasi baik
koordinasi internal maupun eksternal (karena memang tim ini
beranggota lintas sektoral). Pada tingkat Kabupaten Kampar,
mekanisme penyelesaian sengketa yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah setempat dengan membentuk Tim Terpadu dan menyusun

Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

4.2 Konflik Sosial Etnik di Provinsi Lampung
4.2.1 Latar Belakang

Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa
berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti
etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. Penulis
akan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam peristiwa
konflik Balinuraga di Lampung Selatan dengan memakai
pendekatan analisis. Mas'oed menyatakan bahwa sebenarnya
bentrok antar warga di Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012
adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya
yang kembali terulang.”” Konflik tersebut sesungguhnya memiliki
akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua
kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan
transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga tambak udang,
sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas

sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Di sinilah

76 http://rinaldi-pbr.blogspot.com/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html. Diakses

hari Senin tanggal 15 September 2014

Tulisan Mochtar Mas’oed yang dikutip dalam website
http://setyowatidwi.wordpress.com/2012/11/30, Diakses pada hari Selasa tanggal 9
September 2014.
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pentingnya melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik

konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi,

edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses .

state building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan
demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab
gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika
pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi.
Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif

sebagai “putra daerah”.

Panggabean menilai terulangnya konflk Lampung
menunjukkan kégagalan dari pemerintah khususnya aparat
keamanan untuk mencegah terjadinya konflik.78 Terlebih, telah
diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan
konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung
Selatan setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan
gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena
intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas, yang
terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan
pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik
juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan akan tetapi
mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika
kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki
banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang
berulang seperti di Lampung Selatan, pencegahan harus menjadi
pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.
Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung Selatan ini

menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak

baik dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.




Konflik yang terjadi di Lampung Selatan melibatkan dua
kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat
yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang
beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai “suku asli’
ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis
Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali
termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan
sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai
peristiwa tersebut. Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat
diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun
tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Pertama adalah
pemerintah daerah setempat. Beberapa kasus yang mencuat,
kebijakan bupati dan gubernur, Lampung Selatan yang agak
sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Disesalkan
dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan
gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi
mediator. Kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada
di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga
untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah
ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan
trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan,
dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang
menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya

rekonsiliasi.

Selain itu, faktor-faktor di balik muncul dan berkembangnya
konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau roof causes yang
seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan.
Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat
dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan
penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara
Etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan

hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga
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disuburkan oleh tersisihnya Etnis Dayak dari penguasaan politik-
ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung Selatan juga
dapat diteropong dengan kerangka tersebut. Ketimpangan dalam
penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang
sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan

etnis di wilayah tersebut.

Kelompok masyarakat Etnis Bali di Lampung Selatan
sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi,
sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di
Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung
“hanya” menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan
perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong
cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial
berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik
yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-
ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara
mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh
masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan.
Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang
semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama
menjadi individualistis. Bergesernya tradisi generasi lama yang
berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi
generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris
sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota
kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik
Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang
menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi. Selain itu, pergolakan
sosial di Lampung Selatan awalnya lebih karena persoalan tanah

atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-

insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden

Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena

kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda




motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka

jatuh.

Syafarudin méngemukakan bahwa konflik yang pernah ada
selama ini tidak pernah ditangani secara tuntas, implementasinya
rendah dan tidak maksimalnya peran pranata yang ada, khususnya
pemerintah lokal yang seharusnya dekat dengan masyarakat dan
mengayomi.” Pemerintah lokal harus menjadi fasilitator dalam
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di
tengah rakyat sehingga ketika ada letupan sekecil apapun, dapat
menjadi tokoh yang didengar dan mau mendengarkan serta
disegani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik yang
penuh dengan kekerasan di Lampung Selatan adalah sebuah
rangkaian dari kekerasan struktural berupa kesenjangan ekonomi,
dimana pada satu sisi ada kelompok yang diuntungkan oleh
struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang ada dan di sisi
lain ada kelompok yang tersisinkan, serta kekerasan kultural
berupa perbedaan etnis yang “melegitimasi’® bentuk-bentuk
kekerasan lainnya. Tanpa upaya memutus mata rantai segitiga
kekerasan ini, konflik-konflik akan terus bermunculan, sewaktu-

waktu tanpa pernah dapat diduga.

4.2 Upaya Penanganan Konflik
4.2.1 Pencegahan

Dalam pasal 1, Pencegahan Konflik adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Dalam Pasal 6 Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan

secara damai;

”® Tulisan Syafarudin dari Universitas Lampung seperti yang di beritakan pada harian Lampung
Post pada tanggal 29 Oktober 2012
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c. meredam potensi Konflik; dan

d. membangun sistem peringatan dini.

Proses Kompromi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu

sebelum terjadinya bentrok yang terbesar antar desa, Kepala Desa
Patok sebagai Kepala Desa di tempat kejadian memanggil masing-
masing Kepala Desa Balinuraga dan Kepala Desa Agom untuk
menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Kepala
Desa Agom meminta agar Kepala Desa Balinuraga meminta maaf
secara terbuka kepada warga Desa Agom. Tetapi Kepala Desa
Balinuraga beranggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah
antar pemuda-pemudi yang bisa diselesaikan secara pribadi antar
keluarga korban, bukan masalah antar Kepala Desa. Kemudian
keluarga pemuda asal Desa Balinuraga mendatangi rumah
keluarga gadis dari Desa Agom tersebut dengan maksud untuk
menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun niat baik itu
tidak mendapat sinyal positif dari keluarga gadis Desa Agom
dengan alasan mengapa Kepala Desa Balinuraga tidak ada usaha
untuk menyelesaikan masalah antar desa tersebut sehingga
terjadilah perdebatan dengan nada yang sangat tinggi dari kedua
belah pihak dengan argumennya masing-masing. Masalah yang
mulanya hanya masalah kecil yang dapat diselesaikan secara
kompromi yaitu dengan suatu bentuk akomodasi yang dilakukan

dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar

tercapai penyelesaian dari perselisihan. Penyelesaian konflik pada
tahap ini akhirnya tidak dapat menemui titik terang dan kemudian
menjadi konflik kekerasan antar Desa pada malam tanggal 27
oktober sampai 29 oktober 2012%.

®Anisa Utami, Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku
Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan);Jurusan limu
Pemerintahan, Fakultas llimu Sosial Dan lImu Politik Universitas Diponegoro diakses pada
‘ tanggal 3 oktober 2014
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Melihat implementasi dari pasal pencegahan ini yang

dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah pada
intinya belum terlaksana dengan baik di Lampung, hal ini
dikarenakan mediasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah
termasuk didalamnya Kapolda Lampung terhadap kedua kubuh
yang bertikai tidak memiliki pengaruh yang besar bahkan sama
sekali tidak berpengaruh. Mediasi yang dilakukan dengan
mempertemukan kedua tokoh adat tidak mampu meredam konflik
dan konflik tetap terjadi ketika itu, hal ini dikarenakan bentuk
mediasi hanya dilakukan dari atas dan tidak mampu untuk di follow
up. Selain itu pihak kepolisian sendiri telah melakukan kunjungan
ke warga-warga yang bertikai untuk memberikan himbauan agar
tidak terjadi konflik akan tetapi tidak berhasil. Selain itu
permasalahan  perekonomian masyarakat yang timpang
menyebabkan terjadinya rasa iri antara masyarakat pribumi dengan

masyarakat pendatang.

Pembangunan sistem peringatan dini dalam hal ini telah
dilaksanakan oleh pihak kepolisian, bilamana terjadi konflik maka
masyarakat segera mungkin untuk mengungsi di Asrama Polisi
ataupun di SPN. Tentunya pihak kepolisian pun telah
mengerahkan intelijen untuk sewaktu-waktu melihat kondisi

masyarakat untuk mencegah terjadinya pertikaian.

Bukan hanya itu belum adanya kebijakan yang dapat
mempertemukan atau menyatukan kedua adat yang bertikai,
ataupun sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat Lampung bukan hanya sebatas program atau
kebijakan yang bersifat sendiri-sendiri disetiap daerahnya. Selain
itu sikap pemerintah yang seakan-akan berjalan sendiri untuk saling
memperebutkan jabatan, politikus pun begitu termasuk aparat
hukum yang masih berjalan sendiri-sendiri. Salah satu kebijakan

yang dapat dilakukan yaitu misalnya saja produksi alat-alat
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sembahyang dari Etnis Hindu bisa diproduksi oleh Etnis Lampung,
ataupun sebaliknya Etnis Bali memproduksi bahan-bahan lainnya
yang menjadi kebutuhan masyarakat asli sehingga terjalin rasa
kekeluargaan sehingga dapat hidup harmonis. Adanya
pertandingan-pertandingan olahraga yang mengintegrasikan antar
wilayah, misalnya saja pertandingan sepak bola yang dalam satu
tim bukan hanya terdapat satu etnis saja didalamnya akan tetapi
terdapat berbagai etnis sehingga akan menimbulkan rasa Bhinneka

Tunggal lka.

Penghentian Konflik

Dalam Pasal 12 Penghentian Konflik dilakukan melalui:

a. penghentian kekerasan fisik;

b. penetapan Status Keadaan Konflik;

c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban;
dan/atau

d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Implemetasi pasal diatas dengan konflik di Lampung Selatan ini

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penghentian kekerasan yang dilakukan TNI dan POLRI dengan
jumlah personil 1000 orang tidak mampu menghentikan ribuan
masyarakat yang datang untuk menyerang Desa Balinuraga
sehingga penghentian kekerasan gagal dilakukan ketika itu
sehingga menewaskan beberapa masyarakat yang berada di
persawahan, perkebunan dan lain-lain.®' Dapat disimpulkan
bahwa bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dan
Polri belum cukup untuk menghentikan pertikaian ketika itu.
Elemen pemerintah daerah mendapat teguran langsung dari
Presiden untuk lebih aktif bekerjasama dengan POLRI dan TNI,
bukan hanya mengandalkan kedua lembaga ini akan tetapi ikut

terlibat didalamnya.

# Lampung Selatan Berdarah, Siapa Salah? http://fokus.news.viva.co.id/news/read/363482-
lampung-selatan-berdarah--siapa-salah-. Diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014
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2)

Peristiwa ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Sebelum bertolak ke Inggris, untuk
menghadiri pertemuan puncak The Asia-Europe. Meeting
(ASEM)*, Presiden meminta segenap pemangku kepentingan
turut bertanggung jawab mengatasi aksi kekerasan horisontal
yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di
Lampung Selatan. Beliau menginginkan tanggung jawab itu
tidak hanya dibebankan kepada aparat kepolisian dan TNI tetapi
juga pemangku kepentingan lainnya. Pernyataan presiden itu
kemudian diperjelas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan bahwa
maksud presiden adalah agar seluruh pemangku kepentingan
seperti kepala daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil
ikut bersama-sama mencegah.

Penetapan status keadaan konflik di Lampung juga tidak
dikeluarkan oleh presiden maupun Kepala Daerah yang
menandakan bahwa tidak adanya tindak cepat untuk
menangani masalah yang ada di Lampung. Seketika konflik ini
dinyatakan sebagai skala provinsi maka keamanan yang
bertindak ke lapangan berasal dari provinsi begitupula jika
berskala nasional maka pihak kemanan yang bertindak juga
berskala nasional. Namun pada saat itu tidak adanya penetapan
status keadaan konflik di Lampung. Ternyata seiring berjalannya
waktu pada tahun 2014 dilakukan Uji Materi Sidang Perkara
Nomor 8/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pasal yang diujikan pada kali ini yaitu mengenai
penetapan  status keadaan konflk yang dianggap

inkonstitusional. Hal ini disebabkan penetapan status keadaan

& 1pid
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konflik dianggap tidak seharusnya dikeluarkan oleh bupati atau
gubernur namun seharusnya dikeluarkan oleh presiden.

3) Bentuk implementasi dari pasal ini dapat dilihat pada saat
terjadinya Konflik 1200 warga Desa Balinuraga telah di ungsikan
ke SPN untuk menghindari konflik yang terjadi antar etnis ini.
Selain itu polisi juga menjamin keselamatan warga yang akan
kembali kerumahnya ketika pasca konflik. Hal ini merupakan
salah satu bentuk tindakan penyelamatan, dan perlindungan

korban®,.

Setelah melihat dari beberapa fakta dilapangan mengenai
penghentian konflik oleh pemerintah baik itu kerjasama dengan TNI
dan Polri dalam kasus ini ternyata tidak memberikan hasil yang baik
sehingga tidak mampu membendung konflik dan menyebabkan
jatuhnya korban serta pengrusakan fasilitas-fasilitas umum dan

rumah-rumah warga.

4.2.3 Pemulihan Pasca Konflik
4.2.3.1Tahap Rekonsiliasi

Pelaksanaan pemerintah daerah dalam tahap rekonsiliasi
tahap perundingan secara damai, pemberian restitusi dan
pemaafan telah dilaksanakansa. Berikut merupakan Laporan dari

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :

a. Telah dilakukan Perjanjian perdamian antara warga masyarakat
Lampung Selatan yang berasal dari Suku Lampung dan Suku
Bali pada tanggal 14 November 2012.

b. Telah dilakukan deklarasi dan sosialisasi perjanjian damai
antara kedua belah pihak pada tanggal 21 November 2012,

bertempat di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung

®pemerintah: Relokasi bukan solusi konflik Lampung
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita indonesia/2012/10/121030 lampung brawl.shtml.
Diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014

8 Penanganan Konflik Lampung Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia, di akses pada tangga! 3 oktober 2014
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Selatan. Kegiatan deklarasi berjalan dengan tertib dan lancar

dan dihadiri oleh undangan berjumlah lebih dari 5000 orang

yang terdiri dari:

Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL)

Kelompok Masyarakat Lampung (POKMAL)

Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh
pemuda dari kedua belah pihak

Perwakilan dari 17 Kecamatan di lampung Selatan

Utusan kementerian Sosial

Anggota FORKOMINDA Lampung Selatan

c. Acara deklarasi dan sosialisasi perdamaian :

Pernyataan permohonan maaf dari warga Lampung asal
Suku Bali

Penerimaan atas permohonan maaf dari warga Lampung
Asal Suku Lampung

Seangkonan Muakhi (Angkat Saudara)

Pembacaan lkrar Perdamaian

Pemotongan hewan kerbau sebagai symbol adat

Selain itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah

pusat, Pemerintah Lampung, pemerintah kabupaten/kota lainnya,

serta berbagai elemen masyarakat telah disalurkan kepada

masyarakat yang berhak menerimanya.

4.2.3.1 Tahap Rehabilitasi dan Tahap Rekonstruksi

Pasca terjadinya konflik Kementerian Perumahan Rakyat

atas Instruksi Wakil Presiden ditugaskan membantu proses
rehabilitasi. Selain itu pertemuan antara kedua belah pihak yang
bertikai telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten
bersama dengan para tokoh, pemerintah telah melakukan sejumlah

langkah penanganan konflik, meliputi penampungan pengungsi,
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pengamanan lokasi konflik agar tidak terjadi konflik susulan, serta

mendorong kesepakatan damai®®

Pemerintah pusat dari berbagai kementerian telah
memberikan bantuan berbagai sektor di lokasi konflik Kabupaten
Lampung Selatan, sebesar Rp 4,5 miliar. Bantuan ini diberikan
kepada Pemkab Lampung Selatan dan Pemprov Lampung, untuk
segera dijalankan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Menko
Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Al Djufri, Menpera
Djan Faridz, dan Wamenkes Ali Gufron Mukti, kepada Gubernur
Lampung disaksikan Bupati Lampung Selatan dan jajaran Forum
Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), di Pemprov Lampung.
Penggelontoran bantuan pemerintah pusat ini untuk merehabilitasi
rumah yang terbakar, rusak berat, ringan, termasuk rumah yang
tidak layak huni di lokasi kejadian maupun desa lainnya.
Selanjutnya, bantuan ini untuk MCK, dapur umum, dan perbaikan
sekolah. Selain itu, pemberian bantuan ini juga tidak hanya dalam
bentuk fisik, namun juga dalam bentuk material seperti pemberian
buku-buku pelajaran sekolah, termasuk pemberian obat-obatan.
Bantuan ini juga untuk membenahi infrastruktur jalan dan fasilitas
umum yang rusak akibat kejadian tersebut. Kementerian Pekerjaan
Umum telah selesai mendata kerusakan infrastruktur dan lainnya

untuk segera direhabilitasi®.

Selain itu hadirnya Jusuf Kalla sebagai Ketua PMI Nasional
yang siap memberikan bantuan pengobatan kepada seluruh korban

konflik, dan rehabilitasi rumah-rumah penduduk. Pada saat itu

% Konflik Lampung : Pemerintah Siapkan Dana Guna Proses Rehabilitasi

http://wartapedia.com/nasional/hankam/9497-konflik-lampung-pemerintah-siapkan-dana-

guna-proses-rehalitasi . Diakses pada hari Kamis tanggal 11 September 2014

86http://www.republika.co.id/berita/nasionaI/daerah/l2/11/06/md2|xa-pemerintah-bantu-
rehabilitasi-konflik-rp-45-m Di akses pada tanggal 3 oktober 2014
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juga beliau turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi yang

terjadi dan mengharapkan proses rekonsiliasi cepat dilakukan®’.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemérintah pusat dan
pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan kerjasama
untuk melaksanakan tahap rehabilitsi sehingga kondisi sosial
masyarakat dapat berjalan kembali secepatnya. Pemerintah
berhasil mendamaikan kedua etnis tersebut dibuktikan dengan
kondisi kehidupan sehari-hari antar desa yang sudah normal dan
menunjukkan adanya perubahan-perubahan sikap baik etnis Bali
maupun etnis Lampung. Pasca konflik kekerasan tersebut, etnis
Bali, etnis Lampung dan etnisetnis lainnya yang ada di Kabupaten
Lampung Selatan membentuk forum-forum keagamaan seperti
FKUB (Forum Kerukunan antar Umat Beragama) yang bertujuan
untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan antar
etnis-etnis yang berbeda di Kabupaten Lampung Selatan®® Akan
tetapi hingga saat ini Lampung belum membentuk Satgas

Penanganan Konflik Sosial.

4.3 Konflik Pertanahan di Jawa Barat
4.3.1 Konflik Lahan Gereja Kristen Indonesia Yasmin

Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau disingkat GKI Yasmin
adalah Gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, Indonesia
dibawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di
Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Bogor,
Jawa Barat. GKI ini memperoleh nama Yasmin karena berlokasi di
Perumahan Taman Yasmin. Pada tanggal 8 Mei 2001
ditandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli antara PT. Inti

Innovaco dengan GKI Jawa Barat. Pihak GKI mengumpulkan

)k Rekonsiliasi-Rehabilitasi di Lamsel Jangan Terlambat ,
http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=18&k=politik&i=13546. Diakses pada
hari Kamis tanggal 11 September 2014

® Anisa Utami, lo.cit.,
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tanda tangan dukungan warga selama tahun 2002 sampai 2006
hingga diperoleh 445 buah tanda tangan warga yang mendukung.
Pada tanggal 13 Juli 2006, Walikota Bogor mengeluarkan IMB GK|
Taman Yasmin melalui SK Nomor 645.8-372.8°

Pada tanggal 10 Maret 2002 berkumpul warga sekitar
sebanyak 170 orang dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak
Keberatan atas pembangunan gereja yang terletak di Taman
Yasmin Sektor Ill Kavling 31 yang terletak di Jalan Ring Road
Bogor Barat Kota Bogor, Kelurahan Curug Mekar. Kegiatan sosial
kemudian dilakukan antara 2003-20086, yaitu 1 Maret 2003, 25
Oktober 2005, 8 Januari 2006, 12 Januari 2006, 14 Januari 2006,
dan 15 Januari 2006. Dokumen pendukung pun dipersiapkan
untuk memperoleh IMB GKI Yasmin, diantaranya:

1. Tanggal 15 Februari 2006, rekomendasi pembangunan
gereja dari Walikota Bogor a/n GKI Jawa Barat Ji.
Pengadilan No. 35 Bogor, untuk memproses IMB
601/389-Pem.

2. Tanggal 3 Maret 2006, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota (DLHK) Bogor menerbitkan saran
Teknis No. 660.1/144/DLHK a.n. GKI Jawa Barat Jl.
Pengadilan No. 35 Bogor.

3. Tanggal 14 Maret 2006, Kantor Pertanahan Kota Bogor
menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
dalam Rangka perubahan Penggunaan Tanah No.
460/20/PT-PGT-P/2006 a.n. GKI Jawa Barat sehubungan
dengan rencana Pembangunan gedung GKI.

4. 15 Maret 2006, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kota Bogor menerbitkan Penilaian Saran Teknis lalu
Lintas No. 503/262-DLLAJ.

8 Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam
Negeri: Instrumen PGKDN 2014 Program Strategik Kemendagri Bidang Polhukam.
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5. Tanggal 3 April 2006, Permohonan Rekomendasi Tata
Hijau (Permohonan untuk memakai taman/jalur hijau,
saluran drainase, dan trotoar untuk jalan masuk dan
keluar) dan pemasangan titk Penerangan jalan Umum
No. 090/MJ-GKIBgr/IV/06 kepada Kepala Dinas tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor.

6. Tanggal 12 April 2006, Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kota Bogor telah menerbitkan Surat Izin Pembuatan
Jalan Masuk No. 503/238/018-BINA.

7. Tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Bina Marga
menerbitkan Surat No. 610/319/018-BIMA perihal saran
teknis.

8. Tanggal 30 Mei 2006, Dinas tata Kelola dan Pertamanan
Bogor menerbitkan Pengesahan Site Plan No. 654.8/705-
DTKP.

9. Tanggal 13 Juli 2006, GKI memperoleh SK Walikota
Bogor tentang IMB No. 645.8.372 Tahun 2008,
ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan

Pertamanan Kota Bogor.%

Polemik keberadaan GKI Yasmin bermula adanya penolakan
oleh 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10
Januari 2006. Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspika
(Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh masyarakat
Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada
tanggal 25 Januari 2006 mereka melayangkan surat kepada
Walikota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang
mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda
tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan
GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GK| Yasmin
dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan

90http://Iemsakti.blogspot.com/ZOl1/12/kasus.—gki—yasmin-lambanpz—kelemahan.html.
Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September 2014
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Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP tahun 2008 yang dikeluarkan

pada tanggal 28 Februari 2008.°"

Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin

adalah:;

1. Mengatasnamakan pembagian dana pembangunan wilayah dan
membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut, warga
diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan,
selanjutnya tanda tangan dipotong dan ditempelkan pada kertas
yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas
pembangunan gereja.

2. Pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari
Kepala Departemen Agama setempat.

3. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal
pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di
wilayah setempat.

4. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat.

5. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI,
Dewan Gereja Indonesia (DGI), Parisada Hindu Dharma, MAWI,
Walubi, dan Ulama/Kerohanian.

6. Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, tentang Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang
harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang dari
umat agama lain di wilayah tersebut, dan para pejabat setempat
(Lurah/Kades) harus  mengesahkan  persyaratan ini.
Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala
Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau

kotamadya.

Y 1bid
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Atas dasar penyimpangan yang dilakukan oleh pihak GKI
Yasmin dan desakan warga sekitar, Pemerintah Kota Bogor melalui
Dinas Tata Ruang Kota dan Pertamanan (DTKP) mengeluarkan
surat pembekuan IMB pembangunan gereja.92 Jemaat GKI Yasmin
mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja
mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi
TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya
dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN
Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008;
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.
241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009
Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No.
503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008
dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut.
Walikota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006
Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota
Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai
pelaksanaan perintah Walikota. Walikota Bogor menyediakan
Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jeymaat GKI
Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar,
mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan
K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta
melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006

tentang Ketertiban Umum.

Tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor
mengeluarkan  putusan No.  265/Pid.B/2010/PN.Bgr  yang

menyatakan bahwa Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai

92http://www.voa—islam.com/read/indonesiana/ZOl1/12/02/16880/;{ki-\,'asmin-bogor-gereia-
ilegal-yang-hobi-melanggar-aturan/;#sthash.BtlszynY.dpbs. Diakses hari Minggu tanggal 14
September 2014
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ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemalsuan tanda
tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga
pada saat proses perizinan pembangunan gereja Yasmin.
Menanggapi putusan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan
IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan
adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. Pemalsuan
tanda tangan digunakan untuk menerbitkan IMB GKI Yasmin.
Dasar yang digunakan walikota Bogor untuk mengeluarkan surat
tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri
Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah lbadah serta
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Bangunan Gedung.®* Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor
memutuskan untuk mengembalikan semua biaya perizinan yang
dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor, membeli tanah GKI
Yasmin atau merelokasi pada tanah milik pemerintah Bogor di
tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai tempat
peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin.

Dalam konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan
melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan
beribadah sesuai agama yang dipeluknya. Soal pelarangan ibadah
di GKI Yasmin, Mahkamah Agung telah mengukuhkan izin
pendirian bangunan gereja itu melalui putusan nomor 127
PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010. Namun
Walikota dan Polres Kota Bogor dengan berbagai alasan tetap

melarang jemaat beribadah di dalam gereja. Mayoritas warga

gahttp://www.voa—islam.com/read/indonesiana/ZOl1/12/02/16881/wa|ikota—bogor-sudah-,
melaksanakan-putusan-pk-ma/;#sthash.lg9Gtcis.dpbs. Diakses hari Minggu tanggal 14
September 2014.
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perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor
mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin.
Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta
aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan

oleh aparat keamanan.

Ombudsman RI kemudian mengeluarkan rekomendasi
dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VI11/2011 pada tanggal
8 Juli 2011 tentang (1) pencabutan keputusan Wali Kota Bogor
tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari
Pemerintah Kota Bogor. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa
Walikota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik
administrasi, menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum dan mengabaikan kewajiban hukum, meminta
Walikota Bogor untuk mencabut SK Nomor 645.45-137 tanggal 11
Maret 2011 dalam waktu 60 hari (18 September 2011), (2) meminta
Gubernur Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Walikota Bogor
untuk penyelesaian masalah GKI Yasmin, (3) Menteri Dalam Negeri
agar melaksanakan pengawasan atas penyelesaian konflik

tersebut.®*

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa bahwa
Pemerintah Bogor harus melaksanakan Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010. MA juga
menghimbau jika jemaat GKI Yasmin merasa dirugikan atas
dikeluarkannya SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011, mereka dapat
melakukan upaya hukum ke pengadilan yang berwenang.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan mengeluarkan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota

Bogor, Polresta Bogor, dan Polda Jabar terus melaksanakan

94http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/ZO11/12/02/16880/;~zki-vasmin—bogor-;qere]a-
ilegal-yang-hgbi-melanggar-aturan/;#sthash.BtiszynY.dpbs. Di akses hari Minggu tanggal 14
September 2014
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langkah dan proses hingga mendapat kepastian hukum. Langkah
persuasif terhadap pihak GKI Yasmin juga perlu diintensifkan, serta
menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan jika jemaat
GKI Yasmin bersedia untuk direlokasikan. Kementerian terkait
diminta untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Bogor
hingga masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan (19
Agustus 2011), Polresta Bogor dan Polda Jabar memberikan
pengamanan terutama saat jemaat GKI| Yasmin melaksanakan
peribadatan di hari minggu. Komunitas inteljen diminta
melaksanakan penyelidikan terhadap usaha pihak tertentu yang
berusaha memblow-up masalah ini menjadi isu internasional
tentang diskriminasi antar umat beragama sehingga merugikan

nama Indonesia di forum internasional.

Putusan PTUN dan MA sudah dilaksanakan sebelum
rekomendasi Ombudsman muncul sehingga kini yang berlaku
adalah Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 645.45-137 tahun
2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang pencabutan
IMB GKI Yasmin. Ketua Forkami (Forum Komunikasi Muslim
Indonesia), Ahmad Iman, menegaskan bahwa kasus GKI Yasmin
bukan persoalan kerukunan umat beragama, melainkan murni
permasalahan hukum, yakni pemalsuan tandatangan warga dalam
proses pengajuan IMB GKI Yasmin. Forkami adalah perkumpulan
warga Curug Mekar, Wangkal, dan Perumahan Taman Yasmin
yang berdiri untuk mengawal kinerja aparat pemerintah dalam
menangani kasus GKI Taman Yasmin Bogor, agar bekerja dengan

baik, jujur, dan amanah.

Tahun 2012, Albert Hasibuan, salah satu anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, berinisatif menyelesaikan sengketa
dengan mengajukan usulan agar Walikota Bogor menaati
keputusan MA dan rekomendasi Ombudsman Rl. Setelah gereja

difungsikan kembali, maka di samping gereja dibangun masjid
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sebagai lambang kerukunan antar umat beragama. Kedua pihak
setuju dengan tawaran tersebut. Menkopolkam mengontak
pengurus PGl (Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia) dan Sinode
GKI untuk ikut menyelesaikan konflik, tetapi pengurus PGl menolak
tawaran itu. Pengurus PGl mengingatkan pemerintah untuk tidak
membuat opsi relokasi karena akan menjadi yurisprudensi bagi
masalah gereja lain. Selain itu, menurut pendeta Gomar dari PGI,
kebijakan relokasi akan memunculkan "kampung Islam dan

kampung Kristen".

Pemerintah bersama Sinode GKI, tanpa melibatkan jemaat
GKI Yasmin, mengadakan pertemuan dengan Walikota Bogor.
Pemerintah  kota Bogor mengirimkan surat bernomor
452.1/1845/huk kepada Sinode GKI yang isinya adalah penawaran
relokasi GKI Yasmin ke jalan Sumeru no 33 sebagai lokasi yang
baru. GKI Pengadilan Bogor, induk Bapos Jemaat Yasmin,
menghentikan  pengurus Jemaat GKI Yasmin, kemudian
menyerahkan penyelesaian persoalan kepada Sinode (pertemuan
dalam Agama Kristen) GKI. Sinode GKI mengeluarkan surat
edaran kepada seluruh jemaat yang isinya pengambilalihan kasus
GKI Yasmin serta semua publikasi yang menyangkut GKI Yasmin
harus mendapat persetujuan dari Sinode. Kepada pengurus PGlI,
Sinode GKI mengirim surat yang isinya pelarangan ibadah di
seberang istana sejak Maret 2012. Sinode GKI tidak akan
bertanggungjawab jika masih ada ibadah yang mengatasnamakan
GKI Yasmin di seberang istana. Semua aktivitas menyangkut GKI
Yasmin yang bukan berasal dari Sinode tidak berada di bawah

tanggungjawab Sinode.

Bulan Desember 2012, pengurus Sinode GKI mengadakan
rapat kerja dan memberikan keputusan menyangkut GKI Yasmin

sebagai berikut:
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a. Sinode meminta walikota Bogor mematuhi putusan

Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI yang
menyebutkan bahwa GKI Yasmin tidak melanggar hukum.

b. Sinode meminta pencabutan pembekuan IMB bangunan
gereja Yasmin.

Walikota Bogor diminta membuka gembok gereja.

d. Tidak akan dilakukan relokasi.

e. Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh walikota Bogor,
Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan
lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai tempat
ibadah.

Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi
memutuskan melaksanakan ibadah di depan Istana Negara dengan
harapan bisa mendapat perhatian dari Presiden. Setiap dua minggu
sekali para jemaat dari dua rumah ibadah tersebut melaksanakan
ibadahnya di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka
Utara, Jakarta Pusat. Banyak kalangan mendesak Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menertibkan Walikota
Bogor dan bertanggung jawab menutup polemik GKI Yasmin,
karena dikhawatirkan kasus serupa akan menjalar kemana-mana.
Pejuang HAM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM Imparsial,
Rachland Nashidik, mengatakan, tidak tersedia dasar hukum yang
cukup bagi presiden untuk melakukan intervensi. Meskipun
Mendagri memerintahkan Walikota membatalkan pencabutan IMB
Gereja Yasmin, walikota berkeras menolak dengan argumen
putusan pengadilan ‘pada tingkat PN dan Banding justru
mengalahkan GKI Yasmin. Dalam kompleksitas masalah demikian,
tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi Presiden untuk
melakukan intervensi. Dalam era otonomi daerah saat ini, Presiden
tidak bisa memecat kepala daerah yang melanggar konstitusi
sekalipun. Pemecatan, bila dimungkinkan, hanya bisa dilakukan

pada level pemerintahan daerah.
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Kekisruhan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI)
Yasmin masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human
Rights Watch tahun 2012. Laporan yang diberi nama "Human
Rights Watch World Report 2012, Events of 2011", halaman 337,
alinea 2 dan 3, dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia
oleh Human Rights Watch yang berbunyi:

"In January the Supreme Court ordered the reopening of a
Presbyterian church known locally as GKI Yasmin,
overturning the Bogor administration’s ruling which had
revoked the church’s building permit. However, Bogor Mayor
Diani Budiarto refused to comply. Government ministers
offered the church ‘relocation.” In October an Islamist
organization began to harass churchgoers who were holding
Sunday services on a sidewalk outside the sealed church."
"Senior government officials—including Minister of Religious
Affairs Suryadharma Ali, Home Affairs Minister Gamawan
Fauzi, and Minister of Human Rights and Law Patrialis
Akbar—continued to justify restrictions on religious freedom
in the name of public order."

"Pada Januari Mahkamah Agung memerintahkan untuk
membuka kembali sebuah gereja Presbyterian yang secara
lokal dikenal sebagai GKI Yasmin, membatalkan keputusan
pemerintah Bogor yang mencabut surat izin mendirikan
bangunan gereja tersebut. Namun, Walikota Bogor Diani
Budiarto menolak  untuk  melaksanakan. Pejabat
pemerintahan menawarkan "merelokasi" gereja. Pada
Oktober sebuah organisasi Islam mulai melakukan
kekerasan pada umat yang beribadah di hari Minggu di tepi
jalan gereja yang ditutup. "Pejabat tinggi pemerintahan
senior termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Patrialis Akbar terus menegaskan
pembatasan kebebasan beragama atas nama ketertiban
umum."%®

Peduli Yasmin adalah perjuangan damai jemaat GKI Yasmin
yang belandaskan keyakinan bahwa semangat iman dan
kebangsaan mereka adalah satu, dengan demikian mereka

memiliki hak yang sama untuk beribadah sebagaimana penduduk

Indonesia yang lain.

% http://id.wikipedia.org/wiki/GKI-Yasmin. Diakses hari Selasa tanggal 16 September 2014
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4311 Penanganan Konflik
4.3.1.1.1 Pencegahan Konflik:

1) Pemerintah Daerah Bogor selalu berkoordinasi dan
bekerjasama dengan aparat keamanan, tokoh agama
dan tokoh masyarakat untuk tetap berusaha menjaga
kondisi damai di masyarakat.

2) Pemerintah  kota Bogor senantiasa  melayani,
memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan

oleh masyarakat.*
4.3.1.1.2 Penghentian Konflik:

1) Pemerintah Daerah Bogor bersama aparat keamanan
memberikan pengamanan kepada jemaat GKI Yasmin
yang melakukan ibadah, baik itu yang dilakukan di depan
GKI Yasmin maupun di depan istana negara. Hal ini
bertujuan agar permasalahan GKI Yasmin dapat
secepatnya diselesaikan dan tidak meluas.®’

2) Pemerintah Kota Bogor menyegel GKI Yasmin
dikarenakan GKI Yasmin tidak menghiraukan teguran
yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kota Bogor
untuk menghentikan pembangunan, sebagai konsekuensi
dari pencabutan IMB GKI Yasmin (Surat Keputusan
Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB
GKI Yasmin). Penyegelan tersebut dilakukan oleh Satpol
PP Kota Bogor, didampingi oleh unsur Polresta Bogor
dan Koramil Bogor.®® Penyegelan ini dikarenakan
kuatnya desakan masyarakat sekitar dan Ormas-Ormas

Islam seperti Forum Komunikasi Muslim Indonesia

% Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam
Negeri: Instrumen PGKDN 2014 Program Strategik Kemendagri Bidang Polhukam, 2014.

*’https://id.berita.yahoo.com/jemaat-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-beribadah-di
071306354.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014

*® http://www.antaranews.com/berita/177457/pemkot-bogor-segel-gereja-yasmin, diakses pada
tanggal 4 Oktober 2014
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(FORKAMI) Bogor dikarenakan pembangunan GKI
Yasmin bermasalah secara hukum pasca putusan
Pengadilan Negeri Bogor No. . 256/Pid.B/2010/PN.Bgr
yang menyatakan bahwa Munir Karta yang pada waktu
menjabat sebagai ketua RT dinyatakan bersalah
dikarenakan telah melakukan pemalsuan tanda tangan
warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga
pada saat proses perizinan pembangunan gereja
Yasmin.*

Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan ikut
mengamankan dan mengawasi aksi-aksi yang dilakukan
oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Baik itu yang
dilakukan oleh umat Kristen'® maupun umat Islam".
Penegakan hukum bagi masyarakat. Penetapan Jayadi
Damanik sebagai tersangka atas kasus terlukanya
Kepala Satpol PP yang pada sat itu ikut mengawasi
pelaksanaan ibadat GKI Yasmin merupakan salah satu
bukti atas ketegasan pelaksanaan hukum. Kejadian ini
bermula ketika jemaat GKI yasmin melakukan ibadat di
trotoar. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum,
kegiatan ini telah mengganggu ketentraman umum. Atas
pelanggaran hukum tersebut, Satpol PP Kota Bogor
berusaha untuk menertibkannya. Aksi saling dorong
antara Satpol PP dan Jemaat GKI Yasmin pun tidak
dapat dihindari, yang pada akhirnya kejadian tersebut

menyebabkan Kepala Satpol PP terluka. %

99 . . .
Laporan Perjalanan Dinas, lo.cit.,
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http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/82164/puluhan-jemaat-gki-yvasmin-kembali-demo-
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di-depan-istana-005-debby.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.

http://www.tempo.co/read/news/2010/12/31/082302946/Terkait-Gereja-Yasmin-Massa-HTI-
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Geruduk-Kantor-Wali-Kota-Bogor, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.

http://indonesia.ucanews.com/2012/01/30/jemaat-gki-yasmin-jadi-tersangka/. Diakses pada

tanggal 4 Oktober 2014
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4.3.1.1.3 Pemulihan Pasca Konflik:

1)

2)

3)

Pemerintah Daerah Bogor melakukan pertemuan dengan
Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Ormas-
Ormas Islam dan GKI Yasmin. Dengan pertemuan
tersebut dihasilkan kesepakatan yakni Pemerintah
Daerah Bogor mencarikan lahan baru untuk jemaat GKI
Yasmin dan mengeluarkan izinnya untuk mendirikan
tempat ibadah. Pemerintah juga akan memberikan lahan
GKI Yasmin yang lama, asalkan lahan itu tidak digunakan
sebagai tempat ibadah.'® Menindaklanjuti kesepakatan
tersebut, Pemerintah Daerah Bogor menyediakan
Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja
jemaat GKI Yasmin yang disegel.'®*

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran
sebesar 10 miliar dan pemerintah Kota Bogor
menyediakan anggaran sekitar 2 miliar sebagai tindak
lanjut atas kesepakatan dalam pertemuan yang dihadiri
oleh Pemerintah Daerah Bogor, Menteri Dalam Negeri,
Gubernur Jawa Barat, Ormas-Ormas Islam dan GKI
Yasmin. Bantuan dana tersebut dapat digunakan
sebagai dana relokasi maupun pengadaan lahan
pembangunan gereja yang baru.'%

Pemerintah Kota Bogor membentuk Tim Terpadu
(TIMDU) vyang bertujuan menyelesaikan masalah-

masalah sosial yang ada di masyarakat.
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http://sp.beritasatu.com/home/sbv—pemerintah-sedang-mediasi-kasus-gki-yasmin/17112,.

Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.
104 Laporan Perjalanan Dinas Kajian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam
Negeri: Instrumen PGKDN 2014 Program Strategik Kemendagri Bidang Polhukam, 2014.
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Siapkan-Rp-10-Miliar, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.
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4.3.2 Konflik Lahan Bendungan Jatigede di Kabupaten

Sumedang

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah
konflik pertanahan terbesar. Mulai dari kasus perkebunan,
kehutanan, irigasi, sampai ke persoalan tanah warisan. Semua ini
seakan membuktikan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang
subur, sehingga menjadi rebutan semua pihak. Di antara konflik
yang terjadi, tercatat 22 persoalan bersumber pada proses
pembangunan infrastruktur  wilayah, yaitu pembangunan
bendungan. Hampir semua konflik itu masih berlangsung hingga
saat ini, dan salah satu di antaranya adalah megaproyek
Bendungan Jatigede di wilayah Sungai Cimanuk, Sumedang. '

Pembangunan bendungan memiliki manfaat untuk irigasi
dalam pengembangan sektor pertanian, Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA), pariwisata, air minum dan pengendalian banijir."®’
Pembangunan Waduk Jatigede, sejak pembebasan tanah, sudah
terkatung-katung selama 21 tahun. Rencana pembangunan proyek
ini sendiri, dibuat sejak 1967. Artinya, proyek raksasa Pemerintah
Provinsi Jawa Barat ini sebenarya menggantung selama 36 tahun.
Rencananya, Bendungan Jatigede akan memiliki fungsi sebagai
irigasi, pembangkit listrik berkapasitas 200 megawatt, pengendali
banjir Sungai Cimanuk, dan sumber air bersih. Karena itu,
pembangunan bendungan ini membutuhkan setidaknya 4.878
hektare lahan yang mencakup 24 desa dalam lima kecamatan di
Kabupaten Sumedang. Namun, berdasarkan surat Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil), irigasi
menjadi primary benefit (fungsi utama). Sedangkan tiga fungsi
lainnya merupakan secondary benefit (fungsi sekunder). Menurut
surat tersebut, proyek Bendungan Jatigede akan menelan dana
sekitar 450 juta dolar AS.

106 . . .
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Pembangunan Bendungan Jatigede diperlukan dengan
alasan menjaga ketahanan pangan nasional. Keberadaan irigasi
dibutuhkan untuk menunjang sektor pertanian di wilayah
Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Sumedang yang selama ini
acap mengalami kekeringan. Meski belum pasti, pengerjaan
proyek "kolam raksasa" ini akan bergulir kembali setelah "tertidur"
lebih dari 20 tahun. Studi kelayakannya akan kembali dilakukan
pada 2003 - 2005. Sedangkan pembebasan lahan lanjutan
rencananya pada 2006-2007. Pembangunannya, ditargetkan
rampung pada 2011, dan di tahun 2014 pembebasan lahan

ditargetkan selesai.

Sejak 1984, untuk pembangunan Bendungan Jatigede,
Sumedang, telah membebaskan sedikitnya 2.159 hektare lahan.
Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik lahan, berkisar
Rp.5.000-Rp.8.000 per tumbak untuk tanah sawah, dan Rp.4.000-
Rp.5.000 per tumbak untuk tanah darat. Persoalan timbul dalam
proses penawaran, masyarakat tidak pernah diberi kesempatan
untuk mengajukan harga. Akibatnya, harga yang diajukan oleh
pemerintah benar-benar di luar keinginan rakyat pemilik lahan. Di
samping penawaran yang terlalu rendah, sebagian besar
masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat
Jatigede (FKRJ) justru melakukan penolakan terhadap proyek ini.
Proyek Bendungan Jatigede itu, bagi korban penggusuran, tidak

akan memberikan jaminan masa depan. "%

Pada periode tahun 1980 — 1990 atau sebelum keluarnya
Kepres No. 55 tahun 1993, pembebasan tanah pada setiap proyek
pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
15 Tahun 1975. Dasar hukum ini sering menimbulkan keresahan
dan atau ketidakpuasan dikalangan warga masyarakat. Keresahan

yang muncul terkait dengan harga ganti rugi yang rendah,
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terlewatnya kekayaan penduduk dan adanya penekanan dari pihak
pemerintah, sehingga menimbulkan gejolak sosial. Menghadapi
kenyataan seperti ini, penduduk pasrah dan tidak dapat berbuat
banyak karena khawatir tidak dibayar. Masalah lain yang
mengemukan adalah tidak sedikit penduduk yang tidak menerima
ganti rugi karena kekayaan mereka terlewat di data. Kasus seperti
ini sering terjadi oleh karena pada saat pendataan tidak diketahui
pemiliknya. Sejak keluarnya Kepres No. 55 tahun 1993 Peraturan
Menteri Dalam Negeri tahun 1975 tidak digunakan lagi.
Berdasarkan Kepres No. 55 tahun 1993 proses musyawarah ganti
rugi jauh lebih baik oleh karena musyawarah tidak diintimidasi dan
penawaran harga mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
daerah setempat, sehingga nilai ganti rugi relatif lebih baik. Dalam
hal ini musyawarah tidak hanya membicarakan nilai ganti ruginya,

akan tetapi juga sistem pembayarannya.'®

Dalam catatan FKRJ, sejak proyek ini berlangsung, sudah
banyak masyarakat yang ditransmigrasikan ke berbagai daerah.
Namun, karena kondisi di perantauan tidak sebaik tempat asalnya,
akhirya mereka kembali. Sebab, betapa suburnya kawasan yang
akan ditenggelamkan itu. Dalam setahun, para petani bisa panen

tiga kali.

Sejak pembebasan lahan itulah, hak-hak masyarakat yang
tinggal di sekitar proyek bendungan, tidak lagi diperhatikan. Muncul
larangan dari pemerintah untuk tidak memperbaiki dan membangun
rumah di kawasan yang akan digenangi air itu. Sebagian warga
terpaksa menaatinya. Sejak kawasan itu dicanangkan bakal
menjadi bendungan, warga setempat hingga tahun 1999 hidup
dalam kegelapan. Kampung mereka tidak memperoleh layanan

listrik. Lalu keran subsidi bagi sekolah-sekolah dan dana
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pembangunan desa, pun ditutup rapat. Bagi masyarakat yang tidak
mau menerima ganti rugi, kini mereka memilih jalan independen
untuk meneruskan hidup. Sebagian desa mencoba membangun
sendiri wilayahnya. Pembangunan pun dilakukan tanpa bantuan
dari pemerintah setempat, termasuk mengaspal jalan. Seperti yang
disinggung di atas, sebagian besar masyarakat memang menolak
kehadiran proyek Jatigede. Mereka tidak mau menerima ganti rugi
yang ditawarkan. Berbagai cara mereka lakukan agar bisa
bertahan. Demonstrasi yang diorganisir oleh FKRJ seringkali
dilakukan.  Mulai dari protes di tingkat Kabupaten Sumedang
hingga ke Kantor Perwakilan PBB di Jakarta. Proyek tersebut
awalnya memang didanai oleh Bank Dunia. Gerakan-gerakan itu
ditambah dengan aksi-aksi tingkat lokal, seperti menghalangi
pelaksana proyek untuk memasuki wilayah bakal genangan

Bendungan Jatigede.

Selain berunjukrasa, gerak pembangunan desa pun
dijalankan agar alasan pemerintah untuk melanjutkan proyek
tersebut semakin tidak kuat. FKRJ berhasil 'memaksakan' listrik
masuk desa pada 1999. Akibatnya, masyarakat yang dulu
menerima ganti rugi, kini berbalik menolak proyek Jatigede.
Banyak sekali orang-orang yang sudah ditransmigrasikan, baik
lokal seperti di Arinem-Garut, maupun antar pulau seperti di
Bengkulu dan Jambi, kembali lagi ke wilayah bakal genangan.
Masyarakat Jatigede menganggap proyek ini merupakan upaya
mengorbankan diri mereka untuk sebuah kesalahan yang dilakukan
pemerintah sejak zaman Orde Baru. Dalih membangun Bendungan
Jatigede agar Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan daerah-daerah
sekitar Pantura terhindar dari kekeringan, dianggap berlebihan.
FKRJ, malah menganggap, kekeringan di tiga wilayah tersebut
semestinya tidak perlu terjadi, apabila pemerintah menerapkan
kebijakan yang tepat dalam soal pertanian. Pandangan warga

Jatigede bahwa mereka adalah tumbal pembangunan bisa
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dibenarkan. Situasi yang mereka alami saat ini jelas membuat
mereka hidup dalam ketidakpastian. Proyek tersebut hingga kini
tidak jelas juntrungan-nya. Jadi atau tidaknya masih belum
dipastikan. Namun dalam ketidakpastian tersebut, anak-anak
mereka mengalami pemutusan subsidi sekolah, pembangunan
daerah, ancaman penggusuran setiap waktu, dan banyak lagi

persoalan yang dihadapi.

Memperhatikan kasus konflik lahan ini, untuk kesekian
kalinya DPRD Sumedang membuat surat rekomendasi yang
ditujukan kepada Presiden RI. Kali ini, Surat rekomendasi bernomor
560/399/DPRD dibuat berdasarkan belum terselesaikannya konflik
agraria yang menyangkut proses ganti untung tanah milik rakyat
dan proses relokasi penduduk dari tahun 1982 sampai dengan
sekarang. Dalam surat kali ini, DPRD juga merekomendasikan
agar Presiden mengevaluasi kembali dokumen analisa mengenai
dampak lingkungan Bendungan Jatigede atau melakukan

pengkajian terhadap dokumen evaluasi lingkungan hidup.

Selain itu, Presiden harus menangani secara menyeluruh
terhadap konflik agraria yang terjadi sebagai akibat pembangunan
bendungan bagi masyarakat di wilayah bakal genangan, fase pra
penggenangan dan fase penggenangan hingga
pascapenggenangan. Dengan dilayangkannya surat rekomendasi
ini, DPRD sudah memenuhi tuntutan warga yang melakukan aksi
menolak penggenangan pada hari lalu. Aksi warga yang
mengatasnamakan Komite Pimpinan Kabupaten Serikat Tani
Nasional Politik Rakyat Miskin ini menuntut dua hal yaitu penolakan
penggenangan dari DPRD dan dibentuknya Pansus DPRD yang
akan menangani permasalahan Bendungan Jatigede.

Namun dari data yang diperoleh nampai saat ini, Kasus
konflik Pembangunan proyek waduk Jatigede, di Kabupaten
Sumedang Jawa Barat, masih terkendala masalah ganti rugi lahan
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milik warga setempat. Sementara Pemerintah Provinsi Jabar, tidak
bisa berbuat banyak terhadap masalah ganti rugi tersebut. Karena
hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tak hanya itu,
molornya payung hukum berupa Peraturan Presiden menjadi
kendala bahkan bisa memicu konflik sosial masyarakat di
Sumedang. Pasalnya dana ganti rugi lahan milik warga hingga kini

tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendesak agar
Perpres tersebut segera dikeluarkan. Karena target pada bulan
Agustus, waduk yang menampung air di kawasan Jawa Barat Utara
ini akan digenangi air. Pemerintah provinsi sudah siap
melaksanakan, terakhir tinggal menunggu  perpres yang
memayungi turunnya anggaran masalah sosial. Pemerintah
provinsi yakin masalah lahan Jatigede akan bisa teratasi dengan
menggunaan APBN, namun sayangnya anggaran tersebut tak bisa
cair karena tidak ada payung hukumnya. Gubernur berpendapat
bahwa penggenangan air yang ditargetkan tahun ini harus
dibarengi dengan penuntasan masalah sosial. Anggaran sendiri
sebenarnya sudah disediakan di APBN, kendati begitu, pemerintah
provinsi belum bisa memastikan kapan dana itu bisa didistribusikan

ke masyarakat, '™

4.3.2.1 Penanganan Konflik

4.3.2.1.1Pencegahan Konflik:

1) Menjaga Kondisi damai di masyarakat, dengan cara:
Pemerintah memberikan kepastian hukum dalam pembangunan
Waduk Jatigede. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan
pembangunan Waduk Jatigede melalui Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Propinsi Jawa Barat no.
993.82/SK. 1266-Pem.Um/81 tanggal 16 September 1981

110 . . .
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2)

3)

Tentang Penerbitan ljin Pembebasan Tanah dan Tata Cara
Pengadaaan Lahan. Selain itu ditetapkan pula Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Dalam negeri dengan Menteri
Pekerjaan Umum. SKB ini kemudian dijadikan dasar dalam
pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede dengan luas
wilayah pada elevasi 262,5 m dpl sekitar 6.738 ha dengan
jumlah penduduk sebanya 5.686 KK atau sekitar 28.430 jiwa
harus pindah karena tergusur dan penggenangan. Dasar
hukum lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 berlaku
sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun
1993. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
berisikan tentang pembebasan lahan yang dimulai dari tahun
1982 sampai dengan tahun 1990 sedangkan Keputusan
Presiden Nomor 55 tahun 1993 mulai digunakan pada
pembebasan lahan tahun 1995. Perbedaan dari kedua dasar
hukum tersebut terletak pada penentuan harga ganti rugi."""
Membayar nilai ganti rugi kepada masyarakat yang terkena
dampak. Sejak dimulainya pembebasan lahan pada tahun 1982
sampai dengan tahun 1998, warga yang telah menerima ganti
rugi mencapai 4.240 KK atau sekitar 74,6% dari jumliah
penduduk yang terkena proyek.'"?

Memberikan solusi dan fasilitasi kepada masyarakat yang
terkena dampak. Akibat banyaknya jumlah penduduk yang
terkena proyek pembangunan bendungan, pemerintah
melakukan upaya pemindahan melalui program transmigrasi ke
luar Pulau jawa dan transmigrasi lokal di sekitar daerah Jawa
Barat. Penduduk yang telah dipindahkan tersebut mencapai
sekitar 21,5% (PPSDAL, 2004). Pola penempatan dilokasi yang
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baru dilakukan secara berkelompok (bedol desa) dan terpisah,
baik terpisah dengan kerabat, saudara dan atau teman
tetangganya.’'®

4) Pemerintah berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat
keamanan guna menjaga dan mengawasi aksi demonstrasi
yang dilakukan oleh warga Jatigede yang merasa dirugikan
dengan adanya proyek bendungan Jatigede."*

4.3.2.1.2 Penghentian Konflik:
1) Memberikan sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar

peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Didin
Nurhadi selaku Kepala Desa Cipaku terpilih periode 2012-2018
yang disangkakan telah melakukan penggelapan uang yang
berkenaan dengan kebutuhan operasional pendataan tanah
milik warga masyarakat dalam proses ganti rugi tahun 1984-
1986. Selain itu, Didin Nurhadi juga diduga melakukan tindak
penggelapan aset desa yang digunakan untuk kepentingan
pribadi ataupun kepentingan kroni-kroninya."®

2) Pemerintah melibatkan TNI dalam samsat Jatigede guna
memperlancar proses pendataan serta penyelesaian sengketa,
dengan pendekatan kepada masyarakat melalui para

Babinsa.'1®

4.3.2.1.3 Pemulihan Pasca Konflik:
1) Pemerintah melakukan musyawarah dengan penduduk untuk
menetukan harga ganti rugi terhadap kekayaan penduduk.
Pemerintah diwakili oleh panitia 9 (sembilan), sedangkan

penduduk diwakili oleh panitia “kecil”. Panitia 9 (sembilan)

s Suwartapadja, lo. Cit.,

http://news.Iiputan6.com/read/2058273/ribuan-warga-sumedang-demo—proyek—waduk-
jatigede. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.

115http://stnprmsu medang.blogspot.com/2012/08/press-release-hentikan-pembangunan-
dam.html. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014

http://www.rmol.co/read/ZO12/09/06/77087/DPRD—Jawa—Barat—Awasi—Pembangu nan-Waduk-
Jatigede-Senilai-Rp-4-Triliun-. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014.
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meliputi instansi terkait yaitu Pembantu Bupati Bidang
Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Badan
Pertanahan nasional, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Bappeda, pihak proyek, camat dan kepala
desa. Sedangkan panitia “kecil” yang mewakili penduduk terdiri
dari perwakilan lembaga desa, tokoh agama (Toga), tokoh
masyarakat (Toma dan tokoh pemuda (Toda) yang dipilih

langsung oleh warga masyarakat yang terkena dampak.
Musyawarah tersebut menggunakan Keputusan Presiden
(Kepres) Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi
pelaksanaan  pembangunan bagi  kepentingan, proses
musyawarah ganti rugi jauh lebih baik karena musyawarah
tersebut tidak diintimidasi dan penawaran harga mengacu pada
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah setempat, sehingga nilai
ganti rugi relatif lebih baik. Musyawarah tidak hanya
membicarakan  nilai  ganti rugi, tetapi juga sistem
pembayarannya.'"”

2) Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan rekomendasi
kepada pemerintah pusat agar tidak melakukan penggenangan
Waduk Jatigede sebelum semua permasalahan diselesaikan. '

3) Pemerintah Provinsi Jawa barat menyiapkan anggaran untuk
membayar sisa dana ganti rugi.'"®

4) Pemerintah memfasilitasi proses perpindahan penduduk yang
terkena dampak. Bagi penduduk yang memilin transmigrasi
lokal (translok) umumnya adalah golongan menengah ke atas
yaitu yang masih mempunyai lahan yang tidak tergenang dan
mereka mampu membeli lahan di daerah tersebut. Selain untuk
menggarap lahan yang tidak tergenang, tetapi juga ingin
menikmati hasil pembangunan waduk jatigede. Sedangkan

penduduk yang mengikuti program transmigrasi keluar pulau

w Suwartapadija, lo.cit.,
us http://www.pikiran-rakyat.com/node/282003, di akses pada tanggal 4 Oktober 2014
® Republika, 06 Maret 2001.
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adalah petani pemilik lahan sempit yang rata-rata pemilikannya
0,3 ha/KK. Dalam program trasmigrasi ini mereka mendapatkan
lahan 2,5 ha/KK sebagai upaya pemerintah untuk memberikan
harapan dan motivasi penduduk untuk mengembangkan usaha
pertaniannya di daerah transmigrasi.'?

5) Pemerintah daerah Provinsi jawa Barat menugaskan Samsat
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap), PDSLPWJ
(Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan
Waduk Jatigede) untuk melakukan pendataan kembali dan
pemilahan masalah pertanahan.'?’

6) Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang berkoordinasi dan
meminta bantuan kepada Panitian Pengadaan tanah (P2T)
Kabupaten Sumedang untuk mendata dan memilah kembali
berbagai persoalan pertanahan yang belum terselesaikan, saat
pembebasan Lahan Jatigede tahun 1982-1986.122

4.3.3 Konflik Lahan Taman Nasional Halimun

Pada awalnya, seluruh tanah yang dimaksud digunakan
untuk kawasan hutan lindung kemudian tahun 1967 sebagian tanah
tersebut dialihfungsikan sebagai lahan garapan bagi para veteran.
Veteran tersebut berharap bisa mengelola lahan di kawasan hutan
lindung seluas 256 hektare untuk ditanami palawija selama lima
tahun (Dokumen Markas Daerah Legiun Veteran Jawa Barat). lzin
itu pun kemudian diberikan Departemen Kehutanan. Selama lima
tahun pertama, proyek tersebut berjalan dengan lancar. Akan
tetapi, pada 1973 hingga 1978 terjadi berbagai penyimpangan oleh
pimpinan proyek. Tanah garapan banyak dijualbelikan keluar dan
banyak anggota veteran penggarap tanah terusir keluar dan

diberikan tanah tukar guling di kawasan Sukabumi. Belum jelas

120 Suwartapadija, lo.cit.,
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apakah proses pertukaran lahan itu terealisasi atau tidak, tetapi di
kawasan yang dulu dijadikan lahan garapan tersebut telah berubah
fungsi menjadi vila-vila mewah. Kondisi tersebut harus segera
diatasi, jika tidak, bisa menyeret pada konflik di antara para
pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2008) di
Taman Nasional Gunung Halimun menunjukkan ada empat
penyebab konflik di kawasan taman nasional itu, mulai dari
perbedaan sistem nilai yang berimplikasi pada konflik
ketidaksepakatan status lahan dan tata batas hingga konflik
ketidakpastian akses. Dari penelitian ini tampak, konflik di taman

nasional itu adalah persoalan hak dan akses.'??

Hal ini bermula ketika diterbitkannya Agrarische Wet 1870
(AW 1870) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari AW
1870 adalah membuka kemungkinan dan memberikan jaminan
kepastian hukum bagi para pengusaha agar membuka hutan dan
menjadikannya sebagai perkebunan besar. Dengan berasaskan
domeinverklaring (deklarasi kawasan), dimana semua tanah yang
tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara.
Dengan demikian pemerintah selaku perwakilan negara memiliki
landasan hukum dan pembuktian kepemilikan untuk memberikan
tanah-tanah tersebut kepada perkebunan-perkebunan swasta.
Meskipun AW 1870 berazaskan pada ketentuan domeinverklaring,
ia juga mengandung ketentuan pengakuan atas keberadaan hak-
hak masyarakat adat. Kondisi ini menciptakan multitafsir diantara
para ahli hukum di masa itu akibat kegagalan mereka untuk

memahami hukum tanah masyarakat adat atas hutan, 2

Terjadinya konflik di kawasan Taman Nasional Gunung

Halimun membuktikan, institusi terkait tidak berhasil menyelesaikan

123Laporan Perjalanan Dinas, lo.cit.,

2 Abidin. Memahami konflik tenurial melalui pendekatan sejarah: tinjauan kasus BKSDA dengan
masyarakat Battang barat Kota Palopo. {Sumber:
http://perkumpulanwallacea.wordpress.com/ZO13/01/29/386/ . Diakses hari Selasa tanggal
23 September 2014
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konflik. Ini disebabkan kegagalan para pihak untuk memahami
akar persoalan dan menyepakati rezim properti yang sesuai
dengan kebutuhan mereka. Kendala pengetahuan dan pemahaman
mengenai peraturan perundangan, keterbatasan sumber daya,
serta persoalan sistem administrasi dan birokrasi juga menjadi

persoalan pelik yang tak mudah diatasi.

Warga sekitar Taman Nasional Gunung Halimun sebenarnya
lebih menginginkan kawasan tersebut dijadikan tempat wisata
alam. Ada prospek bisnis yang jauh lebih menguntungkan bagi
warga. Keterlibatan warga sebagai tour guide, penyedia makanan,
dan penginapan sederhana bisa dimaksimalkan. Memang
penginapan perlu disediakan bagi para turis. Hanya, jumlahnya
tidak boleh lebih dari 5% lahan dan harus berada di luar kawasan
hutan lindung. Jika hal itu diwujudkan, baik pelaku usaha maupun

warga akan diuntungkan.

Di Indonesia konsep konservasi tercantum dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Hayati dan Ekosistemnya. Menurut UU ini, tujuan dari konservasi
adalah terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan
hidup agar tercapai keseimbangan ekosistem yang dapat
mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
mutu kehidupan manusia.  Sementara tanggung jawab dan
kewajiban dalam melaksanakan konservasi ada pada pemerintah

serta masyarakat.

Terkait dengan keberadaan taman nasional sebagai
kawasan konservasi, institusi pengelola di Indonesia mencakup
unsur; hak kepemilikan, batas wilayah kewenangan, dan aturan
keterwakilan. Hak kepemilikan taman nasional sesuai dengan UUD
1945 Pasal 33 dan UU Nomor 5 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan adalah milik negara (state property).
Menurut Pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi
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Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, pengelolaan taman
nasional dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh

Kementerian Kehutanan.

Dasar penentuan batas wilayah kewenangan taman nasional
juga diatur di antaranya oleh lima peraturan perundangan setingkat
UU yang secara teknis dijabarkan dalam PP atau Kepmen (UU No.
5 Tahun 1990, UU No. 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam, PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
kepada Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-
[1/2001 tentang Kriteria Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.
Dalam peraturan tersebut, tata batas taman nasional harus
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat,

daerah, dan masyarakat.

Sejarah  pembangunan  pariwisata  secara massal
memberikan  pengalaman mengenai  pentingnya pelibatan
masyarakat lokal dalam semua tahapan  pembangunan.
Masyarakat lokal jangan hanya dilibatkan dalam inventarisasi.
Pengabaian mereka akan menyebabkan konflik dan merugikan
kedua pihak. Masyarakat akan dirugikan dengan tertutupnya akses
terhadap sumber daya. Di sisi lain karena tidak mendapat
dukungan masyarakat sekitarnya, kegiatan wisata alam akan sulit
bertahan.

Secara empiris, wisata alam berbasis kelestarian lingkungan
(ekowisata) dapat berperan sebagai salah satu cara untuk
menyelesaikan konflik ketidakpastian akses. Hal ini dapat
diidentifikasi dari adanya dampak positif pengembangan ekowisata
terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan dan
diversifikasi lapangan pekerjaan. Selain itu, ekowisata juga
berperan dalam menjembatani kebutuhan para pihak yang
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berkonflik, misainya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat dan kegiatan konservasi bagi penanggung jawab

Taman Nasional Gunung Halimun.

Informasi yang diperoleh masyarakat adat di Kabupaten

Sukabumi terus memperjuangkan adanya peraturan daerah

tentang perlindungan hak ulayat. Tujuannya mencegah konflik
antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan dan
perlindungan hutan. Pemerintah sedang menyusun rancangannya,
baik soal sejarah maupun kewilayahan. Setelah itu kabarnya akan
dibantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
Perda tentang perlindungan hak ulayat mencuat setelah muncul
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 175/Kpts 11/2003 tentang
Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap,
dan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun Salak di Provinsi Jawa Barat dan
Banten. Luas kawasan yang dikelola Taman Nasional Gunung
Halimun Salak adalah 113.357 hektar.'2®

Munculnya, SK Menhut ini memicu konflik antara Taman
Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS) dan masyarakat
adat di Kabupaten Sukabumi. Alasannya, ada perbedaan
perhitungan antara batas hutan yang bisa diolah dan dilindungi
antarkedua belah pihak. Masyarakat adat di tiga Kasepuhan, yaitu
Sirna Resmi, Cipta Mulya, dan Ciptagelar, mengklaim total hutan
adat di Gunung Halimun dan Salak sekitar 40.000 hektar, yang
terdiri dari hutan titipan, tutupan, dan garapan. Masyarakat adat
tidak ingin memiliki lahan di TNGHS. Mereka hanya ingin turut
menjaga dan mengolah hutan berdasarkan aturan adat yang telah

ada sejak ratusan tahun lalu. Sesepuh di Kasepuhan Sirna Resmi

1 Rahmawati, dkk. 2011. Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah pada masyarakat sekitar
taman nasional gunung halimun salak. Jurnal Sosial Humaniora, 2, halaman 113.
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meminta agar tanah yang sudah ditetapkan sebagai hutan titipan
dan tutupan tidak dijadikan sebagai lahan produksi oleh TNGHS.
Sebaliknya, hutan yang masuk tanah garapan tidak masuk zona
nonproduksi.  Perwakilan Kasepuhan Cipta Mulya, terus
memperjuangkan terciptanya perda perlindungan hak ulayat.
Alasannya, bila penyelesaian tidak segera dicari, hal itu
dikhawatirkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. la
mengatakan, hingga kini warga Kasepuhan masih khawatir
dianggap melanggar hukum saat mengolah lahan garapan.
Masyarakat ingin pengelola TNGHS membiarkan pengolahan lahan
garapan dan melindungi hutan keramat masyarakat adat.

4.3.3.1 Penanganan Konflik
4.3.3.1.1 Pencegahan Konflik:

1) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat maupun
perhutani.'?®

2) Pemerintah daerah bernegosiasi dengan pemilik vila
sebelum melakukan pembongkaran.'?’

3) Menyelesaikan permasalahan dengan damai.
Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah
antara Perhutani dengan Ketua Adat Kasepuhan yang
saat itu dipimpin oleh Abah Anom, sengketa tersebut
berkenaan dengan penggunaan lahan. Ketua Adat
Kasepuhan dianggap telah menyerobot Iahan milik
Perhutani tanpa izin dan membuka areal yang tadinya
merupakan hutan utuh. Hasil musyawarah tersebut yaitu:
masyarakat kasepuhan masih diperbolehkan untuk tetap
tinggal di wilayah adatnya sesuai dengan wangsit dari

karuhun yang belum “memerintahkan” untuk pindah.

mhttp://repositorv.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47381/BAB%2OV%20AnaIisis%ZOKon
flik_111ima.pdf. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014

http://www.ipnn.com/read/2013/03/14/162647/Ahmad—Albar—BataIkan-Pembongkaran—ViIa—.
Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014
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4.3.3.1.2

1)
2)

43.3.1.3
1)

Namun, Abah Anom harus menukarkan tanahnya seluas
hampir 16.000 m? di Ciarca untuk mengganti wilayah
Perhutani di Cipta rasa (blok Datar Putat). Tapi pihak
kehutanan mengizinkan incu putu (masyarakat adat
Kasepuhan) untuk menggarap wilayah di Ciarca tersebut

dengan sistem tumpang sari.'®
Penghentian Konflik:

Pemerintah daerah berkoordinasi dan meminta bantuan

Aparat keamanan baik itu polisi maupun TNI pada saat
pembongkaran vila yang ilegal. Hal tersebut dilakukan
demi menjamin keamanan dan ketertiban pada saat
pembongkaran vila yang ilegal tersebut. Pada saat
pembongkaran, masyarakat melakukan intimidasi kepada
aparat yang melaksanakan pembongkaran vila yang
ilegal baik itu dengan menghadang kedatangan aparat
maupun meneriaki aparat dengan perkataan yang tidak

senonoh.'®®

Pemulihan Pasca Konflik:

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003
Tentang Penunjukan Perluasan Kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan
nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).
Kebijakan tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum
tentang luas wilayah yang digunakan dalam
pengembangan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

(TNGHS). Sehingga, diharapkan tidak ada lagi tumpang
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flik_I11ima.pdf. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2014

http://www.jpnn.com/read/2013/03/14/162647/Ah mad-Albar-Batalkan-Pembongkaran-Vila-,

di akses pada tanggal 5 Oktober 2014

124




tindih antara masyarakat dengan Perum Perhutani
mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan.'*°

2) Pemerintah daerah Kabupaten Lebak mengeluarkan
Perda Nomor 32 tahun 2001 Tentang Hak Ulayat
Baduy. "'

3) Pembentukan Pansus hak ulayat warga kampung adat
(atas inisiatif DPRD Kabupaten Sukabumi).'®?

4.4 Konflik Sosial di Banten
4,41 Latar Belakang

Banten sebagai salah satu entitas budaya di Indonesia,
memiliki lanskap kehidupan keagamaan yang cukup unik dan
menarik. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa eropa, etnis Arab,
India, dan Thionghoa telah lama bermukim dan berinterksi dengan
masyaraat Banten. Pada awal abad ke-17 Masehi'®®, Banten
merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur
perniagaan internasional di Asia. Ketika orang Belanda tiba di
Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke
Banten. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Banten dan
disusul oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Perancis dan
Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara
pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang
Portugis melarikan diri dari Banten (1601), setelah armada mereka
dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Orang
Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1684)
akibat tindakan orang Belanda.

http://wgcop.blogspot.com/2007/11/seputar-kasus-tenure-tn-gunung-halimun.html, di akses

pada tanggal 5 Oktober 2014

Latipah Hendarti. 2008. Menepis Kabut Halimun: rangkaian bunga rampai pengelolaan
sumberdaya alam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 207
http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=92688, diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.

Rumusan Hasil Dialog Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Banten,
Kabupaten Tangerang 10-14 September 2013.
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Artinya, Banten sebagai entitas Islam sebenarnya telah lama
bersentuhan dengan budaya-budaya Eropa non-Muslim. Pada
perkembangan kemudian, entitas Muslim menjadi budaya dominan,
sehingga ada “kekhawatiran” budaya non-Muslim tidak mampu
hidup dan berkembang di provinsi ini. Hasilnya, kekhawatiran itu
tidak pernah muncul, kalaupun muncul dalam konflik-konflik kecil,
seperti kasus Cikeusik, adalah sebuah dinamika sosial-budaya
yang muncul seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi
dan sosial lainnya. Dengan kata lain, konflik agama tidak pernah
muncul sebagai akar (variabel bebas) yang bersifat tunggal yang
mengakibatkan terjadinya konflik sosial di Banten.

Gambar 3

Peta Potensi Konflik Sosial di Indonesia

A :

ALK TRALLA

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan Gambar 2 (dua) diatas, tampak bahwa terdapat
3 (tiga) tingkatan potensi konflik sosial yang ada di Indonesia yakni
potensi konflik rendah (hijau), potensi konflik sedang (kuning) dan
potensi konflik yang rentan/tinggi (merah). Provinsi Banten yang
terletak pada ujung Barat Pulau Jawa berada dalam level rendah
(hijau). Karena konflik sosial bersifat tidak stagnan diakibatkan oleh
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aktivitas sosial yang setiap hari berubah-ubah maka Provinsi

Banten juga perlu melakukan antisipasi dan sistem peringatan dini
terhadap ancaman konflik sosial. Hal itu disebabkan dalam aspek
kehidupan beragama, perkembangan upaya paham radikal
terhadap sebuah agama di Provinsi Banten sudah pada level
memperihatinkan setelah terjadi penangkapan terduga teroris oleh
Densus 88 yang efektif melakukan penangkapan terhadap terduga
teroris di sebuah ruko di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Kolonel Tb

Suwandi, Ciracas, Kota Serang pada tanggal 26 Agustus 20143,

Selain itu, konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh
Pemberian izin ilegal oleh oknum aparat pemda Banten terhadap
pendirian Rumah Ibadah tanpa persetujuan masyarakat sekitar
memunculkan konflik sosial yang menelan korban jiwa dan
kerugian finansial. Kesenjangan budaya antara pemeluk agama
pendatang dan penduduk asli setempat juga menjadi akar masalah
lainnya. Di Kabupaten Tangerang contohnya, terdapat
persinggungan budaya antara pendatang yang beretnis Batak-
Kristen dan penduduk Tangerang-Muslim. Fenomena merebaknya
pembangunan gereja di daerah tersebut yang membuat kebisingan
dengan nyanyian asing di telinga warga, ditambah dengan
banyaknya deretan parkir kendaraan saat kebaktian yang
memadati jalan kampung ataupun perumahan seringkali dianggap
mengganggu oleh warga asli yang tidak tahu mengapa mereka
melakukan hal tersebut dan jarang memiliki kendaraan'.
Sebanyak 39 kasus konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh
pendirian rumah ibadah 70 persen berada di daerah Jawa Barat

dan Banten dan sisanya di daerah DKI Jakarta'®. Sebagai contoh,

http://satelitnews.co.id/?p=36560 Diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014

135http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/lo/l1/02/143882—
pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik diakses pada Hari Sabtu, 13
September 2014 Pukul 13.48 WIB

Data diperoleh dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada koran
elektronik Pikiran Rakyat melalui situs http://www.pikiran-rakyat.com/node/135162. Diakses
pada Hari Sabtu, 13 September 2014
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Pembakaran Masjid Uswatun Hasanah di Desa Sindangsari,
Kecamatan Petir oleh yang tidak dikenal yang merupakan
pembakaran Masjid kedua diarea yang sama setelah pembakaran

Masjid Al-Makmur'®’.

Tidak hanya itu, konflik sosial di Banten terjadi karena
dilatarbelakangi oleh permasalahan status tanah (konflik agraria)
yang tidak hanya menelan kerugian besar juga korban luka-luka
pada masyarakat. Bahkan konflik tersebut tidak hanya terjadi
antara masyarakat-masyarakat juga terjadi antara masyarakat-
Swasta dan masyarakat-pihak kepolisian yang notabene selaku

penegak hukum. Berikut beberapa konflik sosial agraria yang terjadi

pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Tabel 1
Data Konflik dan Potensi Konflik Kab. Pandeglang, Banten
': Kec;a;mat Desa S.T.;':iat Kontak I?.;al::rs‘ LI::;sn Keterangan
Cibingbing Arman Perhutani
Mahendra BKPH 1li
. . Tahap
T Mendung Cikeusik,
Cibaliung Sudimanik Pandeglang Per;cri]ata
Sukajadi -KPH
J Banten
Sinang- Saat ini telah
kerta Warta diduduki
Kiarapa- petani, tetapi
yung status tanah
Manglid masih sering
Malangne- . diFIJe;rI:\a-
ah ahap salahkan
Cibaliung C%rug Peg:::;gan Pendata | oleh aparat
Soronang an + oknum
Cibaliung perkebunan
(berpotensi
konflik)
Sudimanik

http://m.radarbanten.com/read/berita/10/8519/Kapolda-Banten-Tinjau-Masjid-yang-

Dibakar.html| diakses pada hari Sabtu, 13 September 2014
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Z

Kecamat
an

Desa

Serikat
Tani

Kontak

Status
Tanah

Luas
Lahan

Keterangan

Sumur

Ujung
Jaya

Taman
Jaya

Cigoron-
dong

Tunggal
~Jaya

Kertamukti

STUK
(Seri-
kat
Tani
Ujung
Kulon)

Abah
Suhaya

Lurah
Kamir

BKSDA
TNUK

Tahap
Pendata
an

Terjadi
Konflik

*Penembak-
an atas
petani yang
dibalas
dengan
pembakaran
Pos Polisi
Hutan Tahun
2007

*Penangkap-
an Petani
yang
menebang
pohon
dikawasan
TNUK
(dalam
proses
hukum)

Cimang-
gu

Cijalarang

Perkebunan

Swasta

Tahap
Pendata
an

Cisiih

Lurah
Nadi

Tanah HGU
yang
sekarang
digarap oleh
petani
(berpotensi
konflik)

Padasuka

Lurah
Hadi

PT.

Pramanugra

ha (Kakao)

1467,20
Ha

Tanah
ditelantarkan
, petani
sudah klaim
melakukan
reklaiming
sekitar 1000
Ha
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N | Kecamat Desa Serlk_at Kontak Status Luas Keterangan
o an Tani Tanah Lahan
Sudah terjadi
Serikat landclearing
Tani PT. GAL oleh
5 | Sob Kut K Kecapi Juhdi (Global PTahap perusahaan
obang utamekar | o uhdi Agro endata terhadap
ekar Lestari) an lahan
(STKK) pertanian
warga
6 | Cibitung Cikeruh HGU
7 | Cibaliung | Sorongan terlantar,
selama 16
tahun warga
Lurah PT Alpha mseer:lea?fai[t-
Parung _ . Cibi- Lateksindo | 1050 Ha kan lahan
8 Kokosan Cikeusik tung (AL) untuk
pertanian
dan
perkebunan
Tanah
. terlantar,
9 | Cigeulis g?{ggg Hadi Rlz-sral\rflgzri 16353 sebagian
9 kecil sudah
diduduki

Sumber diperoleh dari hitp.//femanise.blogspot.com/2008/09/data-konflik-agraria

kabupaten.html!

Tabel 2 diatas menunjukkan konflik sosial yang terjadi di
Pandeglang sudah berada pada level high karena beberapa konflik
yang terjadi sudah menelan korban jiwa dan kerugian negara dan
beberapa lagi berpotensi konflik besar jika pemerintah daerah
setempat tidak serta merta dengan cepat menengahi permasalahan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten khususnya
Kabupaten Pandeglang memiliki permasalahan yang bersifat
turbulance sehingga dituntut melakukan mediasi oleh Pemerintah
Daerah agar menghindari akibat yang lebih buruk dari Konflik sosial

tersebut.
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Beberapa permasalahan konflik sosial di Provinsi Banten

diatas hingga saat ini ternyata belum adanya ditemukan peraturan
khusus baik itu Peraturan Daerah Provinsi Banten maupun
Peraturan Gubernur yang khusus mengatur tentang teknis
pelaksanaan konflik sosial'®%.

Oleh karena Konflik Sosial di Provinsi Banten terdiri dari
beberapa jenis, maka konflik agama yang muncul akibat adanya
aspek-aspek sosial lainnya yang merupakan konflik yang lebih

banyak ditemukan di Provinsi Banten.
4.4.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik

Pemerintah sebenarnya sangat menyadari bahwa konflik
sosial perlu penanganan yang khusus agar dapat mewujudkan
tujuan nasional Negara Indonesia. Terdapat beberapa
Kementerian/Lembaga maupun Komisi seperti Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), adanya Menteri Politik
Hukum dan Keamanan (Polhukam), Badan Kesabangpol
Kemedagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dan lain-lain yang dibentuk khusus maupun memiliki tugas salah
satunya untuk mengurus serta menjamin keamanan dalam negeri
terhadap segala potensi ancaman termasuk didalamnya konflik
sosial. Pemegang kunci perdamaian sesungguhnya terletak pada
pemangku kebijakan di tingkat lokal, baik itu pemerintah daerah
maupun aparat keamanan setempat, karena mereka yang paling
dekat dengan masyarakat, yang hidup berdampingan dengan
masyarakat, dan paling pertama yang mendengarkan suara

masyarakat.

Bpenulis menelusuri Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Banten
(http://idihukum.bantenprov.go.id/produk-hukum-daerah.html) yang diakses pada Hari
Sabtu, 13 September 2014 Pukul 17.00 WIB. Peraturan Daerah Provinsi Banten dari tahun
2002 hingga tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten dari tahun 2010 hingga tahun 2014
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Mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi,
maka pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan
berupa Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (PKS). Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi
pembentukan peraturan yang lebih bersifat teknis sehingga menjadi
pedoman daerah dalam penyelenggaraan penanganan konflik
sosial di daerah. Didalam Undang Undang PKS ini mengatur
tahapan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan
Pasca Konflik.

4.4.2.1Pencegahan konflik

a. Memelihara Kondisi damai dalam masyarakat
Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan merupakan hal yang telah dilakukan oleh
pemerintah provinsi Banten dengan membentuk Forum
Komukasi Umat Beragam (FKUB). FKUB ini diharapkan
dapat memelihara kondisi harmonis antar pemeluk agama
terlepas dari konflik rumah ibadah yang terjadi sebelumnya.
Selain itu menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat
istiadat orang lain juga harus dilakukan untuk mencegah
munculnya konflik sosial yang berlatarbelakang suku,
bahasa dan adat istiadat. Namun, pemerintah daerah
Banten hingga saat ini belum membentuk Forum untuk
mempererat hubungan masyarakat yang berbeda suku,
agama dan adat istiadat seperti pembentukan FKUB.

b. Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan
secara Damai
Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat secara damai
perlu dilakukan agar menghindari dan mencegah terjadinya
konflik sosial yang lebih besar karena perselisihan

merupakan awal mula dari terjadinya konflik yang lebih
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besar. Penyelesaian secara damai yang dimaksud harus
dalam bentuk musyawarah untuk mufakat serta mengikat
para pihak yang berselisih. Peran FKUB yang dibentuk oleh
Pemerintah Provinsi Banten merupakan organisasi madiator
konflik keagamaan yang dianggap mampu menyelesaikan
perselisihan secara damai karena FKUB berdiri diatas
semua golongan, tanpa memihak golongan manapun. Oleh
sebab itu sudah seharusnya FKUB berdiri di tengah-tengah
dan tidak terpengaruh oleh manapun sehingga keputusan
yang dihasilkan haruslah independen. Mediasi perselisihan
konflik antar umat beragama oleh Pemerintah Provinsi
Banten memberikan sepenuhnya kepada FKUB '3,
c. Meredam Potensi Konflik

Meredam potensi konflik bukan hanya merupakan tugas
Pemerintah namun juga Pemerintah Daerah dalam hal ini
Pemerintah Provinsi Banten yang harus dilakukan sebagai
upaya preventif timbulnya konflik. Melakukan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan
aspirasi masyarakat adalah salah satu cara untuk meredam
potensi konflik tersebut. Namun, konflik yang dilarbelakangi
oleh pendirian rumah ibadah yang kerap muncul di Provinsi
Banten disebabkan juga oleh dalam pembangunan rumah
ibadah yang tidak ditempuh dengan benar dan sarat
penyelewengan, seringkali potong kompas dengan menyuap
pihak tertentu yang mempunyai kewenangan sehingga
seolah-olah masyarakat menyetujui pembangunan rumah
ibadah'. Sehingga dalam kasus ini pemerintah daerah
dapat menjadi sebuah “sakelar” yang dapat menghidupkan
konflik akibat ulah oknum aparatur pemerintah daerah

139http://banten.antaranews.com/berita/z1081/wantimpres-pantau—kerukunan—umat—beragama—

di-banten. Diakses pada Hari Sabtu, 13 September 2014
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-
pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik. Diakses pada Hari Sabtu, 13
September 2014
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sedangkan disisi lain dapat meredam potensi konflik jika
dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu penerapan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan
program  perdamaian di daerah potensi konflik,
mengintensifkan  dialog  antarkelompok  masyarakat,
penegakan hukum tanpa diskriminasi, pembangunan
karakter melalui pelestarian nilai Pancasila dan kearifan lokal
serta penyelenggaraan musyawarah dengan kelompok
masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku
usaha di daerah setempat merupakan usaha-usaha yang
harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah
khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk
meredam potensi konflik.
d. Membangun Sistem Peringatan Dini

Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi
konflik dan perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi
konflik adalah dua hal yang harus dicegah dalam
manajemen konflik melalui pembangunan sistem peringatan
dini. Dalam konteks konflik sosial keagamaan yang terjadi,
Pemerintah Provinsi Banten setiap tahunnya melaksanakan
Workshop Penanggulangan Gerakan Radikalisasi
Keagamaan dengan mengundang peserta dari Tokoh
agama, tokoh masyarakat, guru agama''. Kebijakan
Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan ini
tidak lain untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya
radikalisme ditengah masyarakat, membentuk sistem deteksi
dini masyarakat terhadap gejala radikalisme dan kekerasan.
Selain menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan
pemberian informasi melalui workshop, penelitian dan

pemetaan wilayah potensi konflik, pengingkatan dan

141http://banten.kemena\;q.go.id/index.ph:o?a=berita&id=160057. Diakses pada Hari Sabtu, 13

September 2014 Pukul
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pemanfaatan modal sosial serta penguatan dan

pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan adalah cara untuk
membentuk dan membangun sistem peringatan dini bagi

masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Penghentian konflik adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban,
membatasi perluasan dan ekskalasi konflik serta mencegah

bertambahnya jumiah korban dan kerugian harta benda.

4.4.2.2 Penghentian Konflik :
a. Penghentian Kekerasan Fisik
Pemerintah Daerah  Provinsi Banten  melakukan
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Kesadaran
Berbangsa dan Bernegara (PKBB) yang terdiri dari unsur
masyarakat, Ulama, TNI, Polri dan unsur akademisi di
Banten juga ditujukan untuk melakukan proteksi dini guna
mengantisipasi terjadinya berbagai macam aksi yang

mengancam keutuhan NKRI'*. Satgas yang dibentuk itu

kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan latar belakang posisi dan tugasnya masing. Polisi
dalam hal ini Polres dijajaran Polda Banten agar melokalisir
dan mengamankan aliran SARA di wilayah masing-masing
dan khusus wilayah Polres Pandeglang yang ada aliran
SARA nya harus melakukan penjagaan. Sedangkan
pengumpulan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat
dan camat untuk melokalisir kejadian agar tidak

berkembang.

142http://www.sinarpaginews.com/fuIIpost/pclkum/1347581631/;zubernur—banten—keamanan-

banten-butuh-peran-aktif-masyarakat.html. Diakses pada hari Minggu, 14 September 2014
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b. Penetapan Status Keadaan Konflik
Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di
daerah kabupaten/kota, provinsi atau nasional yang tidak
dapat diselesaikan dengan cara biasa. Penetapan status
keadaan konflik Provinsi Banten oleh Gubernur maupun di
kabupaten/kota oleh bupati/walikota melalui persetujuan
DPRD hingga saat ini belum pernah dilaksanakan. Banten
pernah ditetapkan sebagai wilayah konflik berskala nasional
oleh Presiden pada saat konflik Terorisme.

c. Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan
Korban
Tindakan darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada
korban sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan
wewenangnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara
penyelematan, evakuasi dan identifikasi korban konflik
secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar
korban konflik, sterilisasi tempat yang rawan konflik,
penyelamatan sarana dan prasarana vital. Saat ini,
Pemerintah Provinsi Banten telah memanfaatkan peran
Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penyelamatan dan
perlindungan korban konflik di banten. Sebagai contoh,
Dinas Sosial memberikan penyelamatan dan perlindungan
pertama kepada korban konflik sosial yang terjadi selama 12
hari yang terjadi pada Selasa 22 Januari 2013 dengan
memanfaatkan aula dan asrama Dinas Sosial'®.

d. Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI
Dalam keadaan status keadaan konflik, kepala daerah dapat
meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada

pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Polri. Pemerintah

“*https://linjamsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&new topic=4. Diakses pada hari

Minggu, 14 September 2014
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Provinsi Banten pada saat konflik Ahmadiyah, konflik teroris,
peredaran kendaraan motor bodong, penjagaan JSS
(Jembatan Selat Sunda) telah meminta bantuan tambahan
Brimob (bukan TNI) kepada pemerintah untuk kemudian
ditempatkan di Kabupaten Lebak tepatnya pada Kecamatan
Panggarangan'®®. Pada pasal 35 Undang Undang
Penanganan Konflik Sosial yang mengatakan bahwa
bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI
berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan
status keadaan konflik dan berakhirnya jangka waktu status
keadaan konflik. Namun dalam hal ini, Pemerintah
Kabupaten Lebak meminta tambahan Brimob bukan
meminta penggunaan dan pengerahan TNI untuk

menangani konflik sosial di Kabupaten Lebak.
4.4.2.3Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak
harmonis dalam masyarakat akibat konflk melalui kegiatan
rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rekonsiliasi

Perundingan secara damai, pemberian restitusi dan
pemaafan merupakan upaya pemerintah untuk
memberikan dan menjamin rasa aman bagi korban
konflik sosial. Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan
seperti pembentukan FKUB dan Peran kepala daerah
serta masih digagasnya pembentukan Tim Terpadu
Tingkat Daerah Provinsi Banten Tentang Penentuan

Penanganan Kasus Konflik sebagai tindak lanjut Inpres
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http://www.jpnn.com/read/2012/11/13/146754/index.php?mib=berita.detail&id=150343.

Diakses pada hari Minggu, 14 September 2014
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Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan
Keamanan dalam Negeri'®.
b. Rehabilitasi
Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi didaerah
pascakonflik dalam bentuk pemulihan psikologis,
pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan
dan ketertiban, perbaikan dan pengembangan
lingkungan daerah perdamaian, fasilitasi serta mediasi
pengembalian dan pemulihan aset korban konflik,
penguatan  kebijakan  publik yang mendorong
pembangunan lingkungan dan/atau perdamaian daerah
perdamaian berbasiskan hak masyarakat dan lain-lain.
Beberapa tindakan rehabilitasi pascakonflik yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah
dengan membangun kerjasama dengan pihak kepolisian
untuk membangun SMS pengaduan KAMTIBMAS
kepada masyarakat'®. Dengan program tersebut,
masyarakat diharapkan untuk berani meyampaikan
informasi dan keluhan terkait KAMTIBMAS.
c. Rekonstruksi

Rekonstruksi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah melalui pemulihan dan peningkatan fungsi
pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah
pascakonflik;, pemulihan dan peyediaan akses
pendidikan; kesehatan dan mata pencaharian, perbaikan
sarana dan prasarana umum daerah konflik, perbaikan
berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan
ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk

kesenjangan ekonomi, perbaikan dan penyediaan

145http://kesbangpolbantenprov.net/index.php?option=com content&view=article&id=111:sekd

a&catid=45:berita&itemid=88. Diakses pada hari Minggu, 14 September 2014
http://suarabanten.com/polda-banten-bekerja-sama-xl-sms-pengaduan-kamtibmas/. Diakses
pada hari Minggu, 14 September 2014
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fasilitas pelyanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik
perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang
yang berkebutuhan khusus, perbaikan dan pemulihan .
tempat ibadah dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kota
Tangerang memberikan bantuan stimulan dalam rangka
rehabilitasi dua Masjid di Desa Sindangsari, Kecamatan
Petir.

4.5 Konflik Sosial di Daerah IstimewaYogyakarta
4.5.1 Latar Belakang

DIY yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi merupakan
daerah plural dengan komposisi penduduk berasal dari beragam
etnis, suku dan agama. Hal tersebut dapat dipahami karena DIY
tersebut sebagai pusat kerajaan dan kebudayan Jawa. Setelah
tahun 1990, penduduk Yogyakarta semakin berkembang dan pada
saat itu muncul nama-nama kampung berdasarkan etnis warganya.
Seperti Kampung Kranggan yang didominasi etnis warganya etnis
China, kampung Sayidan yang dihuni oleh etnis Arab, Kampung
Menduran yang ditinggali orang-orang Madura dan Kampung
Bugisan yang konon warganya berasal dari suku Bugis.'"’
Pluralitas semakin meningkat setelah dibangun berbagai pusat
pendidikan tinggi seperti Universitas Gajah Mada (1949),
Universitas Sanata Dharma (1955), Universitas Islam Indonesia
(1948), Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa (1955) dan
sebagainya. Ribuan pelajar dari seluruh pelosok negeri menjadikan
DIY sebagai salah satu daerah utama tujuan bagi lanjutan
pendidikan tinggi mereka. Secara otomatis budaya yang mereka

bawa akan mengalami perjumpaan dengan budaya Jawa yang

Y penelusuran pluralitas Yogyakarta didapatkan penulis pada buku “Hiruk Pikuk Wacana

Pluralisme Di Yogya” karangan Imam Subkhan melalui website:
http://books.google.co.id/books. Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September
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dianut oleh masyarakat DIY, disinilah kemudian terjadi akomodasi
kebudayan Jawa terhadap kebudayaan luar.

Status bahwa pernah menjadi pusat pemeri'ntahan
pascakemerdekaan menyebabkan banyak pendatang baru yang
memiliki latar belakang agama yang berbeda untuk menetap di DIY
dan semakin berkembang hingga kini. Secara kuantitatif, mayoritas
penduduk DIY beragam, yang beragama Islam berjumlah
2.863.751 atau sekitar 92% dari total penduduk DIY, disusul Katolik
dan Protestan, masing-masing 5% dan 3%. Secara lengkap,
sebaran jumlah penduduk DIY berdasarkan pemeluk agama dapat
dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini:

Tabel 2

Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Yogyakarta

Kab/Kota Islam Katolik | Protestan | Hindu | Budha | Lainnya
Kulon 348.177 [17.231 | 4813 19 701 3

Progo

Bantul 745.018 |24.942 | 9776 948 | 183 146

Gunung 641.869 13.175 | 11.912 1.670 | 576 1.231
Kidul

Sleman 802.127 | 67.767 | 28.098 2.285 | 869 231

Yogyakarta | 326.560 | 42.295 | 25.053 793 1.598 | 412

Total 2.863.751 | 165.410 | 79.652 5.175 | 3.927 | 2.203

Sumber: Data Sensus Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah
penduduk beragama Islam, Katholik dan Protestan terbanyak
adalah Kabupaten Sleman yang kemudian menempati urutan
kedua dengan penduduk terbanyak beragama Budha dan Hindu
se-DIY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman
merupakan daerah yang sangat pluralitas akan agamanya

sehingga rawan terjadinya konflik sosial.
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4.5.2

Potret Konflik Sosial

DIY yang dikenal nyaman dan tentram ternyata tidak luput

dari konflik sosial yang terjadi secara bertubi-tubi."*® Buktinya dapat

dilihat dari data konflik dan aksi kekerasan berlatar belakang

agama pada tabel 3 (tiga) di bawah ini:

Tabel 3

Kasus Konflik Bernuansa Agama di DIY

NO

WAKTU KEJADIAN

DESKRIPSI KASUS

16 November 1997

Gereja Persekutuan Injil Baptis
Indonesia (GBIPI) Bantul didesak
untuk menutup rumah ibadah dan
dirusak oleh 500 massa didukung
oleh aparat (Muspika)

22 November 1997

Pepanthan (cabang) Gereja Kristen
Jawa (GKJ) ‘Modalan”  dan
“Babadan Geongkuning” di kota
Gede dibakar massa. Setelah
sebelumnya mengintimidasi gereja-

gereja di Bantul.

24 November 1997

Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kotagede

dilempari

November 1997

Gereja Pentakosa di Indonesia
(GPdi) Pakem Incident, Turgo ditutup

28 Maret 1998

Gereja Perhimpunan Injil Baptist
Indonesia Church (PIBI) di Kedung
Kuning Incident Yogyakarta

dilempari batu oleh massa

“ Sempat terjadi kerusuhan namun tidak sampai terjadi aksi penjarahan apalagi konflik SARA,
akibat bentrok demonstran dengan aparat. Puncaknya pada tanggal 8 Mei 1998 di jalan
Gejayan yang memakan korban bernama Moses Gatutkaca
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NO

WAKTU KEJADIAN

DESKRIPSI KASUS

Tahun 2000

Protes Pendirian Gerja Kristen

Tegal-rejo-

Tahun 2000

Protes Pendirian Gerja Kristen di

Banguntapan, Bantul

Tahun 2000

Protes FUI terhadap Gerja hijil di

Indonesia (GIDI) di Kalasan Sleman

26 Januari 2000

Masjid Gede, Kauman yogyakarta
dibakar oleh orang tak dikenal dan
ditemukan bukti kejahatan yang
hendak digunakan untuk membakar
masjid berupa detonator, sebatang
bahan peledak pada TNT 200 gram,
baterai 9 volt, serta botol air mineral
berbau bensin, baik yang ditemukan

maupun dikemas dalam kotak kayu

10

9 Juni 2004

Kapel Santo Yoesef di Dusun Gatak,
Desa Sandang Sari, Minggir,
Sleman, Yogyakarta dilempar bom
Molotov oleh orang tak dikenal. Hal
itu  mengakibatkan pintu utama
gereja terbakar dan tembok hangus.

11

4 Oktober 2006

FUI Pondokredjo memprotes
pembangunan Kapel St. Antonius di
Dukuh Mlesen, Desa Pondokredjo,
Kabupaten Sleman.
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4.5.3 Penyebab Konflik

(Studi Kasus Julius Filecianius dan Michael Aryawan di

Sleman)

Mengapa Konflik SARA terutama kerap terjadi di Kabupaten
Sleman? DIY terkenal sebagai daerah plural yang dapat dibuktikan
dengan banyaknya lembaga atau organisasi keagamaan, baik lima
agama yang diakui yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan
Budha maupun berbagai aliran dan kepercayaan dari masing-
masing agama tersebut. Misalnya Nahdlatul  Ulama,
Muhammadiyah, LKIS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial, INSIST
(Indonesian Society for Social Transformation), Interfaith, CRCS
(Center for Religius and Cross Cultural Studies), Satu Nama
(Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama), Pesantren Karapyak,
Evangelis, GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia),
Universitas Kristen Immanuel dan sebagainya. Sedangkan di
Kabupaten Sleman sendiri, merupakan salah satu daerah DIY yang
banyak ditempati berbagai forum agama seperti CRCS, Interfaith,
Satu Nama dan INSIST. Inilah jawaban atas pertanyaan mengapa
konflik yang sarat agama sering terjadi di Sleman. Semakin
beragam agama semakin plural pula penduduknya, terutama
penduduk yang beragama Islam dengan Kristen sehingga menjadi
pemicu konflik sosial. Biasanya karena penduduk beragama Kristen
protestan maupun katholik mengadakan kebaktian atau doa
Rosario di kantor, gedung-gedung, ruko bahkan di rumah dengan
nyanyian-nyanyian yang keras atau penempatan ibadah di tempat
yang belum jelas izinnya sehingga akan memancing amarah
mayoritas penduduk muslim yang berada disekitar acara

keagamaan tersebut.

Pemicu konflik karena ketidakjelasan izin pendirian gereja
misalnya peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, 1 Juni 2014.
Puluhan orang tak dikenal melakukan perusakan sebuah gereja di

Sleman. Massa menganggap Gereja Kristen yang ada di wilayah
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Panggukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman tidak berizin.'®
Perusakan terjadi seusai kebaktian yang dilakukan pagi hari.
Massa dari luar wilayah kecamatan Sleman datang menggunakan
sepeda motor. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di
lapangan, gereja yang berada di halaman pendeta itu sudah
diprotes warga sejak tahun 2012. Bahkan pada tahun lalu
pemerintah kabupaten Sleman telah menyegelnya. Namun
kemudian digunakan kebaktian lagi. Beberapa orang yang
tergabung dalam ormas Islam menyatakan protes. Setelah jemaat
pergi meninggalkan lokasi, gereja kemudian dijaga aparat
kepolisian resor Sleman bersama Kodim Sleman. Namun
kemudian puluhan massa yang sebagian besar mengenakan
penutup wajah seperti kain kafiyeh itu datang lagi sekitar pukul
13.30 WIB. Mereka langsung memasuki halaman gereja dan
melakukan perusakan. Beberapa orang massa ada yang terlihat
membawa senjata tajam dan pentungan. Namun tidak ada tindakan
dari aparat keamanan. Saat aparat keamanan mau masuk halaman
justru dihalang-halangi oleh massa yang berjaga-jaga. Beberapa
orang massa sempat melakukan perusakan dengan memecah kaca

jendela dan pintu dengan palu dan batu.

Tabel 3 (tiga) diatas juga mendukung fakta bahwa sebagian
besar aksi kekerasan bernuansa agama didominasi oleh konflik
pendirian tempat ibadah. Sebagian kelompok muslim menganggap
bahwa pendirian gereja sebagai bahan dari usaha kristenisasi
sehingga ada ketakutan bahwa keberadan gereja itu akan
mengancam posisi umat Islam, khawatir jika jumlah umat islam
akan berkurang.  Sementara para aktivis pluralisme sering
menyatakan bahwa pangkal masalah dari konflik pendirian tempat
ibadahnya adalah adanya kebijakan Surat Keputusan Bersama
(SKB) Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No.1/BER/MDN-
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MAG/1969 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata SKB tersebut
banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh
gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama
sekali oleh karena isi Pasal 4 SKB tersebut yang tanpa petunjuk
pelaksanaan yang jelas telah membuka kemungkinan interpretasi
yang beragam yang justru makin mempersulit izin pembangunan
gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa kepala daerah
/pejabat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat
Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi,
kondisi dan keadaan setempat bahkan jika dianggap perlu dapat
diminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan

ulama/rohaniwan setempat.

Dari pengalaman konkret, sulit sekali pejabat memberikan
izin oleh karena berbagai hal:'®
a. Pejabat yang berwenang acapkali tidak mampu
memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi
kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi
warga negara serta membantu perizinan pembangunan
rumah ibadah tapi lebih berfungsi sebagai pejabat yang
beragama tertentu dan sebab itu memihak kepada suatu
kelompok agama tertentu.
b. Pejabat yang berwenang acapkali tidak berani/mampu
bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif

dalam hal pemberian izin, namun sikapnya amat ditentukan

OSurat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No.1/BER/MDN-

MAG/1969 dipandang sebagai penyebab konflik SARA di Yogyakarta, seperti tulisan Andreas
Harsono dengan judul “SKB 1969 Diskriminatif dan Kontraproduktif’, ditelusuri penulis melalui
website. http://www.andreasharsono.net/2004/12/skb-1969-diskriminatif-dan.html. Diakses
pada hari Jum’at tanggal 19 September 2014
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oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin, dan yang
sering terjadi adalah masyarakat sekitar = menolak
pembangunan rumah ibadah (gereja), walaupun mereka
tinggal jauh dari tempat pembangunan gedung gereja.

c. Pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah
pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain,
jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih
berat dari isi SKB itu sendiri.

Mengingat sulitnya mendapat izin pembangunan gedung
gereja, warga gereja menyelenggarakan ibadah di rumah tinggal, di
ruko serta di hotel-hotel. Penggunaan rumah tinggal yang
difungsikan sebagai gereja oleh beberapa jemaat Kristen, telah
memicu ketegangan hubungan antar-umat beragama bahkan
dalam suatu kasus pernah menjurus kebentrokan fisik. Terutama
jika kegiatan jemaat dilaksanakan di salah satu rumah nasrani yang
berada pada wilayah yang mayoritas muslim. Hal tersebut terbukti

atas kasus Julius Filecianus.

Pada tanggal 29 Mei 2014, sekitar pukul 19.30 WIB di
Sleman terjadi penyerangan terhadap jemaat yang sedang
melakukan kebaktian di rumah Julius. Penyerangan tersebut terjadi
bukan tanpa sebab. Kebaktian yang dilakukan selama 29 hari di
rumah Julius tanpa izin ketua RT dan warga setempat sangat
terganggu serta meresahkan warga yang notabene mayoritas
Muslim. Jemaat yang mengikuti kebaktian juga berasal dari luar
kompleks perumahan yang di tempati Julius. Kebaktian yang
dilakukan dengan nyanyi-nyanyi ala gereja yang diperkeras dengan
pengeras suara. Selain itu, menjadikan rumah tinggal sebagai
Gereja dengan melakukan kebaktian rutin tanpa izin jelas
melanggar peraturan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan
Kapolri Jendral Sutarman bahwa tidak boleh rumah tinggal
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dijadikan Gereja. Hingga pada malam itu, Kamis 29 Mei 2014
sekitar pukul 19.30 WIB lewatlah KH di depan rumah Julius yang
dijadikan gereja tersebut. KH berupaya memperingatkan para
jemaat yang hadir pada acara kebaktian di rumah Julius tersebut,
namun tidak digubris. Sebaliknya mereka justru memperkeras
suara nyanyiannya, sehingga KH merasa dihinakan dan ditantang.
Maka diobrak-abriklah rumah Julius, serta dibubarkaniah acara
tersebut secara paksa. Keesokan harinya, KH ditangkap oleh
Satreskrim Polda DIY dengan tuntutan penganiayaan dan
perusakan.151 Tak lama setelah berita ini, terjadi pula kasus
kekerasan terhadap jemaah Gereja Kristen Jawi Wetan yang lagi-
lagi di berlokasi di Sleman, Yogyakarta hari Minggu, 1 Juni 2014.

Kembali pada kasus penganiayaan Julius, pada waktu dan
tempat yang sama, terjadi pula aksi penganiayaan dan
perampasan kamera Jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Saat
rumah Julius tiba-tiba diserang dan dirusak sekitar pukul 20.00
WIB, saat itulah Wartawan Kompas TV Michael Aryawan atau yang
biasa disapa Mika datang ke tempat kejadian. Mika lebih dulu
datang ke lokasi dan ikut diserang, sebelum pemilik rumah Julius
Felicianus sendiri datang. Penyerang tersebut kembali
melampiaskan kebrutalannya dengan memukul dan menghajar
Julius menggunakan besi dan pot tanaman. Julius mengalami luka
parah dengan darah bercucuran dari kepala. Tidak jauh berbeda
dengan kenyataan yang diterima Mika, wartawan malang tersebut
dipukul sebanyak empat kali hingga mengalami luka dan memar di
mata kiri. Mika sejatinya sudah mengklarifikasi bahwa dirinya

adalah wartawan, namun tetap saja dihajar. Bahkan kamera

© Kronologis kasus penganiayaan Julis Felicianius diperoleh penulis melalui situs

http://www.majalahsalafi.wordpress.com.Diakses pada hari Minggu tanggal 14 September
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miliknya ikut dirampas.'® Kejadian penganiayaan kepada jurnalis
ini bukanlah kali pertama di DIY, terjadi pula kasus pembunuhan
jurnalis itu yang hingga kini kasusnya tak terselesaikan yaitu kasus
pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis
Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996).

Berkaitan  dengan penyerangan  tersebut,  Julius
memanfaatkan kedekatan dirinya dengan pihak Keraton
Yogyakarta. Julius melalui media-media pendukungnya berupaya
membesar-besarkan masalah. Upaya Julius itu cukup berhasil
dengan munculnya sikap simpatik beberapa tokoh Nasional
kepadanya, bahkan sikap simpatik segelintir kaum Muslimin yang
tidak tahu permasalahan sebenarnya. Hal itu disebabkan media
massa yang memberitakan kronologis kejadian tersebut tidak dari

akar permasalahannya.

Sikap arogan Julius dan media masa pendukungnya yang
bermaksud memojokkan kaum Muslimin justru membuat Julius dan
keluarganya ketakutan. B